DISERTASI

REKONSTRUKSI REGULASI PENANGANAN PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI SERTA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN

NEGARA BERBASIS NILAI KEADILAN

I UMISSULA
I'u.'.l e y,‘_.,._.;' | {_ ol el .!?-

ST i YA,

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Doktor Ilmu Hukum

OLEH:
WIDODO EKO PRASETIYO

NIM: 10302000424

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

TAHUN 2022



LEMBAR PENGESATIAN
[LITAN DISERTASI

REKOMNSTIU KSI REGULASL PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
KORUTPSI SERTA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERBASIS
NILAT KEADILAN

(Meh
WIDODO EKO PRASETIVO
NIM: 1030200042
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Doktor llmn Hukum
Praposal ini Telah disetujui Oleh Promotor dan Co-Prmotor Pada Tanggal
Seperti Tertera Dibawah ini

Promotar Co Promuotur:

[

Prof.lr.Hj.Sri Endah Wahyuningsih, SH.. ¥.Hom D, H. Jawade Hahidz, 5. H.M.H
NIDN: 06.2804.6401 NIDN: 0620046701

Mengetahui
hetua Program Doktor Himu Hukuom
Fnlr.ultn:-'.hll'ﬁk_u!n?lhl::imi\'ers.ims Islam Sultan Agung (UNISSULA)

P A e T,

Cafoys f
1 g >

WA e &

il sl LT [

! i

-—
ﬁwil{;t— L _._.'.
L ILWL His L
1L PHAUNISSULA

> _F'n:l f. Dr. Amis Muashdurohatun, SH., M. Mom
ML 06=2 1 0hS=-T02

11



PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan i menyalakan bahwa

1.

b

Earyva tubis sayy, diserlas mn wadalah ash dan belum pernah digguksm gniok
mendapatkan gelar akadomik Toktor bk Fakoltas Hokum Universitas Tslam
Sultan Apung Semarans (UMN1S50L LA) manpun pereguran tingel lamnva.
Karva tulis int adalah murni papasan. mmmsan, dan penelitian sava sendic
tanpa bantuan pihak lain selain Tim Prometor dan masukan dari Tim
Fenglaal

Dalam karva tulis i tidak rerdapar karva arau pendapar vang welah dirolis
arau dipublikasin orang lam kecuali secara rermlis denpan jpelas dicantumkan
sebagal acwan dalam naskah denpan disebutkan pama pengarang  dan
dicanmumkan dalam dafiar Pustaka

Fernpataan e sava bual dengan sesuneeuhoses dan apabila dikermodian han
ferdapal penyimpangan alau kevdakbenaran dalam pemsataan i, maka saya
borsedia mengrnimy sankst berupa pencabutan gelar yange telah dipergleh
karena karya imi, gerta sank=i lainnya 2esuan denrsan notma yange berlaku pada

prerzuiuan linggl i

Semgrang,  Tebrpan 2023

Wanyg Mombuat Pemvataan
ﬁ%‘w

Widoda Tha Praseliyvo 5 TT 2011
WM, 103020000 4



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena perkenan-
Nya maka penyusunan disertasi dengan judul Rekonstruksi regulasi penanganan perkara tindak
pidana korupsi serta pengembalian kerugian Keuangan Negara berbasis nilai keadilan ini bisa
selesai.
Penulisan disertasi ini merupakan salah satu syarat penyelesaian Program Doktor
(S.3) Ilmu Hukum pada Universitas Islam Sultan Agung. Disertasi in i tidak akan terselesaikan
tanpa bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu pada kesempatan dengan segala kerendahan
hati, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kami kepada yang kami hormati
1. Bapak Prof. Dr H. Gunarto S.H., S.E.; Akt., M., selaku Rektor Universitas Islam Sultan
Agung Semarang
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
Islam Sultan Agung Semarang
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Doktor IImu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Ibu Prof. Hj. Dr. Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum_, selaku Promotor yang telah
memberikan bimbingan selama penyusunan disertasi ini.
5. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku selaku Co Promotor yang telah memberikan
bimbingan selama penyusunan disertasi ini
6. Bapak Kapolres Rembang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

mengadakan penelitian di Polres Rembang.

v



10.

Bapak Kasat Reskrim Polres Rembang yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan
penelitian ini.
Bapak Andi Dwi Oktavian, S.H.,M.H. selaku penasehat hukum yang telah membantu
pelaksanaan penelitian
Segenap Dosen dan Karyawan di PDIH I[lmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Semarang yang telah membantu kelengkapan penyelesaian disertasi ini
Istri dan keluarga, yang selalu setia memberikan support dan motivasi kepada penulis
untuk menyelesaikan penulisan disertasi ini.

Penulisan disertasi jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan tangan terbuka
penulis akan menerima kritik dan sumbang saran dari segenap pembaca semoga dapat
menjadi pelajaran demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dan akhir kata, semoga

tesis ini bisa bermanfaat. Amin.

Semarang, 7 Februari 2023

Penulis

Widodo Eko Prasetiyo, S.H. M.H.



ABSTRAK

Pemberantasan tindak pidana korupsi di berbagai negara pada pokoknya dilandasi oleh
semangat untuk menyelamatkan aset negara meskipun dengan menerapkan cara-cara yang
berbeda. Oleh karena itu, hukum pemberantasan korupsi harus dirancang sedemikian rupa agar
dapat memfasilitasi upaya pemberantasan korupsi secara komprehensif dan sistematis sehingga
dapat mencapai tujuan tersebut. Norma-norma pemberantasan korupsi harus dibentuk dan
disusun dengan landasan-landasan yang kuat juga tepat dalam merepresetasikan tujuan itu baik
dari sisi filosofis maupun teori-teori yang gunakan, Norma-norma pemberantasan tindak pidana
korupsi Indonesia saat ini sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 31/1999 yang diubah
dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara sistematis
belummencerminkan tujuan besar pemberantasankorupsiyakni melindungi aset negara
dengancarapengembalian kerugian negara oleh pelakutindakpindana korupsi. Hukum
pemberantasankorupsilndonesia masih menganut paradigma retibutifjustice dalam pemidanaan
pelaku korupsi. Oleh karena itu pemidanaan pelaku korupsi dilepaskan dari tujuan apapun selain
satu tujuan, yaitu pembalasan.

Paradigma retibutif justice ini tentu tidak selaras dengan tujuan besar pemberantasan
korupsi, yangpada gilirannya menjadi penghambat upaya, pemulihan aset negara melalui
pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Hambatan
itu terjadi baik pada tataran prosedural maupun pada tataran teknis. Pada tataran prosedural
norma-norma hukum yang ada tidak mampu mengimbangi modus operandi tindak pidana
korupsi misalnya dalam kasus tindak pidana korupsi yang mana hasil dari tindak pidana tersebut
tidak hanya dinikmati oleh terdakwa, melainkan juga diterima atau dinikmati oleh pihak ketiga
yang tidak menjadi terdakwa sehingga pengembalian kerugian negara sulit dilakukan. Pada
tataran teknis, misalnya terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, selain
undang-undang memberikan kelonggaran bahwa para pengurus korporasi dapat menujuk orang
lain untuk mewakilinya menghadapi perkara, juga pada pidana pokok yang dapat dijatuhkan
hakim hanya sebatas pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana tambahan sepertiga

Lebih lanjut, prinsip-prinsip retibutif justice yang mengutamakan pemidanaan raga si
pelaku korupsi ketimbang fokus pada pemulihan akibat kejahatan tersebut, terlihat dalam norma
pemberantasan korupsi Indonesia yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan
negara tidak menghapus pidana kepada seseorang sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi.
Pada Pasal 4 UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau
perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tersebut. Hal ini menunjukan bahwa hukum
tindak pidana korupsi Indonesia masih memandang kesalahan atau dosa pelaku kejahatan, tanpa
memandang nilai keadilan.

Kata Kunci : retibutif justice, keadilan
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ABSTRACT

The eradication of criminal acts of corruption in various countries is basically based on
the spirit to save state assets even though by applying different methods. Therefore, the law on
corruption eradication must be designed in such a way as to facilitate comprehensive and
systematic efforts to eradicate corruption so as to achieve this goal. Norms for eradicating
corruption must be established and compiled with strong and appropriate foundations in
representing this objective both from a philosophical standpoint and the theories used. The
current norms for eradicating corruption in Indonesia are as stated in Law No. /1999 which was
amended by Law no. Indonesia's corruption eradication law still adheres to the retributive justice
paradigm in sentencing corruptors. Therefore the punishment of corruptors is freed from any
purpose other than one aim, namely retaliation.

This retributive justice paradigm 1s certainly not in line with the main goal of
eradicating corruption, which in turn becomes an obstacle to efforts to recover state assets
through the return of state financial losses in acts of corruption in Indonesia. These obstacles
occur both at the procedural level and at the technical level. At the procedural level, existing
legal norms are unable to balance the modus operandi of corruption, for example in cases of
corruption where the results of the crime are not only enjoyed by the accused, but also received
or enjoyed by third parties who are not accused so that returns State losses are hard to do. At a
technical level, for example against acts of corruption committed by corporations, in addition to
the law providing leeway that corporate officials can appoint other people to represent them to
face cases, also at the main crime that can be imposed by a judge is only limited to fines with a
maximum additional penalty. one third.

Furthermore, the principles of retributive = justice which prioritize the physical
punishment of the perpetrators of cortuption. rather than focusing on recovery from the
consequences of these crimes, can be seen in the Indonesian corruption eradication norm which
states that the return of state financial losses does not remove punishment against someone as the
perpetrator of a criminal act of corruption. In Article 4 of Law no. 31/1999 which was amended
by Law no. 20/2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, emphasized that returning
state financial losses or the country's economy does not eliminate the punishment of perpetrators
of criminal acts as referred to m Article 2 and Article 3 of the law. This shows that Indonesia's
criminal law on corruption still views the guilt or sins of the perpetrators of crimes, regardless of
the value of justice

Keywords: retributive justice, fairness
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan kata yang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita.
Semua lapisan masyarakat bahkan telah fasih untuk mengatakan bahwa suatu
perbuatan merupakan tindak pidana korupsi. Seseorang yang menyembunyikan uang
yang bukan miliknya dapat dikatakan korupsi. Padahal mereka tidak mengetahui
secara jelas maksud dan arti kata korupsi menurut pandangan hukum. Terlepas dari
hal tersebut dapat kita ketahui bahwa korupsi sudah sangat melekat di dalam
kehidupan masyarakat. Untuk di Indonesia kata korupsi telah dikenal sejak zaman
hindia belanda, dimana asal katanya dari bahasa belanda yakni corruptie (korruptie).

Jadi tidak heran kata korupsi telah diketahui dan telah menjadi kata sehari-hari'.

Dewasa ini korupsi telah menjadi masalah global antar negara. Dimana
masalah tersebut tergolong dalam kejahatan transnasional. Dampak negative yang
ditimbulkan dari korupsi membuat korupsi mendapat perhatian yang lebih besar
dibanding tindak pidana lain. Tindak pidana korupsi ini dapat membahayakan
stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi ,

dan juga politik. Selain itu juga dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas

'1 G. M. Nurdjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: Perspektif Tegaknya Keadilan
Melawan Mafia Hukum( Yogyakarta: Pustaka Pelajar ,2010) Him 31.



karena lambat tahun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi

merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini ibarat penyakit kronis yang susah
untuk diberantas. Penanganan tindak pidana korupsi merupakan salah satu prioritas
dari pemerintah Indonesia. Terbukti dari pemberantasan korupsi yang sudah
dilakukan dalam rentang waktu yang la ma namun masih belum hilang sepenuhnya.
Perjuangan dalam pemberantasan korupsi sudah mencapai lebih dari setengah abad
sejak kemerdekaan diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta’>. Berbagai upaya telah
ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas korupsi secara serentak oleh

pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, serta yudikatif.

Tindak pidana korupsi tidak saja semata-mata merugikan keuangan negara,
namun Kkorupsi juga menghambat pengembangan demokrasi, pelaksanaan tugas
lembaga-lembaga publik dan penggunaan sumber daya secara optimal. Korupsi
memupuk perilaku merahasiakan segala sesuatu dan penindasan. Pada akhirnya
korupsi menutup kemungkinan bagi warga masyarakat yang paling lemah untuk turut
menikmati pembangunan dan mutu kehidupan yang lebih tinggi®. Selain itu, tindak
pidana korupsi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sehingga
dikategorikan  sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa.

Dikategorikannya korupsi sebagai kejahatan luar biasa juga disebabkan karena

2 Muhammad Imanuddin, Rekonstruksi pengembalian asset dalam pengembalian kerugian keuangan
negara akibat tindak pidana korpsi berbasis nilai keadilan.(Unissula: Fakultas Hukum, 2018). HIm. 3
3 Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Sinar
Grafika 2013). HIm.3



korban dari tindak pidana korupsi sangat masif dan kerugian yang muncul dari tindak

pidana tersebut bersifat gradual untuk negara®

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari beberapa tindak pidana
khusus yang diatur juga di luar KUHP. Hal tersebut terjadai sebab spesifikasi pada
tindak pidana korupsi yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti
penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur yang dimaksudkan menekan
seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan
perekonomian negara. Sebagaimana tertuang dalam konsideran Undang- Undang
Nomor 39 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan korupsi yang terjadi secara
sistematis dan meluas merupakan pelanggaran hak sosial dan ekonomi masyarakat
luas , sehingga tidak lagi digolongkan kejahatan biasa melainkan kejahatan luar biasa
(extraordinary crime), sehingga pemberantasan korupsi tidak lagi dilakukan secara
biasa, melainkan dengan cara yang luar biasa. Disamping itu, tindak pidana korupsi
juga digolongkan sebagai kejahatan kerah putih atau white collar crime karena
pelakunya sebagian besar merupakan orang-orang berintelektual dan memiliki

pengaruh dalam kekuasaan.

Tindak pidana korupsi, pada awalnya dimasukkan sebagai tindak pidana

jabatan dalam Buku II KUHP. Kompleksnya permasalahan serta perkembangan dan

* Muhammad Imanuddin, Rekonstruksi pengembalian asset dalam pengembalian kerugian keuangan
negara akibat tindak pidana korpsi berbasis nilai keadilan.(Unissula: Fakultas Hukum, 2018). HIm 5



modus operasi tindak pidana korupsi mengakibatkan makin melemahnya kemampuan
KUHP untuk menyeret koruptor. Sehingga berbagai kebijakan telah dikeluarkan,
yang semuanya dimaksudkan untuk menanggulangi korupsi di Indonesia. Kebijakan
yang berkaitan dengan penganggulangan tindak pidana korupsi dalam bentuk
perundang-undangan diantaranya adalah TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindan Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006
tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption 2003; Keputusan
Presiden Nomor 11 tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor); Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Selain itu juga telah diterbitkannya
peraturan yang tidak secara langsung tetapi tetap dalam konteks pemberantasan
tindak pidana korupsi, seperti: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun

2002; dan Undang-undang Bantuan Timbal Balik®.

5 Ibid. Him.. 7



Banyaknya penerbitan kebijakan terkait pemberantasan korupsi menunjukkan
keseriusan pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun hal tersebut
tidak serta merta langsung membuat koruptor takut atau jera (deterrent). Melainkan
kebijakan-kebijakan tersebut juga harus benar-benar diterapkan dan dilaksanakan
dalam masyarakat dengan asas keadilan resforative. Selama ini korupsi menerima
lebih banyak menerima pemakluman dari pada memberantasnya oleh berbagai pihak
terkait. Padahal tindak pidana Kkorupsi merupakan kejahatan luar biasa yang
menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara,
perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan
prilaku kriminal yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan
tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa kasus tindak
pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak
sebanding dengan apa yang dilakukannya, sehingga menyebabkan kerugiaan

keuangan negara yang tidak sedikit.

Banyaknya kerugian yang didapat negara akibat tindak pidana korupsi tini
pada dasarnya terjadi karena tidak diterapkanya restorative justice dengan baik.
Braithwaite mengatakan bahwa dengan penerapan restorative justice dapat
mendorong para pelanggar untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan untuk
memperbaiki kerugian yang mereka timbulkan, biasanya (meskipun tidak selalu)
dalam komunikasi dengan korban pribadinya. Hal tersebut dapat menutupi kerugian

yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Selain itu adanya keadilan restorasi



ini (restorative justice) juga mampu menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi

pelaku kejahatannya.®

Keadilan restoratif sebagaimana pada dasarnya adalah sebuah pendekatan
hukum pidana yang memuat sejumlah nilai tradisional. Hal ini didasarkan pada dua
indikator yaitu nilai-nilai yang menjadi landasannya dan mekanisme yang
ditawarkannya. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan mengapa keberadaan
keadilan restoratif diperhitungkan kembali’. Keberadaan pendekatan ini barangkali
sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri. Selain pemenjaraan yang membawa
akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau
menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama.
Sebaliknya, pada model = restoratif yang - ditekankan ~adalah  resolusi
konflik. Gagasan Restorative Justice ini pun sudah diakomodir dalam RUU KUHP,
yaitu diperkenalkannya sistem pidana alternatif berupa hukuman kerja sosial dan
hukuman pengawasan. Sehingga pada akhirnya Restorative Justice memberi
perhatian sekaligus pada kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan dan

masyarakat.®

Beberapa waktu lalu terdapat kasus penegakan hukum tindak pidana korupsi

yang menunjukkan sudah diterapkannya keadilan restorasi, yaitu kasus 7 terdakwa

6 Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad. Restorative Justice Di Indonesia. Indonesia: Guepedia,

2021.Hlm?7.
7 Anis Rifai dan Aurora Jillena M. Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Dan Aspek Keperdataan
Dalam Penggunaan Dokumen Yang Dipalsukan. Proceeding Justicia Conference. (1) hlm. 31.



korupsi di Bali yang divonis bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar.
Dimana terdakwa dianggap tidak bersalah sebagaimana dakwaan primer yang
dituduhkan. Dalam putusannya, hakim menyatakan terdakwa terbukti dalam dakwaan
subsider tapi bukan dalam tindak pidana korupsi. Mengetahui hal tersebut hakim
meminta para terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan dan di pulihkan nama baiknya.
Hal tersebut menunjukkan adanya keadilan restorasi, dimana dengan adanya
permintaan pemulihan nama baik secara tidak langsung menunjukkan adanya

perhatian terhadap korban yang dituduh.

Mengingat tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa
dan sangat mungkin menjadi kejahatan transnasional, maka Majelis Umum
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 30 September 2003 mengadopsi United
Nations Convention Against Corruption 2003. United Nations Convention Against
Corruption dibuka untuk penandatanganan dalam Konferensi Politik Tingkat Tinggi
dengan Tujuan Penandatanganan United Nations Convention Against Corruption di
Merida, Meksiko, tanggal 9-11 Desember 2003. United Nation Convention Against
Corruption merupakan salah satu hasil dari upaya masyarakat internasional dalam hal
pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemerintah Indonesia ikut aktif sejak sidang
pertama sampai dengan sidang ketujuh (terakhir) yang berakhir pada tanggal 1

Oktober 2003.°

?Ibid. Him. 14



Hal tersebut memicu perubahan paradigma dalam penanganan korupsi dari
penghukuman dan penjeraan kepada penitikberatan pada pengembalian asset hasil
korupsi yang ditempatkan di negara lain'®. Perubahan tersebut berarti bahwa
pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun
pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat
mengembalikan kerugian keuangan. Perubahan paradigma tersebut juga sejalan
dengan keinginan atau nilai reformasi dalam penyelenggaraan Negara, serta Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi tahun 2003 atau United Nations
Convention Agains Coruptions (UNCAC), yang mengatur tentang pemulihan aset
(asset recovery). Dalam konvensi tersebut telah diatur bahwa bagaimana
pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi adalah prinsip yang mendasar, dan
negara-negara peserta harus melakukan usaha scluas-luasnya untuk bekerjasama dan

memberi bantuan dalam usaha penyelamatan asset.

Pentingnya masalah pengembalian aset (asset recovery) bagi negara
berkembang yang mengalami kerugian karena tindak pidana korupsi, hendaknya
mendapat perhatian serius karena akan menganggu stabilitas, keamanan masyarakat
nasional dan internasional, bahkan telah melemahkan institusi, nilai—nilai demokrasi
dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan
hukum. Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 menimbulkan implikasi

karakteristik dan subtansi gabungan dua sistem hukum yaitu Civil law dan Common

10 Ulang Mangun Sosiawan. Penanganan pengembalian asset negara hasil tindak pidana korupsi dan
penerapan konvensi PBB anti korupsi di Indonesia. (De Jure. Vol.. 20, No. 4, 2020) Hlm. 588



law, sehingga akan berpengaruh kepada hukum positif yang mengatur tindak pidana
korupsi di Indonesia. Romli Atmasasmita menyebutkan impilikasi yuridis tersebut
bahwa tampak adanya kriminalisasi perbuatan memperkaya diri sendiri yang dalam

ketentuan Pasal 20 Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003.

Pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi merupakan isu strategis dan di
pandang sebagai terobosan besar dalam penanganan hasil tindak pidana korupsi masa
kini. Terbukti, di samping tindakan pencegahan atau penghukuman pelaku tindak
pidana korupsi, sampai saat ini nilai kerugian keuangan negara yang telah
dikembalikan atau diterima cukup besar!!. Namun, pengembalian asset tindak pidana
korupsi masih menghadapai masalah hukum tersendiri baik secara konsepsional
maupun operasional. Hal tersebut dikarenakan istilah “pengembalian asset (asset
recovery) tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan, juga tidak diatur di dalam Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Demikian juga dalam gugatan perdata dalam rangka Asset Recovery, dalam

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang diawali dengan adanya perkara pidana

1 Ulang Mangun Sosiawan. Penanganan pengembalian asset negara hasil tindak pidana korupsi dan
penerapan konvensi PBB anti korupsi di Indonesia. (De Jure. Vol.. 20, No. 4, 2020) Hlm. 588



korupsi, sudah memberi peluang untuk dilakukan gugatan perdata terhadap tersangka
(masih dalam proses penyidikan), terdakwa yang telah meninggal dunia (proses
pemeriksaan sidang), terpidana (putusan) dan juga tentunya kepada ahli warisnya.
Namun, aturan formal/prosedur/acara gugatan perdata belum sepenuhnya
mengakomodasi prosedur gugatan perdata yang dibuka seluas-luasnya sesuai dengan
ketentuan UNCAC. Untuk itu, pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif
mengenai pengelolaan asset yang telah disita dan dirampas oleh negara bagi yang
menjadi tuntutan sebagai dasar terwujudnya penegakan hukum profesional,

transparan dan akuntabel.

Substansi sistem hukum dalam penanganan pengembalian asset melalui jalur
hukum pidana pada umumnya terdiri dari ketentuan-ketentuan mengenai proses

pengembalian asset melalui empat tahap yang terdiri dari:

1. Pelacakan melalui asset-aset;
2. Tindakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan asset-aset
3. Melalui mekanisme pembekuan atau penyitaan;

4. Diperoleh secara tidak sah.

Namun tahap keempat ini dapat terlaksana hanya setelah melalui dan memenuhi

tahapan-tahapan sebelumnya.

Di samping itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang di dalamnya

mengandung ketentuan yang berkaitan dengan pengembalian asset memiliki beberapa
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kelemahan, antara lain: pertama, fokus utama ketentuan-ketentuan pengembalian
asset hasil tindak pidana korupsi masih terbatas pada pengembalian asset di dalam
negeri dan tidak ada ketentuan yang mengatur pengembalian asset dan ketentun
tentang mekanisme pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan
di luar negeri; kedua, pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi tidak
dihubungkan dengan kerja sama internasional; ketiga, didalam peraturan perundang-
undangan tersebut belum diatur tentang otoritas sentral yang memiliki wewenang
untuk melakukan kerja sama internasional dalam pengembalian asset hasil tindak
pidana korupsi; Keempat, ketentuan-ketentuan tentang pengembalian asset hasil
tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut belum
memadai jika dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan tentang pengembalian asset

dalam Konvensi Anti Korupsi 20032,

Oleh karena itu penanganan pengembalian asset negara hasil tindak pidana
korupsi merupakan hal yang sangat penting dan mendesak untuk dilakukan tetapi
yang dibangun itu tidak hanya mencakup masalah pengembalian asset hasil tindak
pidana korupsi, tetapi juga menyangkut asset-aset hasil kejahatan lain yang motif para
pelakunya adalah mendapatkan keuntungan hasil-hasil kejahatan. Namun upaya
pengembalian aset negara yang dicuri (stolen asset recovery (StAR)) melalui tindak
pidana korupsi cenderung tidak mudah dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi

memiliki akses luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun

12 Ibid. Hlm. 589
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melakukan pencucian uang hasil tindak pidana korupsinya. Permasalahan menjadi
semakin sulit untuk upaya recovery dikarenakan tempat penyembunyian hasil
kejahatan dapat melampaui lintas batas wilayah negara dimana tindak pidana korupsi
itu sendiri dilakukan.!® Politik hukum pemberantasan korupsi harus pula berorientasi
kepada pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam rangka mewujudkan

keadilan dan kesejahteraan masyarakat di samping upaya represif dan preventif.

Meskipun tidak mudah pengembalian asset negara yang telah dikorupsi stolen
assets recovery, (StAR) telah ditempatkan ~sebagai tujuan penting dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya, keberhasilan pemberantasan korupsi
tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan memidana pelaku tindak pidana korupsi,
namun juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan mengembalikan asset dikorupsi.
Selanjutnya dalam kaitan dengan prinsip pengembalian Aset melalui kerjasama
(internasional cooperation), UNCAC memungkinkan dilakukannya tindakan-
tindakan pengembalian atas kekayan  tanpa pemidanaan (without a criminal
convenction), Dalam hal pelaku tidak dapat dituntut dengan alasan meninggal dunia.

Lari (kabur) atau tidak hadir atau dalam kasus-kasus lain yang sama.

Hal tersebut dilakukan mengingat asset negara hasil tindak pidana korupsi
merupakan aset negara yang semestinya dipergunakan untuk pembangunan nasional

Indonesia, kesejahteraan serta kemakmuran bangsa Indonesia secara adil dan merata

13 Haswandi, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya Menurut Sistem
Hukum Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 1, Maret 2017, halaman 146.

12



di segala bidang. Untuk itu perlu dilakukan penanganan pengembalian asset negara

hasil tindak pidana korupsi dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan

masyarakat di samping upaya represif dan preventif.

Fenomena Penanganan Dan Penerapan Pengembalian Asset Negara Dalam

Upaya Pemberantasan Korupsi Berbasis Keadilan Di Indonesia yang mana

memunculkan kesenjangan penelitian tersaji dalam bagan sebagai berikut:

Das Sollen

(0

)
(€)
4)

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 jo
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara

TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Das Sein

o Belum -ada keadilan, dalam pemberantasan
korupsi

o Pengembalian asset belum dilakukan dengan
maksimal

o Akibat _penghasilan yang diterima tidak
mencukupi kebutuhan hidup pelaku
membuatnya melakukan korupsi.

» Belum adanya transparansi sehingga mendukung
kegiatan korupsi

o Masih ditemukan kelemahan dalam peraturan
perundang-undangan terkait pengembalian asset

Legal Gap

1. Banyaknya peraturan terkait tindak pidana korupsi menyebabkan peraturan tersebut tumpeng tindih
2. Adanya kelemahan dalam peraturan perundang-undangan tentang pengembalian aset
3. Adanya sifat pandang bulu dalam pemberantasan korupsi alias tidak bersifat keadilan

Rumusan Masalah

1. Regulasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi serta Pengembalian
Kerugian Keuangan Negara saat ini belum berbasis Nilai Keadilan

2. kelemahan-kelemahan Regulasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi serta
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara saat ini

3. Rekonstruksi Regulasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi serta
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara saat ini belum berbasis Nilai Keadilan

l
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Kerangka Konsep (Pengembalian asset, pemberantasan korupsi berbasis keadilan)
Kerangka Teori (Teori Sistem Hukum fian Teori Efektivitas Hukum)

Kajian Sosio Legal
Penolakan (Legal Culture)

Analisis Yuridis :

1. Analisis yuridis terkait permasalahan pengembalian asset negara tindak pidana
korupsi

2. Analisis yuridis mengenai penerapan pengembalian asset melalui jalur pidana

3. Analisis yuridis model pemberantasan korupsi yang ideal berbasis keadilan

v

Kesimpulan : tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa dalam
penangannya belum menemukan cara yang tepat untuk pemberantasannya
meskipun sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait
hal tersebut. Terkait kebijakan pengembalian asset dalam memberantas korupsi
juga belum diterapkan secara maksimal dan aturan mengenai hal tersebut masih
tumpang tindih.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian tentang “Rekonstruksi Regulasi Penanganan Perkara

Tindak Pidana Korupsi serta Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Berbasis Nilai Keadilan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah maka rumusan

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Regulasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi serta

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara saat ini belum berbasis Nilai

Keadilan?
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. Apa kelemahan-kelemahan Regulasi Penanganan Perkara Tindak Pidana

Korupsi serta Pengembalian Kerugian Keuangan Negara saat ini?

. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi Penanganan Perkara Tindak Pidana

Korupsi serta Pengembalian Kerugian Keuangan Negara saat ini belum

berbasis Nilai Keadilan?

. Tujuan Penelitian

Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk:

. Untuk mengetahui Regulasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi serta

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara saat ini belum berbasis Nilai

Keadilan.

. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan Regulasi Penanganan Perkara

Tindak Pidana Korupsi serta Pengembalian Kerugian Keuangan Negara saat

1ni.

. Untuk mengetahui bagaimana Rekonstruksi Regulasi Penanganan Perkara

Tindak Pidana Korupsi serta Pengembalian Kerugian Keuangan Negara saat

ini belum berbasis Nilai Keadilan

. Manfaat Penelitian

. Manfaat Teoritis
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Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah ilmu
pengetahuan tentang penanganan dan penerapan pengembalian asset negara

dalam upaya pemberantasan korupsi berbasis keadilan di Indonesia.

2. Manfaat praktis

a. Untuk memberikan informasi dan pengertian bagi masyarakat mengenai
penanganan dan penerapan pengembalian asset negara dalam upaya
pemberantasan korupsi berbasis keadilan di Indonesia.

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan
pemikiran bagi masyarakat dan penegak hukum serta KPK dalam
menangani tindak pidana korupsi melalui pengembalian asset negara
dalam upaya pemberantasan korupsi berbasis keadilan di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Rekonstruksi

Sebelum mengartikan apa itu rekonstruksi, kita harus terlebih dahuluapa
itu  konstruksi. Konstruksi adalah susunan (model, tata letak)
suatubangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya): susunan dan
hubungan katadalam kalimat atau kelompok kata. Menurut kamus ilmiah,
rekonstruksi adalahpenyusunan kembali; peragaan (contoh ulang)

(menurut perilaku/tindakandulu); pengulangan kembali (seperti semula).'

14 Pius Partanto, M.Dahlan Barry, 2001, Kamus Ilmiah Populer,Surabaya, PT Arkala, Hal 671
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Sehingga dalam hal Ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya
rekonstruksi merupakan sebuahpembentukan kembali atau penyusunan
ulang untuk memulihkan hal yangsebenarnya yang awalnya tidak benar
menjadi benar. Sementara itu menurut Andi Hamzah, rekonstruksi ialah
penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian
terjadinya delik dengan mengulangi peragaan pada kejadian sebenarnya. '
Sehingga jelas bahwa rekontruksi adalah upaya menyusun kembali suatu
bangunan atau konsep yang telah ada dengan tujuan untuk memperbaiki

dan menyempurnakan bangunan atau konsep pemkiran yang telah ada.
2. Pengertian Regulasisi

Secara umum, regulasi dapat didefinisikan sebagai kontrol berkelanjutan
dan terfokus yang dilakukan oleh badan pemerintahan atau publik atas
kegiatan masyarakat. Regulasi juga merupakan upaya berkelanjutan dan
terfokus untuk mengubah perilaku orang lain sesuai dengan standar dan
tujuan yang ditetapkan dengan maksud menghasilkan hasil tertentu.
Regulasi dilakukan dengan melibatkan mekanisme penetapan standar,
pengumpulan informasi, dan modifikasi perilaku. Menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia, kata regulasi diartikan dengan pengaturan, bukan

peraturan. Hal ini merujuk pada kewenangan regulasi sebagai tolok ukur

15 Mahmutarom, HR., Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana
Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional,
UNDIP, Semarang, 2016, hlm. 289.
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a)

b)

keteraturan dan bukan peraturan itu sendiri. Di Indonesia, peraturan ini
nantinya akan diturunkan melalui undang-undang maupun peraturan,
perundang-undangan yang secara hierarkis diatur dalam UndangUndang
Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan di Indonesia. Dalam prosesnya, regulasi memiliki jenis-jenis
tertentu secara umum. Hal ini merujuk pada peran regulasi sebagai alat
kontrol sosial yang mengutamakan tujuan dan menetapkan standar.

Adapun 4 jenis regulasi adalah sebagai berikut:!®

Arbitrary regulations (Regulasi sewenang-wenang)

yaitu penerapan. hukum berdasarkan kebijaksanaan individu yang
diputuskan berdasarkan undang-undang dan diskresi hakim dengan
menerapkan prinsip-prinsip umum hukum serta memperhatikan bukti
dan preseden tertentu. Regulasi arbitrase adalah keputusan pengaturan
yang dibuat dengan berdasarkan fakta dan pendapat. Regulasi arbitrase
atau sewenang-wenang bersifat memusat dan menggunakan akumulasi
kekuasaan untuk mengatur suatu agenda tertentu dalam berbagai
kepentingan, baik sosial maupun ekonomi.

Good faith regulations (Regulasi itikad baik) yaitu menggambarkan niat
para pihak dalam suatu kontrak untuk bertransaksi secara jujur satu sama

lain. Kontrak tersebut mencakup hal-hal seperti penandatanganan dan

16

Peter Mahmud, Marzuki. 2012. Pengantar [lmu Hukum. Jakarta : Kencana Prenada. him.15
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kesepakatan untuk mematuhi dan menjunjung tinggi kontrak. Hal ini
secara langsung akan menuntut suatu pihak untuk bertindak jujur tanpa
mengambil keuntungan dari pihak lain.

¢) Goal conflict regulations (Regulasi konflik tujuan) yaitu cara pengaturan
ketika subjek tujuan secara signifikan lebih tinggi daripada tingkat tujuan
pribadi yang mereka pilih sebelumnya. Komitmen terhadap tujuan dan
kinerja yang ditetapkan biasanya lebih rendah daripada tujuan pribadi,
sehingga hal ini perlu diselaraskan melalui regulasi jenis ini. Regulasi ini
secara khusus membenturkan tujuan individu dengan tujuan masyarakat
umum dan memilih aturan masyarakat yang lebih besar.

d) Process regulations (Regulasi proses) yaitu cara melakukan arahan jelas
tentang bagaimana suatu tugas dalam suatu proses tertentu harus
diselesaikan. Regulasi dibuat untuk menentukan setiap tahapan proses
baik dalam social ekonomi maupun usaha agar dapat teridentifikasi dan
memudahkan evaluasi tiap tahapnya.

3. Penanganan Perkara

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur
dalam undang-undang dalam mencari suatu perbuatan pidana guna

menuntaskan perkara yang diduga sebagai perbuatan pidana.

4. Tindak Pidana Korupsi
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Istilah Tindak Pidana diambil dari istilah strafbaarfeit yang terdapat dalam
Hukum Pidana Belanda. Meskipun demikian tidak ada penjelasan resmi tentang
apa yang dimaksud strafbaarfeit itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Belanda (Wetbook van Strafrecht —WvS), yang kemudian sebagian besar materinya
menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Para ahli
hukum nampaknya belum memiliki kesamaan pandangan tentang pengertian
strafbaarfeit. Paling tidak ada 7 (tujuh) istilah untuk mengartikan kata tersebut,
diantaranya tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, delik
dan lain-lain. Namun dalam peraturan perundangundangan istilah yang lebih

sering digunakan adalah Tindak Pidana.

Secara sederhana Tindak Pidana dapat diartikan sebagai segala tindakan
atau perbuatan yang dapat dipidana atau dikenakan hukuman yang diatur secara
tegas oleh Undang-Undang. Segala tindakan yang dimaksud tidak hanya dalam
artian aktif tetapi juga dalam pengertian pasif. Tidak melakukan sesuatupun
dimana hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang, termasuk dalam pengertian ini.
Mengenai pengaturan oleh Undang-Undang sangat penting disebutkan karena
dalam hukum pidana berlaku asas legalitas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa
tiada satu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan dalam

perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.
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Secara umum dalam KUHP, tindak pidana atau perbuatan pidana
digolongkan dalam dua kelompok yaitu Kejahatan dan Pelanggaran. Tindakan-
tindakan yang termasuk Kejahatan diatur dalam Pasal 104 — Pasal 488 KUHP.
Sedangkan perbuatan-perbuatan yang digolongkan sebagai Pelanggaran diatur
dalam Pasal 489 — Pasal 569 KUHP. Mengenai pengaturan perundang-undangan
tentang dimana terdapat aturan perbuatan yang dilarang itu, secara umum

dikategorikan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

a. Tindak Pidana Umum Dimana secara umum aturan mengenai perbuatan yang
dilarang itu diatur dalam KUHP yang terdiri dari 3 buku, 49 Bab, serta 569
Pasal-Pasal yang tercantum dalam KUHP.

b. Tindak Pidana Khusus Tindak Pidana khusus ini adalah tindak pidana yang
pengaturannya telah dibuat secara khusus diluar ketentuan KUHP, seperti: a.
UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam UU Nomor 31
tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. b. UU Kehutanan yang diatur dalam UU Nomor 41 tahun

1999 tentang Kehutanan.

Adapun yang menjadi dasar hukum diaturnya beberapa tindak pidana
secara khusus diluar KUHP adalah sebagimana yang tercantum dalam ketentuan
Pasal 103 KUHP yang berbunyai: ”Ketentuan dari delapan bab yang pertama dari
Buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan

undang-undang lain, kecuali kalau ada undang-undang (Wet) tindakan Umum
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Pemerintahan Algemene maatregelen van bestuur atau ordonansi menentukan
peraturan lain”. Suatu kemajuan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa
subjek tindak pidana tidak hanya ‘“orang perorangan” tetapi juga “korporasi”.
Dapat dikenakan sanksi pidana atau tindakan kepada korporasi dalam perkara

korupsi ini cukup beralasan dan sesuai dengan beberapa rekomendasi PBB.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor),

Tindak Pidana Korupsi terbagi dalam 7 (tujuh) kelompok yaitu :

Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara (Pasal 2 dan Pasal

®»

3);

b. Tindak Pidana Korupsi berupa praktek suap menyuap (Pasal 5 ayat (1) huruf a
dan huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 11, Pasal
6 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf ¢ dan huruf d;

c. Tindak Pidana Korupsi berupa penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9,
Pasal 10 huruf a, huruf b dan huruf ¢);

d. Tindak Pidana Korupsi berupa pemerasan (Pasal 12 huruf e, huruf f dan huruf
g);

e. Tindak Pidana Korupsi berupa perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a,

huruf b, huruf ¢ dan huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h;
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f. Tindak Pidana Korupsi berupa benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal
12 huruf1);

g. Tindak Pidana Korupsi berupa gratifikasi (Pasal 12 B jo. Pasal 12 C).

Pengertian tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU
Tipikor) yang kemudian mengalami perubahan lagi dalam Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 adalah:

“Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan sendiri atau
orang lain atau suatu negara yang merugikan keuangan negara, dipidana
dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan 20 (dua puluh) tahun tahun dan denda paling sedikit Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
Melalui pengertian tindak pidana dari Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor ini,
terlihat bahwa terdapat 3 (tiga) unsur yaitu melawan hukum, untuk diri sendiri, dan

kerugian negara. Ketiga unsur ini harus saling berhubungan dan dapat

membuktikan keberadaan.

5. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Pengembalian adalah proses, cara, perbuatan mengembalikan atau

pemulangan. Pengembalian asset merupakan penguasaan asset oleh pelaku tindak
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pidana tidak didasarkan pada alas hak yang sah karena merupakan hasil kejahatan.
Oleh karena itu harus dikembalikan kepada pihak yang memiliki hak yang sah atas
asset tersebut, yakni Negara. Jadi, lewat tindakan pengembalian asset itu Negara
mengambil kembali atau memulangkan asset yang menjadi haknya dari pelaku tindak
pidana korupsi yang telah menguasai asset tersebut secara tidak sah. Karena itu,
menurut penulis, istilah yang tepat adalah pengembalian asset. Salah satu agenda
penting yang ditetapkan dalam Konferensi Negara Pihak Konvensi Anti Korupsi
(KAK) 2003 yang diselenbggarakan PBB di Amman adalah memastikan dimuatnya
ketentuan KAK 2003 dalam hukum nasional, khususnya yang berkaiatan dengan

penguatan sistem hukum nasional di bidang Pengembalian Aset (Asset Recovery).

Pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi merupakan isu strategis dan di
pandang sebagai terobosan besar dalam penanganan hasil tindak pidana korupsi masa
kini. Terbukti, di samping tindakan pencegahan atau penghukuman pelaku tindak
pidana korupsi, sampai saat ini nilai kerugian keuangan negara yang telah
dikembalikan atau diterima cukup besar'’. Namun, pengembalian asset tindak pidana
korupsi masih menghadapai masalah hukum tersendiri baik secara konsepsional
maupun operasional. Hal tersebut dikarenakan istilah “pengembalian asset (asset

recovery) tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

17 Ulang Mangun Sosiawan. Penanganan pengembalian asset negara hasil tindak pidana korupsi dan
penerapan konvensi PBB anti korupsi di Indonesia. (De Jure. Vol.. 20, No. 4, 2020) HIm. 588
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Pengembalian asset dalam tindak pidana korupsi jika tidak dilakukan dengan
benar dapat berpengaruh terhadap kerugian keuangan negara. Kerugian negara dapat
terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri
bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh
bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Penyelesaian
kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang
hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai
negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada

khususnya.'®

Menurut UU No. 31 tahun 1999 bahwa kerugian keuangan negara adalah
berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum,
penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena
jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluar

kemampuan manusia (force majure).
F. Kerangka Teoritis

Teori-teori yang digunakan dalam disertasi ini adalah teori yang berkaitan dengan
persoalan regulasi penanganan perkara tindak pidana korupsi serta pengembalian

kerugian keuangan negara berbasis nilai keadilan

8 Karel Antonius P. Pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan rekomendasi Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi, e journal
katalogis 2(5), 2017. HIm. 50

25



Adapun teori-teori yang dimaksud terdiri dari:
1). Grand Theory:

Teori Keadilan Pancasila Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau
pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa
Indonesia yang di anggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan,
norma-norma,nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana,
paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar
negara sering disebut dasar falsafah negara (phylosofiche grondslag) dari
negara, ideologi negara (staatsidee). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan
sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara, dengan kata lain, Pancasila
digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara'®, golongan
tertentu atau masyarakat tertentu saja, namun milik bangsa Indonesia secara
keseluruhan. Pada hakekatnya, Pancasila tidak lain adalah hasil olah pikir dan
nilai-nilai asli bangsa Indonesia berkat kemampuannya dalam menghadapi
kemajuan dan tantangan jaman. Karakteristik keadilan Pancasila jika
dianalisis memiliki keasamaan dengan pendapat Aristoteles. Kesamaan
pendapat ini yaitu keadilan harus dipahami sebagai kesamaan. Manusia
sebagai makhluk sosial harus memperoleh kesamaan di dalam hukum ataupun
keasamaan dalam memperoleh keadilan. Keadilan Pancasila memposisikan

adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam

19 Burhanuddin Salam, Filsafat Pancasilaisme, Rineka Cipta, Jakarta, 1996
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masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi
lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan
lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Pandangan tersebut
diyakinkan dengan penggunaan hukum sebagai sarana keadilan yaitu
berangkat dari idealismenya tentang “negara ideal” dimana tiap orang
berkesempatan menikmati keadilan dalam arti setiap orang mempunyai hak
yang sama dalam meperoleh keadilan Keadilan berdasarkan Pancasila
merupakan prinsip dasar yang digunakan untuk memperoleh keadilan dalam
hukum. Keadilan berdasar Pancasila muncul dari kelima prinsip-prinsip yaitu
sila-sila Pancasila. Karakteristik keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi
manusia dan memberikan kesamaan hak di dalam memperoleh keadilan.
Karakteristik  keadilan berdasarkan Pancasila merupakan prinsip dasar
keadilan yang diadopsi dari sila-sila Pancasila. Keadilan yang berdasar atas
ketuhanan Yang Maha FEsa, keadilan yang mencerminkan persatuan dan
kesatuan bangsa, keadilan yang mengutamakan hak asasi manusia, keadilan
yang muncul dari proses negara demokrasi, dan keadilan yang sama dalam arti
persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperoleh keadilan.
Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila mencerminkan keadilan yang
diperoleh dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan seluas-luasnya
kebebasan bagi warga negara dalam memeluk agama masing-masing tanpa
ada paksaan. Keadilan semacam ini memberikan persamaan bagi warga

negara untuk berhak menentukan agamanya tanpa ada paksaan dari pihak
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manapun. Selain itu dengan prinsip yang pertama dari Pancasila yaitu
Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia memiliki keadilan berdasar atas
Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kata lain keadilan yang diwujudkan
berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan diakui kebenarannya oleh seluruh

rakyat Indonesia.

2).Teori system hukum dari Lawrence Friadman sebagai Middle Ranged Theory:

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Lawrence M. Friedman
menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan

kultu?®

a) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum
itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya
sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem
hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan

hukum secara teratur.

b) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa
peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak

yang mengatur maupun yang diatur

20 Esmi Warassih, 2011, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, hlm. 28
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c¢) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi,
custom, ways of doing, ways of thinking, opinion yang mempengaruhi
bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur
hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang
menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum

seluruh warga masyarakat.

3). Teori huku progresif sebagai applied theory

Teori Tujuan Hukum Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch
menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi
tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum
sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun
sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi
benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang
digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai

beriku?!

a) Keadilan Hukum.

b) Kemanaatan Hukum.

¢) Kepastian Hukum.

21 Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, him.123.
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Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubahubah. Satu waktu
bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke
wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan.
Hubungan yang sifatnya relatif dan berubahubah ini tidak memuaskan.
Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan
yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan

dengan apa yang kita inginkan.

Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan
bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum
untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik
orientasi hukum. Hal inimengingat di samping kepastian dan keadilan hukum
jugs berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan
kemanfaatan kepada masyarakat. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum
adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari
kebahagiaan hidup.?? Satjipto Rahardjo menyatakan baik faktor; peranan
manusia,-maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih
tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan
bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu

sendiri.Hukum tidak ads untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk

227 Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, hlm.1
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manusia, khususnya kebahagiaan manusia.”?

Menurut Satjipto Rahardjo
penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar
kata-kata hitam-putih dari peraturan (according to the letter), melainkan
menurut semangat dan makna lebih dalam (to very meaning) dari undang-
undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual,
melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum
yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen
terhadap, penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain
daripada yang biasa dilakukan.’* Bagi hukum progresif proses perubahan
tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum
mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku
hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan
yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan
peraturan (changing the law). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang
bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat
dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi baru setiap
kali terhadap suatu peraturan, pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo
hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum

positivisme untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan

23 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan
Hukum, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, him. Ix

24 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta : Gents Publishing,
2009, him. xiii
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manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif
menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang
memang harus dilayaninya. Berdasarkan uraian tersebut di atas dipahami
bahwa secara substantif gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-
mata memahami sistem hokum pada sifat yang dogmatik melainkan jugs
aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik di mans hukum dipandang

sebagai suatu:

1) Institusi yang Dinamis
Pemikiran hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi
hukum secbagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum
progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk
terus menjadi (law as a process, law in the making). Hukum progresif
tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final,
melainkan sangat ' ditentukan oleh kemmampuannya untuk mengabdi
kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum
selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi
yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju
kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di
sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan,

kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu
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dalam proses menjadi (law as, a process, law in the making).?> Dalam
konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah,
mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan
mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak
dalam ritme “kepastian hukum”, status quo dan hukum sebagai skema
yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan
dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur
hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang
final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan
kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi
kepentingan kepastian hukum. tampil sebagai solusi bagi persoalan
kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi
kepentingan kepastian hukum.
2) Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari pemikiran hukum progresif adalah suatu institusi yang
bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera
dan membuat manusia bahagia.?® Hukum adalah untuk manusia, dalam
artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang
adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut

pemikiran hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia,

%5 Faisal, Menerobos Positivisme Hukum, Yogyakarta : Rangkang Education, 2010, him. 72
26 Mahmud Kusuma, Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya
Penegakan Hukum Indonesia, Yogyakarta : Antony Lib bekerjasama LSHP, 2009, him. 31
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3)

4)

melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan subtantif yang harus
lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata
agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problemproblem

kemanusiaan.

Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan
perilaku (rules and behavior). Peraturan akan membangun sistem hukum
positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia
akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena
asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku
sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek
perilaku berada di atas aspek peraturan, faktor manusia dan kemanusiaan
mempunyai unsur compassion (perasaan baru), sincerely (ketulusan),
commitment (tanggung jawab), dare (keberanian), dan determination

(kebulatan tekad).

Ajaran Pembebasan

Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan
“pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan
teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan”

itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”.
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Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan
langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi
hukum” maupun “rule breaking”. Paradigma ‘“pembebasan” yang
dimaksud di sini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkisme,
sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada logika
kepatutan sosial dan logika keadilan serta tidak semata-mats berdasarkan
logika peraturan semata. Di sinilah pemikiran hukum progresif itu
menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai
penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu.
Dengan demikian paradigma pemikiran hukum progresif bahwa “hukum
untuk manusia, dan bukan sebaliknya’akan membuat konsep pemikiran
hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format,

pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

Prinsip teoritik lahir dari kajian secara ilmiah yang telah terbukti

kebenarannya menurut fakta-fakta yang terjadi didalam kehidupan masyarakat berupa

berbagai macam permasalahan hukum yang kompleks, untuk melihat permasalahan

hukum yang dimaksud secara mendetil, maka diperlukan beberapa teori yang

merupakan rangkaian asumsi, konsep, definisi untuk mengembangkan, menekankan

serta menerangkan suatu gejala social secara sistematis. Teori adalah hubungan antara

dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut

merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris,
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oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sedehana, suatu teori merupakan
hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya.?’Sehingga
dalam menjawab permasalahan yang terkait dengan masalah yang diteliti, maka
dalam hal ini akan diuraikan mengenai teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli

sebagai berikut:

1. Teori Sistem Hukum

Istilah sistem banyak dipakai sekarang ini. Sebuah sistem terdiri atas
bagian-bagian atau komponen terpadu untuk satu tujuan. Model dasar dari bentuk
sistem ini adalah adanya masukan, pengolahan, dan keluaran.”® Suatu sistem
pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan

yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Ada empat (4) Teori Sistem Hukum menurut Lawrence Meir Friedman,
seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University yang menentukan berhasil

atau tidaknya Penegakan hukum yaitu:*’

a) Struktur Hukum (Legal Structure)
b) Isi Hukum (Legal Substance)
¢) Budaya Hukum (Legal Culture)

d) Dampak Hukum (Legal Impact)

Y’Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2001, him. 30

28 Sutabri, T., Konsep Sistem Informasi. (Bandung: Penerbit Andi, 2012), him.4.

2 Thomas Loren Friedman, Teori dan Filsafat hukum: Telaah kritis atasi Teori-Teori Hukum (susunan
I), judul asli Legal Theory, penerjemah: Mohammad Arifin, Cetakan kedua, (Jakarta,PT Raja Grafindo
Persada 1993).
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Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut
sebagai system substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu
dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang
berada dalam system hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan,
aturan baru yang mereka susun. Struktur Hukum / Pranata Hukum: Dalam teori
Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai system Struktural yang

menentukan biss atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.>°

Kultur hukum menurut Lawrence adalah sikap manusia terhadap hukum
dan system hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, sertaharapannya. Kultur hukum
adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatansosial yang menentukan bagaimana
hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Budaya hukum erat kaitannya
dengan kesadaran - hukum masyarakat. Semakin  tinggi kesadaran hukum
masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola
pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Adanya ketiga aspek hukum ini
nantinya akan menghasilkan dampak hukum yang menjadi konsekuensi dalam

pelaksanaannya.’!

Suatu sistem dibuat untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang
secara rutin terjadi. Pendekatan sistem merupakan suatu filsafat atau persepsi

tentang struktur yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan operasi-operasi

O1bid
3Ubid.
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dalam suatu organisasi dengan cara yang efisien dan yang paling baik.>> Penerapan
sistem memungkinkan terjadi di berbagai bidang salah satunya di bidang hukum.
Peraturan perudangan memiliki tujuan ketertiban dan kepatuhan hukum yang di
dalamnya terdapat sebuah sistem guna mewujudkan tujuan dibuatnya peraturan

perundangan tersebut.

Berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi
pemerintahan mengandung sebuah sistem yang mengandung substansi legal guna
mengatur masyarakat. Sistem. penyelenggaraan pemerintahan negara Republik
Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara
hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, segala bentuk Keputusan dan/atau
Tindakan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan
hukum yang merupakan reflcksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan
demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan

penyelenggara pemerintahan itu sendiri.

Lebih lanjut, permasalahan kontroversi perubahan UU KPK membutuhkan
output pengaturan sistem yang jelas dan detail karena hal ini terkait dengan
substansi hukum (legal substance) yang nantinya akan berkorelasi dengan
kelancaran pemberantasan korupsi demi kepentingan dan kesejahteraan
masyarakat Indonesia sebagai masyarakat tertib hukum yang terkait dengan

budaya hukum (legal culture). UU KPK memiliki peranan krusial sebagai sistem

32 Ibid.
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dengan tujuan pengatur dan menindak pidana pelanggaran kasus korupsi yang
perlu di susun secara terperinci sistem yang terkait dengan struktur hukum (Legal

Structure) agar tidak menimbulkan dampak negatif di masa depan.

Dalam teori sistem hukum Friedman mengatakan bahwa efektif tidaknya
hukum akan sangat tergantung pada komponen substansi (peraturan hukum itu
sendiri), komponen struktur (aparat penegak hukum) dan komponen kultur
(masyarakatnya). Ketiga komponen tersebut bersama-sama atau sendiri-sendiri
akan mempengaruhi efektif tidaknya suatu hukum.*> Kelima faktor tersebut di atas
saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan

hukum, dan juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.*

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum berarti orang benar-benar bertindak sesuai dengan
norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat bahwa norma-norma
tersebut benar dipatuhi dan diterapkan. Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto)
Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku
yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional,
sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang
memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode

berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya

33Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Peradilan Pidana, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang,
2005), hlm. 10.

3Soerjono Soekanto, Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1993), him. 6
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sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai
tujuan tertentu.

Efektivitas hukum dalam tindakan dapat diketahui apabila seseorang
menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuanya,
biasanya dapat diketahui melalui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap
tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Salah
satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah
hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut
bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah
menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau
melakukan tindakan yang terpuji.

Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca dan memahami
penulisan didalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk dijelaskan dalam

skema kerangka konseptual sebagaimana terdapat di bawah ini:

Keadilan Pancasila (Sila Kelima)

~_-

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31

35 Nur Fitryani S, “Efektivitas Hukum”. Al-Rzi, 18(2), hal. 6-7.
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Teori yang digunakan

Grand Theory :
Teori Keadilan
Middle Ranged
Theory : Teori
Sistem Hukum
Lawrence Friedman
Applied Theory :
Teori tujuan hukum,
pemidaan dan Hukum
Progresif

keadilan

Pengembalian
Kerugian Negara
akibat tindak pidana

korupsi berbasis nilai

Regulasi
Penanganan
Perkara Tindak
Pidana Korupsi
serta

Pengembalian
Kerugian
Keuangan
Negara saat ini
belum berbasis
Nilai Keadilan.

1. Regulasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi serta
Pengembalian ' Kerugian ' Keuangan Negara saat ini belum
berbasis Nilai Keadilan

2. kelemahan-kelemahan Regulasi Penanganan Perkara Tindak
Pidana - Korupsi serta Pengembalian Kerugian Keuangan
Negara saat ini

3. Rekonstruksi Regulasi Penanganan Perkara Tindak Pidana
Korupsi serta Pengembalian Kerugian Keuangan Negara saat
ini belum berbasis Nilai Keadilan

11

REKONSTRUKSI REGULASI PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI SERTA PENGEMBALIAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERBASIS NILAI

KEADILAN

REKONSTRUKSI NILAI

REKONSTRUKSI NORMA

Rekontruksi Nilai

Rekontruksi Norma
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G. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini
menggunakan metode pendekatan socio legal. Socio legal merupakan penelitian
yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan
hukum, efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan
lembaga atau institusi hukum dalam penegakkan hukum, implementasi aturan
hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah social tertentu atau sebaliknya,
pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.*® Didalam penelitian ini,
hukum ditempatkan sebagai variabel terikat dan faktor-faktor non hukum yang
mempengaruhi hukum dipandang sebagai variable bebas.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Paradigma Penelitian
Penulis dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu
paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan
peraturan perundang-undangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus
diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan
dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya
berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan

yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskripstif.

36 Sulistyowati Irianto,Perspektif Sosiolegal, dihalama

https://www.bphn.go.id/data/documents/materi_cle 8 prof dr_sulistyowati_irianto_full.pdf  diakses
pada 22 Oktober 2021
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3.

Metodelogi hermeneutis dan dialektis. Sifat variable dan personal
(intramental) dari konstruksi social menunjukan bahwa konstruksi individu
hanya dapat diciptakan dan disempurnakan melalui interaksi antara dan di
antara peneliti dengan para responden. Beragam konstruksi ini di
interpretasikan menggunakan teknik-teknik hermenetik konvensional dan
dikomparasikan serta diperbandingkan melalui pertukaran dialektis. Tujuan
akhirnya adalah untuk mendapatkan sebuah konstruksi consensus yang lebih
matang dan canggih daripada semua konstruksi sebelumnya (termasuk, tentu
saja, konstruksi etika peneliti).?’

Metode Pendekatan

Menurut Soerjono Soekanto dan Sr1 Mamudji, penelitian hukum normatif
meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hokum.*®
Pendekatan penelitian yang digunakan Pendekatan penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini,
hukum dikonsepkan terhadap asas-asas hukum dan undangundang yang
berlaku.

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis

normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama

37 Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, Handbook of Qualitative Research, diterjemahkan oleh
Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta,2009.hlm. 137

38 Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2001 hal. 13-14
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dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.>* Dimana hukum
dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law
in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan
patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.*’ Penelitian hukum normatif

ini diadasrakan kepada bahan hukum primer dan sekunder.*!

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini :

a. Data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan mempelajari
literatur — literatur, buku-buku, dan artikel dalam jurnal, mengenai
penanganan dan penerapan pengembalian asset negara dalam upaya
pemberantasan korupsi berbasis nilai keadilan

b. Bahan hukum primer terdiri atas beberapa Peraturan Perundangan yang
mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar, sesuai dengan perumusan
masalah, maka peraturan-peraturan yang akan penulis pergunakan sebagai
acuan adalah:

1) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

39 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (SuatuTinjauanSingkat), Rajawali
Pers, Jakarta, 2001, him. 13-14

40 Amiruddin & Zainal asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum,2012,Raja Grafindo Persada
Jakarta.hlm 118

4 Soeryono Soekarto, pengantar penelitian hukum. (jakarta:UI Press, 1984), him 20.
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2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.
4) Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003.
5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang- Undang
Nomor 15 Tahun 2002; dan Undang-undang Bantuan Timbal Balik.
5. Metode Pengumpulan Data
a. Teknik observasi awal, Observasi awal dilakukan dengan cara mengkaji
permasalahan terkait penanganan dan penerapan pengembalian asset
negara dalam upaya pemberantasan korupsi berbasis nilai keadilan
b. Studi Pustaka dan Dekumen, dapat dilakukan untuk mencari landasan
teoritis dar1 permasalahan penelitian. Tujuan dari kegunaan studi
kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan
penelitian.*?
6. Metode Analisis Data
Metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif, yaitu dengan
memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian

dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis

“2Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003),
hlm. 114-115.
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tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah

terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif,

karena memaparkan pembahasan, sedangkan kualitatif maksudnya analisa

data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden

untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

H. Originalitas Penelitian

Dilakukannya originalitas penelitian dimaksudkan untuk menghindari

adanya ulangan pengkajian dalam hal-hal yang sama. Dengan demikian akan

diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak

persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Originalitas disajikan dalam table berikut:

No Nama Peneliti, Tahun Judul Perbedaan Persamaan
Penelitian,  penerbit - (dari
universitas mana)

1 Ulang Mangun Sosiawan, 2020. {Perbedaan penelitian ini | Kedua penelitian ini
Penanganan pengembalian asset [dengan penelitian yang sama-sama meneliti
negara hasil tindak pidana dilakukan penulis terletak | terkait tindak pidana
korupsi dan penerapan konvensi pada penerapan konvensi | korupsi, yakni
PBB anti korupsi. DeJure PBB Anti Korupsi. Selain | tentang penanganan

itu penelitian ini juga tidak| dan penerapan

berbasis keadilan. pengembalian asset
negara hasil tindak
pidana korupsi.

2. Oki Qudratullah, 2019. Perbedaan terletak pada Kedua penelitian ini

Pengembalian asset hasil tindak
pidana korupsi tanpa

fokus penelitian, dimana
penelitian ini terfokus

sama-sama meneliti
terkait pengembalian
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pemidanaan (Non Conviction
Based Forfeiture) Dalam
Undang-Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (31/1999
Jo 20/2001). UII Yogyakarta

pada penerapan
pengembalian asset yang
ada dalam peraturan
perundang-undangan
tindak pidana
pemberantasan korupsi
tanpa pemidanaan dalam
UUPTPK 31/1999

asset hasil tindak
pidana korupsi

Ade Mahmud, dkk, 2021.
Keadilan Substantif Dalam
Proses Aset Recovery Hasil
tindak pidana korupsi, Jurnal
Suara Hukum

Perbedaan dalam
penelitian ini terletak pada
keadilan substantif, yakni
keadilan yang terkait
dalam putusan hakim
dalam proses asset
trecovery hasil tindak
idana korupsi.

Kedua penelitian ini
sama-sama meneliti
terkait proses asset
recovery hasil tindak
pidana korupsi
berbasis keadilan
substantif.

Schwars Marhani Tompodung.
2019. Aspek hukum
pemberantasam tindak pidana
korupsi menurut instrument
hukum internasional. Lex
Crimen.

Membahas tentang hukum
pemberantasam tindak
pidana korupsi menurut
instrument hukum
internasional. Sedangkan
penelitian ini membahas
tentang pengembalian
asset dari tindak pidana
korupsi berbasis keadilan.

Keduanya sama-
sama membahas
tentang
pemberantasan
tindak pidana
korupsi.

Muhammad Imanuddin, 2018.
Rekonstruksi Pengembalian Aset
Dalam Pengembalian Kerugian
Keuangan Negaran akibat
Tindak Pidana Korupsi Berbasis
Nilai Keadilan, UNISSULA.

Penelitian terdahulu ini
berfokus pada rekonstruksi
pengembalian aset dalam
pengembalian kerugian
keuangan negaran akibat
tindak pidana korupsi
berbasis nilai keadilan,
sedangkan dalam
penelitian ini lebih
berfokus pada penanganan
dan penerapan.

Keduanya sama-
sama membahas
tentang
pengembalian asset
akibat dari tindak
pidana korupsi
berbasis nilai
keadilan.
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I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, rumusan permasalah, tujuan penelitian
disertasi, kegunaan penelitian disertasi, kerangka konseptual, kerangka teori,

kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi berisi konsep-konsep, teort, hasil studi pustaka penulis yang meliputi a.
Kajian Tentang Korupsi, b. Kajian Tentang Keadilan, ¢. Kajian regulasi penanganan
perkara tindak pidana korupsi, d. pengembalian kerugian keuangan negara berbasis
nilai keadilan, dan e. pengembalian kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana

Korporasi Dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Regulasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi serta Pengembalian

Kerugian Keuangan Negara saat ini belum berbasis Nilai Keadilan

Bab IV kelemahan-kelemahan Regulasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

serta Pengembalian Kerugian Keuangan Negara saat ini
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Bab V Rekonstruksi Regulasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi serta

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara saat ini belum berbasis Nilai Keadilan

Bab VI Penutup yang berisi Kesimpulan dan Rekomendasi.

UNISSULA
e/l 50l ol
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BABII
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana
Belanda yaitu Strafbaar feit. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan
feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Baar diterjemahkan dapat atau
boleh. Feit diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.*® Tindak
pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum  pidana (yuridis normatif).
Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis.
Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti

yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.**

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar
hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh
seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh
undangundang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat

dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh
suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana

tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.*’

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana

akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana

4 Adami Chazawi. 2007. Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta, PT. Raja Grafindo, HIm 69.
4 Sudikno Mertokusumo. 1999. Mengenal Hukum, Y ogyakarta, Liberty, Hlm 10.
4 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. Hukum Pidana, Jakarta, Kencana, Hlm 35.
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dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan

tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah
pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum
ketatanegaraan, dan hukum tata wusaha pemerintah yang oleh pembentuk

undangundang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana
oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya

dilarang dengan ancaman pidana.*®

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum
pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wetboek van
Strafrecht (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi
tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Oleh
karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.
Sayangnya sampai kini belum ada keseragaaman pendapat tentang rumusan ilmiah
strafbaar feit itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan
perkataan strafbaar feit sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang — Undang
Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud

dengan perkataan strafbaar feit tersebut.*’

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau
delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum
berikut ini : Menurut Pompe perkataan strafbaar feit itu secara teoritis dapat
dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum)

yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di

4 Tri Andrisman, Hukum Pidana. 2009. Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana

Indonesia, Universitas Lampung, Hlm 70.
47 Ibid., Hlm 15
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mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya
tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai de normovertreding
(verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de
bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartigining van

het algemeen welzijn™.

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak
pidana (straafrechtfeit), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas
legalitas (principle of legality) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “Nullum
Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali”, adalah “Tidak ada perbuatan
yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam
perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam
Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali

atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”.

Akan tetapi, Simons. telah merumuskan “strafbaar feit” itu sebagai suatu
“tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak
dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya
dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat

dihukum”.
Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena:

1) Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat
suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang — undang, dimana
pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan

sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

2) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus
memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-

undang.
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3) Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban
menurut undang — undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan

melawan hukum atau merupakan suatu “onrechmatige handeling”.

Van Hammel merumuskan sebagai berikut “straafbar feit adalah kelakuan
orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan
hukum, yang patut dipidana (strafwaarding) dan dilakukan dengan kesalahan”.*® van
Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang
yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan strafbaar itu berarti
voor straf in aanmerking komend atau straf verdienend yang juga mempunyai arti
sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan strafbaar feit seperti yang terlah
digunakan dalam Undang—-Undang Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan
sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu
membuat seseorang menjadi dapat dihukum”™ atau suatu “feit terzake van hetwelk een

persoon strafbaar is”.

Perkataan eliptis di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar
elips didalam bahasa Belanda yang menurut Van de Woestijne mempunyai
pengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang
dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya” atau
sebagai “de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte neit

noodzakelijk wordt geacht.”

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan
meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan™ tapi “tindak™ tidak
menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan
keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa

tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal

48 Moeljatno. 2009. Asas — Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm 33.
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mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga
sering dipakai “ditindak”.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan
atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan
unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang
atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu
merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu
dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi
Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai

perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.*’

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat

dalam beberapa macam, antara lain:>

1) Orang yang melakukan (dader plagen)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu

perbuatan tindak pidana.

2) Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen)

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2
(dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh
melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan
tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan

tindak pidana.

3) Orang yang turut melakukan (mede plagen)

4 Barda Nawawi Arif. 1984. Sari Kuliah Hukum Pidana II, Bandung: Fakultas Hukum Undip, Hlm
37.
30 Ibid., Hlm 38.
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Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini
diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yairu
dader plagen dan mede plagen.

4) Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi
upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk

orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu

sebagai berikut :*!

1) Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
2) Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat
disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum
yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di
atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak
pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-
unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur
subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang
berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala

sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus

memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa

S Ibid., Hlm 39
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tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-

unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:>

1)

2)

Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau
berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang
bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana

meliputi:

a) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa),
b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
c) Adaatau tidaknya perencanaan;

Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan
keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu

dilakukan dan berada diluar batin si pelaku:
1) Memenuhi rumusan undang-undang;

2) Sifat melawan hukum;

3) Kualitas si pelaku;

4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan

dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor

yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si
pelaku atau faktor lingkungan. Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana,
perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang

melakukan tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain:

52 Moeljatno, Op.,cit, Him 56
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1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau

membiarkan).
2) Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).
3) Melawan hukum (onrechtmatige).
4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand).
5) Orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar person).

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari
unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian

dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain:

1) Perbuatan (manusia).
2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).
3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil,

yaitu antara lain:

1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak

berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.

2) Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum
apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur
perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang
telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak

pidana.

3) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur
tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah

dilakukan
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4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu
harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan
tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja,
mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya.
Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan
karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki

oleh undang-undang

5) Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat
ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari

pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, harus
benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut
dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi
apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu
tindak pidana. Perbuatan tindak pidana harus dilakukan dengan adanya unsur
kesalahan, karena dengan unsur kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari

perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

3. Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana
dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah
rechtdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas
apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak.
Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini
benarbenar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan
keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru

disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai
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delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat

karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana
materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya
dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap
selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa
mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan
pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak
pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang

dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana
berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan
satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak
pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan,

misalnya penadahan.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan
adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan
dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis,
yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relativ. Delik aduan absolut adalah delik
yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya.
Sedangkan delik aduan relatif adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan
keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan

untuk penuntutannya.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau

perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang
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lain.® Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu
tindakan mengambil uang Negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri.
Akan tetapi di dalam buku Leden Marpaung pengertian korupsi sebaga berikut :
“Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya

untuk keuntungan pribadi atau orang lain)”.>*

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan
kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah

yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.>®

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika
membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu
karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan
dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyclewengan kekuasaan dalam jabatan
karena pemberian, faktor ckonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau

golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri
sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang
lain, bangsa dan negara.’® Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara
Indonesia. Layaknya penyakit, orupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke
bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak
bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak
menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian

juga dengan tindak pidana korupsi ini.®’

33 Sudarsono, 2009, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 231.

54 Leden Marpaung, 2007, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Djambatan, him. 5.

55 Jawade Hafidz Arsyad, 2017, Korupsi dalam Perspektif HAN, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 168.

56 Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, Pendidikan Anti Korupsi, Jakarta:
Sinar Grafika, Hlm. 5.

57 Jawade Hafidz Arsyad, 2017, op.cit., Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 3.
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Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah
jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi
(perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan

pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.>®

Terlepas dari berbagai ragam pengertian korupsi diatas, secara yuridis,
pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang sebelumnya, yaitu
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi
tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat
merugikan keuangan negara atau perckonomian negara, tetapi meliputi juga
perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat
atau orang perseorangan. Oleh karena itu, rumusannya dapat dikelompokkan sebagai

berikut:

1) Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara.

2) Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif
(yang disuap).

Unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak
Pidana Korupsi yang bunyinya “Setiap orang yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara
dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

38 Robert Klitgaard, 2001, Membasmi Korupsi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Hlm. 31.
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Korupsi adalah suatu tindakan pidana yang memperkaya diri sendiri dengan

secara langsung atau tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara.’® Tindak

pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik

ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai

kejahatan biasa (ordinary crimes), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa

(extra-ordinary crimes).

Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama

yang berada dibawah garis kemiskinan. Adapun unsur-unsur dominan yang melekat

pada tindakan korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

)

2)

3)

4)

5)

Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (delegated
power, derived power). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang
memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan

memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan lain.

Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat

yang melakukannya.

Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, /ink, atau
kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan

keuntungan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan umum.

Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk
merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi
pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan

hukum.

Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam

hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan kapasitas

59 J. C. T. Simorangkir dkk, 2010, Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, Him. 61.
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rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dapat diberikan dari

mal-administrasi atau salah urus.®°

Kelihaian manusia untuk menghindari sistem yang dirancang untuk
melindungi integritas lembaga dan proses tampak tidak ada habishabisnya. Bila
dibiarkan saja dan tidak dibendung, korupsi kemungkinan besar akan meningkat. Hal
tersebut diakibatkan oleh rasa malu yang sudah kian menjadi barang langka di negeri

ini.o!

Di dalam buku “Memahami Untuk Membasmi” yang diterbitkan oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi ada setidaknya 7 (tujuh) jenis korupsi yakni:®?

a. Perbuatan yang Merugikan Negara
Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu:

I.  Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan
Negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang — Undang
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang — Undang Nomor
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK).

1) ”Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda
paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

60 Jawade Hafidz Arsyad, 2017, op.cit., Him. 169-170.
6! Tbid, Hlm. 170-171
62 K omisi Pemberantasan Korupsi, 2006, Memahami untuk membasmi, KPK: Jakarta, hlm. 19.
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II.

2) ”Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di maksud
dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati

dapat dijatuhkan.”

Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan
negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan
jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur
penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena
jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai
berikut;

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di
pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling
sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Suap-Menyuap

Suap-menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima
uvang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan
kewajibannya. Contoh; menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya
bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim,
pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Undang-

Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
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C.

g
h)
i)
)
k)

D

Pasal 5 ayat (1)

Pasal 5 ayat (1) huruf b
Pasal 5 ayat (2)

Pasal 13

Pasal 12 hurufa

Pasal 12 huruf'b

Pasal 11

Pasal 6 ayat (1) huruf a
Pasal 6 ayat (1) huruf b
Pasal 6 ayat (2)

Pasal 12 hurufe¢;

Pasal 12 huruf d.

Penyalahgunaan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah
seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya
melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti
atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan
untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini
sebagaiamana rumusan Pasal 8 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain Undang-Undang tersebut

diatas terdapat juga ketentuan pasal-pasal lain yang mengatur tentang

penyalahgunaan jabatan, antara lain:

a)

Pasal 9;
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b)

c)

d)

d. Pemerasan

Pasal 10 huruf a;
Pasal 10 huruf'b;

Pasal 10 hurufc.

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi

menjadi 2 yaitu :

1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain

atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2

(dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :

a)

b)

Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena
mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa
orang - lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang
menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 hurufe
Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada
seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian
legal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal
kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang
kasus ini adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Pemerasan yang di lakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai

negeri yang lain. Korupsi jenis ini di atur dalam Pasal 12 Undang-

Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.
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€.

Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan

Dapat dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang
dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri,
pengawas rekanan TNI / Polri, yang melakukan kecurangan dalam
pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi
orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan
keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang
menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain
juga termasuk dalam jenis korupsi ini. Adapun ketentuan yang mengatur

tentang korupsi ini yaitu :
a) Pasal 7 ayat 1 huruf a;
b) Pasal 7 ayat (1) huruf b;
c) Pasal 7 ayat (1) huruf c;
d) Pasal 7 ayat (2);
e) Pasal 12 hurufh.
Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan
barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan.
Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini

dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.

Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur.
Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran
biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang
akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut

sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi
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sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai
korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf I Undang-Undang 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut ;

”Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung
maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam
pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat
dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di tugaskan untuk
mengurus atau mengawasinya.”

g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah)

Dapat dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah
yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak
dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya
gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa
bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas

lainnya.

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 b dan Pasal 12 ¢ Undang-
Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

yang menentukan:

“Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah,
padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, tersebut diberikan
sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak
melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan

jabatannya.”

Akan tetapi korupsi juga mempunyai beberapa macam jenis, menurut

Beveniste dalam Suyatno korupsi didefinisikan dalam 4 jenis sebagai berikut:

1) Discretionery corupption, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya

kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya
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2)

3)

bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para
anggota organisasi. Contoh : Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja
Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada calo”, atau
orang yang bersedia membayar lebih, daripada para pemohon yang
biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa

memberi pendapatan tambahan.

lllegal corupption, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud
mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan
regulasi hukum. Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa
untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan
atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya
anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk
pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung
atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh
inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan
untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya
pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini,
sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak
menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus,
letak illegal corruption berada pada kecanggihan memainkan kata-

kata; buka substansinya.

Mercenery corruption, ialah jenis tindak pidana korupsi yang
dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui
penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: Dalam sebuah
persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan
untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau

terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender, peserta
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harus bersedia memberikan uang “sogok™ atau ”semir” dalam jumlah

tertentu.

4) Ideologi corruption, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionery
yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh: Kasus
skandal watergate adalah contoh ideological corruption, dimana
sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden
Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-

aset BUMN untuk mendukung pemenangan pemilihan umum.®

Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-

unsur sebagai berikut :

1) Perbuatan melawan hukum.

2) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana.
3) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

4) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya
diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan
orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat
pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat
(1) UU Tindak Pidana Korupsi “TPK” yang menyatakan bahwa Tindak Pidana
Korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur

hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

6 Ermansyah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Jakarta: Sinar Grafika, hal -23
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tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah ) dan paling
banyak Rp. 1.000.000.000 ( satu milyar rupiah).”

Ada 4 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

1)

2)

3)

Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi.
Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau
kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hokum maupun
bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Undang-Undang
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 pasal 1 ayat (1).

Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu
tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab
undang-undang hukum pidana) Buku kesatu, peraturan umum Bab 1
(satu) Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-
undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana,
kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana

yang telah ada.

Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah
suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau
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denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupih) dan
paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4) Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara
melakuakan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang

sangat jelas merugikan negara.

C. Tinjauan Tentang Keuangan Negara

1. Pengertian Keuangan Negara

Menurut M. Ichwan, keuangan negara adalah rencana kegiatan secara
kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang),

yang akan dijalankan untuk masa mendatang lazimnya satu tahun mendatang.®*

Menurut Geodhart, keuangan negara merupakan keseluruhan undang- undang
yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk

melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat

pembiayaaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.

Unsur-unsur keuangan negara menurut Geodhart meliputi:
a) Periodik;
b) Pemerintah sebagai pelaksana anggaran;

c) Pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang
pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan

untuk menutup pengeluaranpengeluaran yang bersangkutan; dan

d) Bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undanga-undang.

6 W. Riawan Tjandra, 2006, Hukum Keuangan Negara, Jakarta: PT. Grasindo, him. 1-2.
85 Alfin Sulaiman, 2011. Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif llmu Hukum, Bandung: PT.
Alumni, hlm.20.
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Selanjutnya menurut Jhon F. Due, budget adalah suatu rencana keuangan
suatu periode waktu tertentu. Goverment Budget (anggaran belanja pemerintah)
adalah suatu pernyataan mengenai pengeluaran atau belanja yang diusulkan dan
penerimaan untuk masa mendatang bersama dengan data pengeluaran dan
penerimaan yang sebenarnya untuk periode mendatang dan periode yang telah

lampau. Unsur-unsur definisi Jhon F. Due menyangkut hal-hal berikut:

a) Anggaran belanja yang memuat data keuangan mengenai pengeluaran dan

penerimaan dari tahun-tahun yang akan datang.
b) Jumlah yang diusulkan untuk tahun yang akan datang.
c) Jumlah taksiran untuk tahun yang sedang berjalan.
d) Rencana keuangan tersebut untuk suatu periode tertentu.

Sehubungan dengan  pengertian keuangan negara menurut Jhon F. Due
menyamakan pengertian keuangan negara dengan anggaran (budget). Ditinjau dari
kedudukan anggaran negara dalam penyelenggaraan negara hal itu dapat dimengerti,
akan tetapi apabila dikaitkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN),
Muchsan lebih memperjelas hubungan antara keduanya. Muchsan®® mengatakan
bahwa anggaran negara merupakan inti dari keuangan negara sebab anggaran negara

merupakan alat penggerak untuk melaksanakan penggunaan keuangan negara.

Selanjutnya Arifin P. Soeria Atmadja mendefinisikan keuangan negara dari
segi pertanggungjawaban oleh pemerintah, bahwa keuangan negara yang harus
dipertanggungjawabkan oleh pemerintah adalah keuangan negara yang hanya berasal
dari APBN. Sehingga yang dimaksud dengan keuangan negara adalah keuangan yang
berasal dari APBN. Arifin P. Soeria Atmadja menggambarkan dualisme pengertian

keuangan negara, yakni pengertian keuangan negara dalam arti yang luas dan

6 W. Riawan Tjandra, op.cit, hlm.3.
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pengertian keuangan negara dalam arti yang sempit.®” Pengertian keuangan negara
dalam arti luas yang dimaksud adalah keuangan yang berasal dari APBN, APBD,
Keuangan Unit-unit Usaha Negara atau perusahaanperusahaan milik negara dan pada
hakikatnya seluruh kekayaan negara. Sedangkan pengertian keuangan negara dalam

arti sempit adalah keuangan yang berasal dari APBN saja.

Menurut Hasan Akmal, pengertian keuangan negara adalah merupakan
pengertian keuangan dalam arti luas, dikaitkan dengan tanggung jawab pemeriksaan

keuangan negara oleh BPK_ %

Keuangan negara menurut definisi lain, yaitu Van der Kemp adalah semua
hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang
maupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak
tersebut.6 Sedangkan menurut Otto Ekstein, dalam public finance mengemukakan
bahwa keuangan negara adalah bidang yang mempelajari akibat dari anggaran belanja
atas ekonomi, khususnya akibat dari dicapainya tujuan ekonomi yang pokok

pertumbuhan, keadilan, dan efisieni.®

Untuk pertama kali pengertian keuangan negara terdapat pada Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK),
khususnya tercantum dalam penjelasan umum bukan pada Batang Tubuh UUPTPK.
Pengertian keuangan negara menurut UUPTPK adalah seluruh kekayaan negara,
dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di
dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul

karena;

87 Arifin P. Soeria Atmadja, 1986, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Jakarta: PT.
Gramedia, hlm.49.

%8 Ibid, hlm.50.

8 Otto Ekstein, 1981, Keuangan Negara, Jakarta: Bina Aksana, hal. 78.
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1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat

lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;

2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan
usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan
perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian

dengan negara.

Setelah itu, Pasal 1 angka 1 UUKN diatur mengenai pengertian keuangan
negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta
segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik

negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengertian keuangan negara dalam Pasal 1 angka 1 UUKN memiliki substansi
yang dapat ditinjau dalam arti luas dan dalam arti sempit. Keuangan negara dalam arti
luas meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk
barang milik negara yang tidak tercakup dalam anggaran negara. Sementara itu,
keuangan negara dalam arti sempit hanya terbatas pada hak dan kewajiban negara
yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tercantum dalam
anggaran negara untuk tahun yang bersangkutan. Tujuan diadakannya pemisahan
secara tegas substansi keuangan negara dalam arti luas dengan substansi keuangan

negara dalam arti sempit agar ada keseragaman pemahaman.

Pengertian keuangan negara sebagaimana tercantum pada penjelasan umum

UUKN adalah sebagai berikut;”

1) Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua
hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk
kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan

kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang

70 Penjelasan UU No.17 Tahun 2003.

75



2)

3)

4)

maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah meliputi
seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau
dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan
negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan

negara.

Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan
yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas
mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai

dengan pertanggungjawaban.

Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan,
dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau
penguasaan objck sebagaimana tersebut di atas dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pada hakikatnya keuangan negara dalam arti sempit merupakan bagian

keuangan negara dalam arti luas. Dalam hubungan dengan negara, keuangan negara
dalam arti sempit merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran
negara. Substansi keuangan negara dalam arti sempit berbeda dengan substansi
keuangan negara dalam arti luas sehingga keduanya tidak boleh dipersamakan secara
yuridis. Dengan demikian, substansi keuangan negara dalam arti sempit hanya tertuju
pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun dalam

bentuk undang-undang.

Dalam hubungan ini, Jimly Asshiddigie mengemukakan kegiatan yang

berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran itu pada mulanya dipahami sebagai

keuangan negara yang kemudian tercermin dalam perumusan ketentuan Undang-
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disusun pada tahun
1945. Karena itu, dapat dikatakan bahwa awalnya, yang dimaksud dengan uang atau
keuangan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 sebelum perubahan adalah anggaran pendapatan dan belanja negara saja. Dalam
pengertian sempit ini diasumsikan bahwa semua ung negara, masuk dan keluarnya,
diperhitungkan seluruhnya melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Tidak
ada uang lain yang termasuk pengertian uang negara di luar anggaran pendapatan dan
belanja negara. Lebih lanjut dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa anggaran
pendapatan dan belanja negara memiliki dua aspek, yaitu perhitungan pendapatan
negara dan perhitungan belanja negara. Bentuk atau formatnya, penyusunan anggaran
pendapatan dan belanja negara itu dituangkan dalam bentuk undang-undang tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”'

2. Ruang Lingkup Keuangan Negara

Pada hakikatnya, keuangan negara sebagai sumber pembiayaan dalam rangka
pencapaian tujuan negara tidak boleh dipisahkan dengan ruang lingkup yang
dimilikinya. Oleh karena ruang lingkup itu menentukan substansi yang dikandung
dalam keuangan negara. Sebenarnya keuangan negara harus memiliki ruang lingkup
agar terdapat kepastian hukum yang menjadi pegangan bagi pihak-pihak yang

melakukan pengelolaan keuangan negara.

Ketika berbicara mengenai hukum keuangan negara, berarti membicarakan
ruang lingkup keuangan negara dari aspek yuridis. Ruang lingkup keuangan negara

menurut Pasal 2 UUKN adalah sebagai berikut;

1) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang,

dan melakukan pinjaman;

"1 Jimly Asshiddiqie, 2008, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Rreformasi, Jakarta:
PT. Bhuana Ilmu Komputer, him. 833-835.
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2) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum

pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3) Penerimaan Negara;
4) Pengeluaran Negara;
5) Penerimaan Daerah;
6) Pengeluaran Daerah;

7) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak
lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang
dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada

perusahaan negara/ perusahaan daerah;

8) kekayaan pihak 'lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

9) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang

diberikan pemerintah.

Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat
dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan

moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2003, ruang lingkup keuangan negara

meliputi:
1) Pengelolaan moneter

Hal ini dilakukan melalui serangkaian kebijakan di bidang moneter.
Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah agar
ada keseimbangan yang dinamis antara jumlah uang yang beredar dengan

barang dan jasa yang tersedia di masyarakat.
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2) Pengelolaan Fiskal

Pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan
kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan,
administrasi kepabean, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan.
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan

dengan penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja) pemerintah.

3) Pengelolaan Kekayaan Negara

Khusus untuk proses pengadaan barang kekayaan negara, yang termasuk
pengeluaran negara telah diatur secara khusus dalam Keputusan Presiden
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Di samping itu terdapat pula kekayaan
negara yang dipisahkan (pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan
yang seluruh modalnya/ sahamnya dimiliki oleh negara). Perusahaan
semacam ini biasa di sebut Badan Usaha Milik Negara dan Lembaga-

Lembaga Keuangan Negara (BUMN/BUMD).

c. Asas- Asas Pengelolaan Keuangan Negara

Aturan pokok keuangan negara telah dijabarkan ke dalam asas-asas umum,
yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan
negara maupun asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang

baik (best practices) dalam penglolaan keuangan negara.

Sebelum berlakunya UUKN, telah ada beberapa asas- asas yang digunakan
dalam pengelolaan keuangan negara dan diakui keberlakuannya dalam pengelolaan
keuangan negara ke depan. Adapun asas- asas pengelolaan keuangan negara

dimaksud adalah sebagai berikut:
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1)

2)

3)

4)

asas kesatuan, menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara

disajikan dalam satu dokumen anggaran;

asas universalitas, mengharuskan agar setiap transaksi keuangan

ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran;

asas tahunan, membatasi masa berlakunya anggaran untuk satu tahun

tertentu; dan

asas spesialitas, mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci

secara jelas peruntukannya.

Kemudian, berlakunya UUKN terdapat lagi asas-asas yang bersifat baru

dalam pengelolaan keuangan negara. Asas- asas pengelolaan keuangan negara yang

terdapat dalam UUKN yang bersifat best practice adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

asas akuntanbilitas berorientasi pada hasil adalah asas yang menentukan
bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan
negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara

hak dan kewajiban pengelola keuangan negara;

asas proposionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian
berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara adalah asas yang
membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang

benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara

80



dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,

golongan, dan rahasia negara;

5) asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri
adalah asas yang memberikan kebebasan bagi Badan Pemeriksa Keuangan
untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara dengan tidak boleh

dipengaruhi oleh siapa pun.
D. Tinjauan Tentang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Keuangan negara merupakan urat nadi dalam pembangunan suatu negara dan
amat menentukan kelangsungan perekonomian, baik sekarang maupun yang akan
datang. Pengembalian dilakukan apabila terjadi penyimpangan kekuasaan yang
dilakukan oleh pejabat yang tujuannya untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi
dan mengakibatkan kerugian kepada keuangan negara. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa, pengembalian ialah proses, cara perbuatan
mengembalikan, pemulangan, pemulihan. Kata Kerugian menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa diartikan sebagai menanggung atau
menderita rugi; sesuatu yang di anggap mendatangkan rugi. Menurut Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, merumuskan pengertian keuangan
negara ialah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta
segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik

negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang
disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada

pada seseorang karena jabatan dan kedudukannya.

Kerugian keuangan negara dapat terjadi pada dua tahap, yaitu pada tahap dana
akan masuk pada kas negara dan pada tahap dana akan keluar dari kas negara. Pada

tahap dana yang akan masuk ke kas negara, kerugian bisa terjadi melalui konspirasi
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pajak, denda, pengembalian kerugian negara dan penyeludupan, sedangkan pada
tahap dana akan keluar dari kas negara kerugian terdai akibat mark up, korupsi,
pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program, dan lain-lain. Perbuatan-
perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara ialah pelanggaran-
pelanggaran pidana terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah

dalam bidang kewenangannya.’

Teori pengembalian kerugian keuangan negara adalah teori hukum yang
menjelaskan sistem hukum pengemmbalian kerugian keuangan negara berdasarkan
prinsip-prinsip  keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan
tanggungjawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan
perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat dalam
mencapai kesejahteraan. Teori ini* dilandaskan pada prinsip dasar “‘Berikan kepada
negara yang menjadi hak negara.” Di dalam hak negara terkandung kewajiban negara
yang merupakan hak individu masyarakat, sehingga prinsip tersebut setara dan

sebangun dengan prinsip “berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat.”

Terdapat ada 2 (dua) cara untuk penyelesaian ganti kerugian atau

pengembalian uang negara yang dikenal di dalam hukum pidana, antara lain:

1) Penuntutan Berdasarkan Hukum Pidana Umum

Kerugian negara bukan kekurangan perbendaharaan yang memenuhi unsur
ketentuan hukum pidana umum, sebagaimana ditentukan dalam KUHP,
seperti pencurian, perampokan, penggelapan dan pemalsuan. Kerugian
negara yang memenuhi unsur pidana umum sekali-kali tidak dianggap
selesai begitu saja, walaupun pegawai negeri yang bersangkutan telah
mengganti sepenuhnya kerugian negara dan/atau telah dikenai hukuman

disiplin berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor

72 Jawade Hafidz Arsyad, 2017, op.cit, Hlm 174.
3 Ibid., Hlm. 181.
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Urusan/Satuan Kerja membantu penyelesaian kerugian negara tersebut
membuat laporan tertulis dan menyampaikan kepada kepolisian.
Kemudian mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai kejadian, macam
dan jumlah kerugian. Hasil penelitian dan langkah tindak tersebut
dilaporkan kepada mentri dengan tembusan kepada pejabat terkait.
Selanjutnya melakukan pemantauan atas perkembangan penyelesaian

kasus tersebut dan melaporkan hasilnya kepada menteri.

2) Penuntutan Berdasarkan Hukum Pidana Khusus

Dalam hal suatu peristiwa kerugian negara mengandung unsur tindak
pidana khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN, dan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi,
maka kepala kantor atau satuan kerja di dalam laporannya wajib
menyatakan adanya unsur tindak pidana khusus tersebut, sedangkan
penyerahan perkaranya kepada kejaksaan dilaukan setelah diperoleh

petunjuk dari menteri c.q. kepala biro hukum dan humas.”

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara telah diatur dengan 4 (empat) cara

yang biasa digunakan, antara lain:

1) Perampasan Barang Bergerak

Perampasan barang bergerak diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perampasan

74 Ibid., Hlm. 187-189.
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2)

barang bergerak ini dilakukan apabila terpidana tidak melaksanakan

putusan hakim untuk membayarkan uang pengganti.

Pembayaran Uang Pengganti

Dalam Undang-undang tindak pidana korupsi yang pernah berlaku di
Indonesia, penerapan uang pengganti pertama kali terdapat dalamUndang-
Undang Nomor 3 Tahun 1971. Menurut undang-undang tersebut,
pembayaran uang pengganti harus sama seperti jumlah uang yang

dikorupsi.

Terdapat kelemahan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tersebut
tentang uang pengganti, pasalnya dalam undang-undang tersebut tidak
menentukan kapan batas waktu pembayaran uang pengganti tersebut,
sehingga pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dimuat batas
maksimal pembayaran uvang pengganti tersebut. Pembayaran uang
Pengganti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) model pembebanan yang selama ini
diterapkan oleh hakim yang memutus perkara korupsi untuk
mengembalikan —kekayaan negara yang telah dikorupsi. Model

pembebanan tersebut terdiri dari:

a) Pembebanan Tanggung-Renteng

Tanggung-renteng (tanggung-menanggung bersama) yang lebih
dikenal dalam ranah hukum perdata, adalah cara terjadinya suatu
perikatan dengan jumlah subjek yang banyak. Dalam konteks
hukum perdata, dikenal ada 2 (dua) bentuk tanggung-renteng yakni
aktif dan pasif. Tanggung-renteng dapat dikatakan aktif apabila
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jumlah pihak yang berpiutang (kreditur) lebih dari satu, dan
sebaliknya, tanggung-renteng pasif terjadi apabila jumlah pihak
yang berutang (debitur) lebih dari satu.

Dengan model tanggung-renteng, majelis hakim dalam putusannya
hanya menyatakan para terdakwa dibebani pidana uang pengganti
sekian rupiah dalam jangka waktu tertentu. Majelis Hakim sama
sekali tidak menghiraukan bagaimana cara para terdakwa
mengumpulkan sejumlah uang pengganti tersebut, entah itu
ditanggung sendiri oleh salah satu terdakwa atau urunan dengn
porsi tertentu. Sesuai dengan spirit yang melatarbelakangi konsep
pemidanaan uang pengganti, negara hanya peduli bagaimana uang

negara yang telah dikorupsi dapat kembali lagi.

b) Pembebanan Secara Proporsional

Pembebanan secara proporsional adalah pembebanan pidana uang
pengganti dimana majelis hakim dalam amarnya secara definitif
menentukan berapa besar beban masing-masing terdakwa.
Penentuan jumlah uvang pengganti tersebut didasarkan pada
penafsiran hakim atas kontribusi masing-masing terdakwa dalam

tindak pidana korupsi terkait.”

3) Pidana Denda

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Denda adalah hukuman yang
berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar
aturan, undang-undang, dan sebagainya). Jenis pidana denda berbeda

dengan jenis pidana lainnya karena pidana selain denda merupakan pidana

75 Guntur Rambey, 2016, “Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui
Pembayaran Uang Pengganti dan Denda”, Volume 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara, him. 152.
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perampasan kemerdekaan. Dan ditujukan pada jiwa orang, sedangkan
pidana denda ditujukan pada harta benda si terpidana. Dalam tindak
pidana korupsi pidana denda merupakan pidana wajib dan tidak dapat

digantikan dengan jenis pidana lainnya.”®

Pada umumnya penerapan pidana uang pengganti dengan pidana denda
dilakukan bersamaan. Pidana uang pengganti digunakan untuk
mengembalikan seluruh aset negara yang hilang, sedangkan pidana denda
diterapkan sebagai bentuk hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana
korupsi yang apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana

kurungan.

4) Gugatan Secara Perdata

Gugatan perdata sangat perlu dilakukan. Jaksa sebagai pengacara negara
perlu memperbanyak gugatan secara perdata kalau syarat-syarat untuk
melakukan gugatan perdata memang sudah cukup terpenuhi. Gugatan
yang dilakukan jaksa sebagai pengacara negara tentunya tidak sekedar
hanya untuk memenuhi unsur menggugat, akan tetapi juga harus

memenuhi syarat formil dan materil.”’

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 telah diatur pula kemungkinan penggunaan
gugatan perdata, yakni dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38

huruf ¢, dalam hal terdakwa atau tersangka meninggal dunia atau tidak

76 Bambang Hartono, 2011, “Analisi Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi”,
Volume 2 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, him. 3.

7 Desky Wibowo, “Pengembalian Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dalam Tindak Pidana
Korupsi”, hlm. 4-5.
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bisa dilanjutkannya penuntutan karena tidak cukup bukti meskipun sudah

terdapat kerugian negara.’

Gugatan perdata perlu ditempatkan sebagai upaya hukum yang utama di
samping upaya secara pidana, bukan sekedar bersifat fakultatif atau
komplemen dari hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang.”

E. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Pidana Korupsi
a. Penyebab Terjadinya Korupsi

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Korupsi sangat berbeda dengan
tindak pidana yang lain, diantaranya karena banyaknya lembaga yang berwenang
untuk melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi. Kondisi demikian
merupakan konsekuensi logis dari predikat yang di letakkan pada tindak pidana
tersebut sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa). Sebagai tindak pidana
yang dikategorikan sebagai extra ordinary crime tindak pidana korupsi mempunyai
daya hancur yang luar biasa dan merusak terhadap sendisendi kehidupan suatu negara
dan bangsa. Dampak dari tindak pidana korupsi dapat dilihat dari terjadinya berbagai
macam bencana yang menurut Nyoman Serikat Putra Jaya bahwa akibat negatif dari
adanya tindak pidana korupsi sangat merusak tatanan kehidupan bangsa, bahkan

korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial masyarakat Indonesia.®

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang tidak dapat dilepaskan dari
masalah negara, pejabat negara atapun orang-orang yang mempunyai kedudukan
terhormat di dalam masyarakat. Penegakan hukum pidana, seperti proses penegakan

hukum pada umumnya, melibatkan minimal tiga faktor yang terkait yaitu faktor

78 Ibid, hlm.5

7 Ibid, hlm.6.

8 Nyoman Sarekat Putra Jaya. 2008. Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana.
Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 69.
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perundang-undangan, faktor aparat atau badan penegak hukum dan faktor kesadaran
hukum. Pembicaraan ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga

komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Dilihat dalam kerangka sistem peradilan pidana munculnya lembaga KPK
(Komisi Pemberantasan Korupsi) di Era Reformasi merupakan lembaga negara yang
bersifat independen yang mempunyai kewenangan unutk melakukan berbagai upaya
dalam pemberantasan tindak pidana korupsi atau sistem penegakan hukum terhadap

tindak pidana korupsi.®!

Menurut penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua,
berdasarkan kajian dan pengalaman setidaknya ada delapan penyebab terjadinya

korupsi di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1) Sistem Penyelenggara Negara yang Keliru

Sebagai negara yang baru merdeka atau negara yang baru berkembang,
seharusnya prioritas pembangunan di bidang pendidikan. Tetapi, selama
puluhan tahun, mulai dari Orde Lama, Orde Baru sampai Orde Reformasi
ini, pembangunan difokuskan dibidang ekonomi. Padahal setiap negara
yang baru merdeka, terbatas dalam memiliki SDM, uang, manajemen, dan
teknologi. Konsekuensinya, semuanya didatangkan dari luar negeri yang

pada gilirannya, menghasilkan penyebab korupsi yang kedua, yaitu:
2) Kompensasi PNS yang Rendah

Wajar saja negara yang baru merdeka tidak memiliki uang yang cukup
untuk membayar kompensasi yang tinggi kepada pegawainya, tetapi
disebabkan prioritas pembangunan dibidang ekonomi, sehingga secara

fisik dan kultural melahirkan pola konsumerisme, sehingga sekitar 90%

81 Tri Andrisman, Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi, Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum, ISBN: 978-602-7509- 50-4, 2009, hal. 1.
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3)

4)

5)

6)

PNS melakukan KKN. Baik berupa korupsi waktu, melakukan kegiatan
pungli maupun mark up kecil-kecian demi menyeimbangkan pemasukan

dan pengeluaran pribadi/keluarga.

Pejabat yang Serakah

Pola hidup konsumerisme yang dilahirkan oleh sistem pembangunan
seperti diatas mendorong pejabat untuk menjadi kaya secara instant.
Lahirlah sikap serakah dimana pejabat menyalahgunakan wewenang dan
jabatannya, melakukan mark up proyek-proyek pembangunan, bahkan
berbisnis dengan pengusaha, baik dalam bentuk menjadi komisaris

maupun sebagai salah seorang stake holder dari perusahaan tersebut.

Law Enforcement Tidak Berjalan

Disebabkan para pejabat serakah dan PNS-nya KKN karena gaji yang
tidak cukup, maka boleh dibilang penegakan hukum tidak berjalan hampir
seluruh lini kehidupan, baik di instansi pemerintahan maupun di lembaga
kemasyarakatan karena segala sesuatu diukur dengan uang. Lahirlah
kebiasaan plesetan kata-kata seperti KUHP (Kasih Uang Habis Perkara),

dan sebagainya.

Hukuman yang Ringan Terhadap Koruptor

Disebabkan law enforcement tidak berjalan di mana aparat penegak
hukum bisa dibayar, mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, maka
hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan, sehingga
tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor. Bahkan tidak menimbulkan
rasa takut dalam masyarakat, sehingga pejabat dan pengusaha tetap

melakukan proses KKN.

Pengawasan yang Tidak Efektif
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7)

8)

Dalam sistem manajemen yang modern selalu ada instrumen yang disebut
internal control yang bersifat in build dalam setiap unit kerja, sehingga
sekecil apa pun penyimpangan akan terdeteksi sejak dini dan secara
otomatis pula dilakukan perbaikan. Internal kontrol di setiap unit tidak
berfungsi karena pejabat atau pegawai terkait ber KKN. Konon, untuk
mengatasinya dibentuklah Irjen dan Bawasda yang bertugas melakukan
internal audit. Malangnya, sistem besar yang disebutkan di butir 1 di atas
tidak mengalami perubahan, sehingga Irjen dan Bawasda pun turut

bergotong royong dalam menyuburkan KKN.

Tidak Ada Keteladanan Pemimpin

Ketika resesi ekonomi (1997), keadaan perekonomian Indonesia sedikit
lebih baik dari Thailand. Namun, pemimpin di Thailand memberi contoh
kepada rakyatnya dalam pola hidup sederhana dan satunya kata dengan
perbuatan, sehingga lahir dukungan moral dan material dari angota
masyarakat dan pengusaha. Dalam waktu relatif singkat, Thailand telah
mengalami recovery ekonominya. Di Indonesia, tidak ada pemimpin yang
bisa dijadikan teladan, maka bukan saja perekonomian negara yang belum
recovery bahkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara makin

mendekati jurang kehancuran.

Budaya Masyarakat yang Kondusif KKN

Dalam Negara agraris seperti Indonesia, masyarakat cenderung
paternalistik. Dengan demikian, mereka turut melakukan KKN dalam
urusan sehari-hari misalnya mengurus KTP, SIM, STNK, PBB, SPP
pendaftaran anak ke sekolah atau universitas, melamar kerja, dan lain-lain.

Karena meniru apa yang dilakukan oleh pejabat, elit politik, tokoh
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masyarakat, pemuka agama, yang oleh masyarakat diyakini sebagai

perbuatan tidak salah.®?

b. Lembaga Penegakan Hukum Pidana Korupsi (KPK)

Pemberantasan korupsi menjadi bagian dari salah satu butir agenda reformasi,
namun inti semua agenda tertuju pada upaya memberantas KKN dan menutup pintu
untuk masa yang akan datang. Berbagai produk hukum kemudian ditinjau ulang atau
dibuat yang baru sama sekali disertai dengan pembentukan institusi yang salah
satunya adalah dibentuknya lembaga negara bantu yang bersifat independen yakni
Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa
"Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan
manapun".  Berdasar pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa Komisi

Pemberantasan Korupsi ini bersifat independen.

Menurut Denny Indrayana dalam Jamin Ginting,% yang dimaksud dengan
independen adalah proses pengangkatanya terbebas dari intervensi Presiden. Selain

itu, Denny menambahkan makna independen tersebut, yakni:

1) Kepemimpinan kolektif, bukan seorang pimpinan;

2) Kepemimpinan tidak dikuasai atau mayoritas berasal dari partai politik

tertentu; dan

3) Masa jabatan para pemimpin komisi tidak habis secara bersamaan, tetapi

bergantian.

82 Abu Fida’ & Abdur Rafi, 2006, Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun (Penyucian Jiwa),
Jakarta: Republika, hal. 12.

8 Jamin Ginting,, 2009, “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terhadap Pemberantasan
Korupsi di Indoensia”. Jurnal Law Review Volume IX Nomor 1 Juli 2009, Tangerang: Universitas
Pelita Harapan, hal. 168.
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Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk untuk membantu proses penegakan
hukum di Indonesia. Penegakan hukum (law enforcement) menurut Jimly Asshidigie
dalam Jamin Ginting,®* terdapat dua pengertian, yakni dalam arti luas dan sempit.
Dalam arti luas mencakup "kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum
serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan
hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun
melalui prosedur arbitrase dan penyelesaian sengketa lainnya". Dan dalam arti sempit
yaitu "kegiatan penindakan setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan
perundang-undangan yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat

atau pengacara, dan badanbadan peradilan".

Semenjak kelahiran Komisi ini, penegakan hukum dalam hal penanganan
kasus korupsi di Indonesia mulai menampakan hasilnya. Berbagai kasus yang pada
awalnya dipandang tabu untuk disentuh oleh hukum, temyata mulai dapat dibuka
tabirnya. Sebagai lembaga yang dibentuk untuk memberantas tindak pidana korupsi,
Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas mengkoordinasikan serta melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Salah satu
alasan yang dapat dijadikan dasar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk
mengambil alih penyidikan atau penuntutan tersebut adalah adanya hambatan
penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari pihak eksekutif,
yudikatif, atau legislatif. Maka tidak mengherankan ketika banyak pihak mengatakan

bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi menjelma sebagai superbody.

Sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terlihat bahwa lembaga ini mempunyai
kewenangan yang sangat luas di bandingkan dengan instansi penegak hukum yang
lain. Oleh karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi sering disebut sebagai lembaga

yang super body. Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Pasal 3 Undang-undang

8 Ibid. hal. 169.
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Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga
Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan
bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Yang dimaksud kekuasaan pun adalah
kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan
Korupsi atau anggota Komisi secara indivudial dari pihak eksekutif, legislatif, pihak-
pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dari
situasi ataupun dengan alasan apapun. Sedangkan tujuan dibentuknya Komisi
Pemberantasan Korupsi adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna

terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Melihat kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi seperti diuraikan di atas
terlihat bahwa lembaga ini memiliki independensi yang lebih dibanding dengan
kepolisian dan kejaksaan. Padahal lembaga ini- kewenangannya mencakup
kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan yaitu berwenang untuk
melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi.
Kepolisian dan Kejaksaan relatif kurang independen dalam melaksanakan tugasnya
karena kedua lembaga ini berada dalam struktur kekuasaan eksekutif, oleh karena itu
kedua lembaga ini akan mengalami suatu konflik antara fungsi dan tugas yudisial
dengan kepentingan politik, yaitu pada saat melaksanakan fungsi dan tugas
penegakan hukum berhadapan dengan adanya perintah dari pihak eksekutif yang

bertentangan dengan fungsi dan tugasnya tersebut.

Secara teoritis keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah merupakan
lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang (legislatively entrusted
power). Pembentukan Lembaga ini di era transisi pada prinsipnya akibat ketidak
percayaan masyarakat terhadap lembaga konvensional yang ada seperti kepolisian,
kejaksaan dan pengadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat
dalam salah satu konsideran dibentuknya Undangundang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatakan bahwa lembaga pemerintah

yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan
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efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Oleh karena itu dapat diartikan
eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kontek penegakan hukum tindak
pidana korupsi bersifat transisi saja dan akan berfungsi sebagai trigger mechanism
bagi lembaga konvensional untuk berbenah diri menghadapi tuntutan reformasi.
Ketika lembaga konvensional yang ada telah berhasil melakukan pembenahan secara
internal dan mulai mendapatkan kepercayaan kembali oleh masyarakat sebaiknya
Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan, namun sebaliknya apabila Lembaga
konvensional tersebut tidak mampu memperbaiki kinerjanya dalam pemberantasan

korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi harus tetap dipertahankan.

Dihadapkan pada sistem peradilan pidana yang terdiri dari sub sistem
kepolisian, kejaksaan dan pengadilan maka kedudukan Komisi Pemberantasan
Korupsi muncul sebagai sistem tersendiri yang terpisah dari sistem peradilan pidana
dan mempunyai fungsi yang sama dengan sistem peradilan pidana yang konvensional
dalam hal penyelesaian tindak pidana korupsi. Hal ini berarti ada dualisme sistem
peradilan pidana dalam proses penyelesaian tindak pidana korupsi. Pertama adalah
sistem peradilan pidana yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan
Pengadilan, dan yang kedua adalah sistem yang ada dalam tubuh Komisi
Pemberantasan Korupsi itu sendiri. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dikatakan
sebagai suatu sistem karena di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari
fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sub sistem peradilan pidana seperti fungsi
penyelidikan dan penyidikan, fungsi penuntutan, dan fungsi mengadili. Fungsi
mengadili ada pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) yang
keberadaannya didasarkan pada Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini, nama Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) memiliki payung hukum yang kuat. Status hukum komisi ini secara

tegas ditentukan sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan
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wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
Pembentukan komisi ini bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna
upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah berjalan sejak sebelumnya.
Dalam menjalankan tugas dan wewenang itu, komisi bekerja berdasarka asas-asas (a)
kepastian hukum, (b) keterbukaan, (c) akuntabilitas, (d) kepentingan umum, (e)

proposionalitas.

Urgensi keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi lebih penting jika dilihat
dari sisi sosiologis pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dibutuhkan sebagai trigger mechanism untuk mendorong lembaga-lembaga penegak
hukum yang selama ini belum berfungsi secara efektif, dan efisien dalam
memberantas tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi
seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Karena luasnya cakupan dan jangkauan
tugas dan kewenangannya itu, maka ditentukan pula bahwa Komisi Pemberantasan
Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerahdaerah propinsi di seluruh Indonesia

(Pasal 19 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002).

Dalam menjalankan tugas kewajiban dan wewenangnya, KPK
bertanggungjawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan
laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

c. Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK

Berbagai instrument hukum yang luar biasa telah di keluarkan, diantaranya
adanya amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 43 ayat (1) yang memberikan
amanat agar dalam waktu 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku,
dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Struktur Hukum dalam

sistem hukum pemberantasan korupsi berupa Komisi Pemberantasan Korupsi
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merupakan salah satu instrument hukum yang luar biasa dalam upaya pemberantasan

tindak pidana korupsi.

Adanya prioritas dalam penyelesaian perkara korupsi dibanding dengan
perkara lainnya adalah juga instrument hukum yang luar biasa karena menurut

Harkristuti Harkrisnowo bahwa:

I.  Kasus korupsi harus didahulukan dalam proses peradilan pidana dibanding

dengan kasus-kasus lainnya, dan;

II.  Kasus korupsi harus didahulukan dari kasus ikutan yang berkenaan dengan

korupsi tersebut (misalnya, pencemaran nama baik).

Menyikapi amanat Pasal 27 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pemerintahan Gus Dur telah mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah tersebut memberikan kewenangan
yang luas kepada penyidik scbagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (5) yang
menentukan penyidik berwenang pula untuk meminta keterangan mengenai keuangan
tersangka pada bank, meminta bank memblokir rekening tersangka,
membuka/memeriksa/menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau
alat lain yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, melakukan penyadapan,
mengusulkan pencekalan, dan merekomendasikan kepada atasan tersangka untuk

pemberhentian sementara tersangka dari jabatannya.

Responsifitas  perundangundangan yang berkaitan dengan upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi dalam realitanya mendapatkan berbagai macam
kendala baik dalam substansinya seperti tidak diaturnya aturan peralihan dalam
Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yang menimbulkan berbagai macam
penafsiran. Ketidak tegasan pengaturan aturan peralihan dalam Undang-undang

tersebut di manfaatkan oleh pihak yang menghendaki status quo untuk tidak
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mengadili pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan pada waktu Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1971 padahal apabila dicermati lebih jauh dalam ilmu hukum
khususnya ilmu hukum pidana ada suatu asas yang mengatakan lex specialis derogat
legi generale, asas ini mengatakan bahwa aturan yang bersifat khusus

menyampingkan ketentuan yang bersifat umum.

Dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP mengatur dalam hal terjadi perubahan dalam
perundang-undangan sesudah tindak pidana terjadi, di pakai undangundang yang
paling menguntungkan/meringankan terdakwa. Berdasarkan ketentuan ini maka tidak
ada alasan untuk tidak mengadili pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan ketika
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 masih berlaku. Oleh karena itu upaya
mempermasalahkan tidak adanya aturan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 menunjukkan adanya tarik ulur antara pihak yang dengan tegas berniat
memberantas tindak pidana korupsi dengan pihak yang menghendaki status quo di

era transisi ini.

Bersamaan itu pula berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuklah Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi yang berada dilingkungan Peradilan Umum dan untuk sementara Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah
hukumnya meliputi wilayah Negara Republik Indonesia. KPK dan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi telah membuat suatu gebrakan dalam penegakan hukum terhadap
tindak pidana korupsi dan berhasil membuat para pelaku tindak pidana korupsi jera
karena tidak ada kasus korupsi yang di adili oleh pengadilan tindak pidana korupsi
lepas dari jerat hukum. Keberadaan dua lembaga tersebut pun sempat membuat para

pejabat negara merasa takut apabila berhadapan dengan KPK.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan untuk menegakkan hukum pidana

korupsi, yaitu:

97



1) Upaya Penerapan Hukum Pidana dan di Luar Hukum Pidana dalam

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pada hakikatnya kebijakan penanggulangan kejahatan (termasuk
tindak pidana korupsi) dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu
pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan nonpenal
(pendekatan di luar hukum pidana). Hal ini dilatarbelakangi bahwa
kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Oleh karena
itu, upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan
penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat faktor non hukum.
Melalui Pendekatan penal (penerapan hukum pidana), secara umum
politik hukum  pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana
pemberlakukan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan
melihat penegakannya saat ini. Hal ini juga berkaitan dengan
konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan. Lebih
lanjut Sudarto mengungkapkan bahwa melaksanakan politik hukum
pidana berarti mengadakan pemilihan dalam rangka mencapai hasil
perundangundangan pidana yang paling baik dengan memenuhi syarat

keadilan dan dayaguna.®

Berdasarkan pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan oleh
A. Mulder di atas, maka ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini
sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas, yaitu meliputi evaluasi
terhadap substansi hukum pidana yang berlaku saat ini untuk
pembaharuan substansi hukum pidana pada masa yang akan datang dan
bagaimana penerapan hukum pidana ini melaui komponen sistem
peradilan pidana, serta yang tidak kalah pentingnya adalah upaya
pencegahan terhadap kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan

8 Ibid., hal. 161.
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lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum
terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani
faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada
masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung

dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan.

Pendekatan non-penal adalah pendekatan pencegahan kejahatan tanpa
menggunakan sarana pemidanaan (prevention without punishment), yaitu
antara lain perencanaan kesehatan mental masyarakat (community
planning mental health), kesehatan mental masyarakat secara nasional
(national mental health), kesejahteraan anak dan pekerja sosial (social
worker and child welfare), serta penggunaan hukum sipil dan hukum

administrasi (administrative and civil law).

Pola tindak pidana korupsi bertitik tolak pada tingkah laku atau
tindakan yang tidak bermoral, tidak etis, dan/atau melanggar hukum untuk
kepentingan pribadi dan/atau golongan yang merugikan keuangan negara,
maka untuk memberantas tindak pidana korupsi tersebut, di samping
mengoptimalkan hukum pidana, juga harus menggunakan sarana hukum
perdata. Proses perdata dilakukan dalam pengembalian kerugian keuangan
negara dengan menggunakan instrumen civil forfeiture. Civil forfeiture
menjadi suatu alternatif yang sangat baik apabila jalur pidana tidak
berhasil. Bahkan dalam praktiknya, ditemukan bahwa prosedur civil
forfeiture dinilai lebih efektif dalam mengambil kembali aset-aset yang
dicuri, meskipun prosedur ini tidak luput dari berbagai kelemahan seperti

lambat dan biaya tinggi.

Model civil forfeiture adalah model yang menggunakan pembalikan
beban pembuktian. Model ini merupakan model yang memfokuskan pada

gugatan terhadap asset, bukan mengejar pelaku (tersangka). Penyitaan
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2)

dengan menggunakan model civil forveiture ini lebih cepat setelah diduga
adanya hubungan aset dengan tindak pidana sehingga aset negara dapat
diselamatkan meskipun tersangka telah melarikan diri atau meninggal
dunia. Pada prinsipnya civil forfeture adalah “hak negara harus kembali ke

negara demi kesejahteraan rakyat”.

Keberhasilan penggunaan civil forfeiture di negara maju bisa dijadikan
wacana bagi Indonesia karena civil forfeiture dapat memberikan
keuntungan dalam proses peradilan dan untuk mengejar aset para
koruptor. Seperti yang terlihat selama ini, seringkali jaksa mengalami
kesulitan dalam membuktikan kasus-kasus korupsi karena tingginya
standar pembuktian yang digunakan dalam kasus pidana. Selain itu,
seringkali dalam proses pemidanaan para koruptor, mercka menjadi sakit,
hilang atau meninggal yang dapat mempengaruhi atau memperlambat
proses peradilan. Hal ini dapat diminimalisasi dengan menggunakan civil
forfeiture karena objeknya adalah aset bukan koruptornya, sehingga
koruptor yang sakit, hilang, atau meninggal bukan menjadi halangan

dalam proses persidangan.

Terbentuknya Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dibentuk dan bertugas
dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang
penuntutannya diajukan oleh KPK. Pembentukan Pengadilan Tipikor
melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut telah diuji
materiil dan hasil pengujian materiil tersebut dimuat dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor: 012- 016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19
Desember 2006 yang intinya menyatakan bahwa Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi yang dimuat dalam Pasal 53-62 Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 adalah inskonstitusional.
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Atas dasar Putusan MK tersebut telah diterbitkan produk hukum baru
yaitu Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi dan ketentuan Pasal 39 telah mencabut berlakunya Pasal
53-62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Pengadilan Tipikor ini
berbeda dengan Pengadilan Tipikor sebelumnya yang hanya memeriksa
dan mengadili perkara tindak pidana yang penuntutannya diajukan oleh

KPK.

Ada beberapa perubahan dalam pembentukan Pengadilan Tipikor,

yaitu:

I.  Pengadilan Tipikor merupakan pengadilan khusus di lingkungan
peradilan umum Pengadilan Tipikor sebagai pengadilan khusus
diatur dalam Pasal 2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan

Peradilan Umum.

II. =~ Pengadilan Tipikor diberi wewenang untuk mengadili dan
memutus perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana
pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari Tindak Pidana

Korupsi.

III.  Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana

korupsi.

Eksepsionalitas prosedur penanganan perkara tindak pidana korupsi
yang termasuk ketegori yang ,luar bisa“ tersebut hanya dimiliki oleh
KPK (sebagai satu-satunya lembaga), sedangkan polisi dan jaksa diberi
wewenang untuk menangani perkara tindak pidana korupsi yang termasuk

kategori biasa/umum dengan menggunakan prosedur hukum acara pidana
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umum Tidak bijaksana jika tetap mempertahankan bahwa semua tindak
pidana korupsi sebagai tindak pidana yang luar biasa dan ditangani
dengan menggunakan prosedur yang luar biasa. Sesungguhnya dalam
menangani perkara tindak korupsi agar memiliki daya cegah yang efektif
adalah terletak pada “greget” aparat penegak hukum dalam penegakan
hukum terhadap tindak pidana korupsi, bukan terletak pada sifat

eksepsionalitas hukum pidana materiil atau hukum pidana formil.

Ketersediaan sumber daya manusia aparat penegak hukum yang
berkualitas, jujur, memiliki komitmen dan berani merupakan hal lebih
penting dan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana
korupsi di masa sekarang dan di masa datang, dibanding dengan
melakukan kebijakan pembaruan hukum pidana materiil dan hokum
pidana formil, sebagaimana kebijakan yang ditempuh selama ini. Hal
yang perlu diperhatikan, bahwa hukum yang baik dan sempurna akan
menjadi rusak karena aparat penegak hukumnya dan hukum yang rusak
dan tidak sempurna akan menjadi baik dan sempurna karena aparat
penegak hukumnya. Tetapi, aparat penegak hukum yang baik saja
tidaklah cukup, dibutuhkan adanya keberanian dalam melakukan

penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Jika lembaga KPK tetap dipertahankan memiliki wewenang yang
berbeda dengan aparat penegak hukum lain, perbedaan itu ditentukan
berdasarkan kompetensi penanganan perkara pidana yang khusus atau
disebut “luar biasa” (Pasal 11 yang perlu direvisi) dan satu-satunya
lembaga yang diberi wewenang penyelidikan/ penyidikan dan penuntutan
adalah lembaga KPK. Jika kriteria tindak pidana korupsi yang “luar
biasa” tersebut diterima, maka dapat ditoleransi adanya pengadilan

khusus tindak pidana korupsi yang bersifat luar biasa yang hanya diberi
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wewenang untuk mengadili perkara tindak pidana korupsi yang “luar

biasa”.

Penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK melalui
Pengadilan Tipikor yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor
46 Tahun 2009 menjadi tidak efektif dan efisen karena keterbatasan
sumber daya manusia pada KPK jika harus mengajukan perkara tindak
pidana korupsi yang terjadi di seluruh wilayah Republik Indonesia
berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Tipikor. Oleh sebab itu, KPK
perlu segera melakukan reorientasi kebijakan penanganan perkara tindak
pidana korupsi berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 agar lebih efektif dan efisien dalam pemberantasan tindak pidana
korupsi. Mengingat, KPK memiliki tugas yang lebih variatif

dibandingkan dengan polisi dan jaksa.

Berdasarkan - ketentuan di atas, KPK.  perlu segera melakukan
langkahlangkah strategik dan melakukan peninjauan ulang kebijakan
selama ini guna menyesuaikan dengan perkembangan hukum yang terjadi
baik langsung atau tidak langsung berkaitan dengan tindak pidana

korupsi, khususnya telah dibentuknya Pengadilan Tipikor.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan hukum yang terjadi,
pilihan menempatkan tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat dalam
Pasal 11 huruf ¢ sebagai alternatif pilihan yang terakhir (ultimum
remedium) setelah melaksanakan tugas huruf a, b, d dan huruf e hasilnya
tidak efektif dalam melakukan pemberantasan dan penegakan hokum
terhadap tindak pidana korupsi. Pilihan tersebut tidak mengurangi
eksistensi lembaga KPK yang dibentuk sebagai lembaga khusus yang

fokus menangani pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi justru
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dengan pilihan tersebut, KPK dapat menjalankan pelaksanaan tugas dan
fungsinya secara efektif dan efisien dalam melakukan pemberantasan
tindak pidana korupsi secara total dengan menggerakkan lembaga lain
yang diberi wewenang untuk melakukan pencegahan dan penegakan
hukum terhadap tindak pidana korupsi. Jika KPK tetap mempertahankan
kebijakan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap
tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat dalam Pasal 11 huruf c
sebagai pilihan utama dan diutamakan (seperti sekarang), maka selama itu
pula KPK telah menjadi kompetitor dengan lembaga lain yang diberi
wewenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana
korupsi. Keadaan seperti ini justru menjadi faktor yang memperlemah
kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi secara nasional dan KPK
kehilangan jiwanya sebagai lembaga independen yang fungsi dan
tugasnya untuk menggerakkan semua lembaga yang diberi tugas untuk
melakukan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana
korupsi. Apabila semua lembaga tersebut telah berfungsi secara efektif,

peran KPK dikurangi dan bahkan dipertimbangkan untuk dihapuskan.

Berpegang teguh pada asas equality before the law (sama kedudukan
dalam hukum dan pemerintahan) dalam penyidikan tindak pidana korupsi
maka konsekuensi logisnya adalah bahwa tidak boleh ada terdakwa
tindak pidana korupsi yang mendapat perlakukan istimewa antara satu
dengan pelaku lainnya. Asas-asas yang dianut dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat KUHAP
tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan KUHAP sendiri
diantaranya disebutkan adalah Asas Perlakuan yang sama atas diri setiap
orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
Secara limitatif bahwa asas ini menghendaki adanya perlakuan yang sama

antara orang yang satu dengan seorang lainnya (yang samasama sedang
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berada dalam proses peradilan pidana) dengan mengenyampingkan
berbagai faktor yang ada pada orang-orang tersebut, dalam konteks
penyidikan tindak pidana korupsi dapat berlangsung secara adil (due

process model).

Dalam praktik sering ditemukan adanya pembedaan perlakuan dari
aparat penegak hukum (pengadilan/hakim) adalah dengan dialihkan atau
ditangguhkannya penahanan terdakwa satu dan terdakwa lainnya tidak
ditangguhkan penahanannya. Pembedaan perlakuan aparat penegak
hukum dalam bentuk dialihkan atau ditangguhkannya penahanan
tersangka meskipun merupakan hak subyektif pejabat penegak hukum
atau hak diskresi yang diberikan oleh undang-undang, sering
menimbulkan tanggapan dari antar sesama terdakwa bahkan oleh
masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan perdebatan diantara para

penegak hukum sendiri.

Pada konteks ini yang disoroti adalah proses penyidikan. Bagaimana
supaya proses penyidikan dapat berjalan secara transparan sebagaimana
yang diatur dalam undang-undang. Namun realitas yang terjadi justru
banyak menyisakan persoalan, banyak pejabat atau aparatur negara yang
diduga melakukan tindak pidana korupsi bisa lolos dari jeratan hukum
pada tahapan penyidikan. Permasalahannya mulai dari faktor hukumnya
sendiri yakni undang-undang yang memberikan celah sehingga
mempersulit proses penyidikan. Faktor penegak hukum, yakni pihak-
pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, faktor ini lebih

mengarah kepada moralitas individu penegak hukum. Selain itu faktor
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sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum juga turut

berpengaruh dalam proses penyidikan (penegakan) hukum.®

Dari pemaparan sebelumnya sudah dijelaskan apa saja yang menjadi
faktor penyebab sehingga asas equality before the law tidak bisa
diterapkan secar efektif dan efisien dalam sistem peradilan pidana
khususnya pada tahap penyidikan. Sistem peradilan pidana pada
hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh
karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana
itu sendiri, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena
perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan
hukum pidana in abstracto yang akan diwujudkan dalam penegakan
hukum in concreto. Pentingnya peranan perundang-undangan pidana
dalam sistem peradilan pidana, karena perundang-undangan tersebut
memberikan kekuasaan pada pengambil kebijakan dan memberikan dasar
hukum atas kebijakan yang diterapkan. Lembaga legislatif berpartisipasi
dalam menyiapkan kebijakan dan memberikan langkah hukum untuk
memformulasikan kebijakan dan menerapkan program kebijakan yang
telah ditetapkan. Jadi, semua merupakan bagian dari politik hukum yang
pada hakekatnya berfungsi dalam tiga bentuk, yakni pembentukan

hukum, penegakan hukum, dan pelaksanaan kewenangan dan kompetensi.

F. Tinjauan Nilai Keadilan

Keadilan kata dasarnya “Adil” berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di

tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang

bebas dari diskriminasi, ketidak jujuran. jadi orang yang adil adalah orang sesuai

dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta

8 Soerjono Soekanto. 1993. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raya
Grafindo Persada. Hal.11.
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hukum sosial (hukum adat) berlaku. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan
tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem yang
terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ekstrem melibatkan dua orang atau benda.
Ketika dua orang telah punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka
setiap orang harus mendapatkan objek atau hasil yang sama, jika tidak sama, maka
masing—-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan proporsi
pelanggaran terjadap disebut tidak adil. Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil
berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak
memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain

sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama.

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah
tidak sewenang-wenang, tidak memihak, 'tidak berat sebelah. Adil terutama
mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma
objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak
sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang
menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan
dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat
bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya
ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat

tersebut.®’

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara,
yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut
terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan
tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam

hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya,

87 M. Agus Santoso. 2014. Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cetak. Kedua,
Jakarta: Kencana, hlm. 85.
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manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan

Tuhannya.®®

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus
diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu
mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan
seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam
pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan
ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan
berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta

keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).*

8 Ibid, him. 86.
8 Ibid, hlm. 87.
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BAB III
Regulasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi serta

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara saat ini belum berbasis Nilai

Keadilan

A. Pengaturan Kerugian Negara Dalam Hukum Positif

Indonesia memiliki hukum positif yang di dalamnya terdapat suatu kaidah
hukum tertulis dan tidak tertulis yang berlaku serta mengikat secara umum
maupun khusus. Dimana hukum positif tersebut ini nantinya guna untuk mengatur
sebuah relevansi hukum dalam bermasyrakat untuk menghindari adanya suatu
dinamika di dalam hubungan bermasyarakat di Indonesia. Hukum positif di
Indonesia juga mengatur sccara tertulis mengenai kerugian keuangan negara yang
terdapat di dalam UU PTPK. Korupsi jika dilihat melalui pengertian perspektif
yuridis dan pengertian umum memiliki arti yang sama akan tetapi di dalam
perspektif yuridis mengartikan kepada unsur delik bagaimana diformulasikan
dalam peraturan perundang-undangan sedangkan secara umum lebih dimaknai
sebagai perbuatan melawan hukum. Sudarto yang mengandaikan korupsi dengan
arti kerusakan yang menunjukkan suatu keadaan yang busuk. Sedangkan, Robert
Klitgaard, dkk menyatakan bahwasannya korupsi ialah suatu pungutan dana dana
yang berhubungan dengan pelayanan yang sudah seharusnya diberikan tanpa

adanya suatu pungutan atau menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki untuk
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menjalankan suatu proses singkat yang dimana bisa dikatakan tidak sah.*
Dimana Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang
tergolong kedalam perbuatan extra ordinary crime.’' Dikatakan demikian karena
sifat dari perbuatan tersebut sangat sistematik dan tidak bisa lepas dari kerugian
keuangan negara padahal pada kenyataannya kedudukan kerugian negara sudah
diatur juga di dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Dalam hal ini Pasal 2 Ayat (1) serta Pasal 3 yang terdapat di
dalam UU PTPK merupkan delik materiil bukan delik formil dikarenakan ketika
sudah ada pengembalian mengenai kerugian keuangan negara maka kerugian
yang dialami oleh negara sudah dikembalikan.

Kendati sudah diatur dan memiliki kedudukan di dalam peraturan tersebut,
dalam praktiknya kedua pasal tersebut kerap kali menimbulkan suatu pokok
permasalah yang berkaitan dengan penerapan unsur yang terdapat di dalam pasal
tersebut tidak jelas serta penghitungan di dalam proses pembuktian dari adanya
sebuah kerugian keuangan negara yang timbul akibat dari adanya perbuatan
tindak pidana korupsi belum memiliki parameter yang jelas untuk
menentukannya. Pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatakan
bahwa “pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak

menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

% Atmasasmita, Romli dan Wibowo, Kodrat, Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana
Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2016), him. 11.

°! Waluyo, Bambang, Optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia, Jurnal Yuridis 1, No.
2,2017, hlm. 170.
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Pasal 2 dan Pasal 3 “. Dari bunyi pasal tersebut dapat diartikan bahwa meskipun
koruptor tersebut telah melakukan pengembalian kerugian keuangan negara hasil
dari penyalahgunaan kewenangannya terkait uang negara yang telah dilakukannya
dengan melakukan perbuatan melawan hukum, maka koruptor tersebut akan tetap
diproses secara hukum sebagaimana yogyanya karena sudah diatur dan ditentukan
di dalam Pasal 4 tersebut telah menegaskan jika kerugian keuangan negara sudah
dalam tahap ranah hukum pidana maka di dalam pengembalian kerugian
keuangan negara tidak akan menghapuskannya suatu pertanggungjawaban pidana
kepada koruptor hal ini tidak mengurangi sifat dari perbuatan melawan hukum
yang termasuk kedalam unsur dari Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang PTPK.
Faktor kerugian secara nyata adanya maupun baru kemungkinan akan
dipandang sebagai sesuatu yang memberatkan ataupun meringankan berkaitan
dengan penjatuhan pidana bagi koruptor hal ini sebagaimana yang diuraikan
dalam Pasal 4 UU PTPK yang mengandaikan pasal tersebut sebagai faktor
meringankan.®? Berkaitan dengan pengaturan yang terdapat di dalam Pasal 4 UU
PTPK tersebut bahwasanya di dalam Pasal 4 menyatakan kendati sudah
terlaksanakannya pengembalian kerugian keuangan negara tetapi pada faktanya
negara telah mengalami kerugian yang dimana bisa dilihat melali aspek ekonomi

bilamana koruptor tersebut tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang

92 Abdul Latif, Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas
Pengujian UU PTPK, Jurnal Konstitusi 7, No.3, 2010. hlm. 55.
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menyalahgunakan kewenangannya sudah seharusnya apa yang dikorupsi tersebut
dapat dipergunakan untuk kepentingan rakyat.

Koruptor sudah memperlambat negara untuk melakukan sebuah
pembangunan nasional maka dari itu secara tidak langsung rakyat sudah
mengalami kerugian akibat tindakan para koruptor, terlebih lagi negara harus
menanggung biaya hidup para koruptor ketika koruptor tersebut menjalani masa
tahanan tentunya hal ini juga dapat menyebabkan bertambahnya pengeluaran
negara yang seharusnya bisa saja dipergunakan untuk melakukan pembangunan
nasional. Pasal 4 ini bermaksud sebagai langkah preventif dalam PTPK untuk
meminimalisir terjadinya korupsi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan
negara mengingat terdapat unsur di dalam pasal tersebut. Kendati para koruptor
sudah banyak yang dapat dijerat melalui UU PTPK akan tetapi ada faktanya di
dalam penerapan unsur Kerugian keuangan negara kerap kali menimbulkan
permasalahan di dalam proses penangannya karena belum memiliki parameter
yang jelas. Permasalahan tersebut terletak pada ketentuan yang terdapat di dalam
Pasal 4 yang tujuan utamanya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi
kembali akan tetapi sampai detik ini juga kasus korupsi masih marak terjadi di
Indonesia.”®> Penerapan pasal tersebut tidak dapat mewujudkan cita-cita maupun
tujuan hukum yang diinginkan oleh pembentuk peraturan perundangundangan.

Maka dari itu diperlukannya suatu pembaharuan hukum pidana yang memiliki

93 Amrani, Hanafi; Elvani, Ayu Izza dan Yasinta, Iqra Ayatina, 2017, Esensi Keberadaan Pasal
4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Implementasinya Dalam Praktek
Penegakan Hukum, Jurnal Universitas Islam Indonesia, hlm. 51.
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kaitannya UU PTPK agar nantinya dapat mewujudkan tujuan dari terbentuknya
peraturan perundang-undangan dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di
Indonesia.

Konsep Penegakan Tindak Pidana Korupsi sebelum adanya putusan MK
Nomor 25/PUU-XIV/ tidak sejalan dengan hukum Islam tetapi setelah adanya
putusan MK tersebut hukum positif sejalan dengan konsep hukum Islam
dipandang dari segi unsur penegakan korupsi, walau Islam lahir jauh sebelum UU
Tipikor ini dibuat. Unsur utama dalam konsep Tipikor yakni: Berlaku untuk siapa
saja, Melawan Hukum/perbuatan tidak dibenarkan, Merugikan Negara (Ke-
Kallifahan), Untuk diri sendiri maupun orang lain (istri). Konsep pengembalian
Kerugian negara hasil korupsi Memiliki suatu perbedaan antara hukum positif
dengan hukum Islam, perbedaan yang di maksudkan dalam sistem pengembalian.
Dalam hukum positif mengenal pengembalian kerugian negara tetapi hal tersebut
tidak bisa menghapus pemidanaan tetapi dengan keringanan dan juga
pengembalian kerugian negara dijadikan hukuman tambahan. Konsep Islam
dalam pengembalian kerugian negara. Pengembalian kerugian dianggap sebagai
itikad baik, dengan begitu pengembalian kerugian dianggap sudah cukup dalam
menyelesaikan perkara korupsi tersebut. Namun dalam beberapa kisah seperti
yang terjadi pada pada zaman Umar Bin Khatab pengembalian kerugian negara
juga dapat disertai dengan adanya sanksi yang ketetapannya sesuai dengan

kebijakan hakim maupun pemerintah.
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1. Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Menurut Hukum Positif
Menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 uu tipikor unsur tindak pidana
korupsi meliputi:
a) Unsur “ Setiap Orang “
Dalam pasal tersebut tidak spesifik membahas subjeknya, misalnya
ASN atau Pejabat Negara. Jika merujuk pada pasal 1 ayat 3 , menjelaskan
setiap orang yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) merupakan orang atau
koorporasi
b) Unsur “ Melawan Hukum
“ Melawan hukum dalam tindak pidana korupsi menganut 2
fariabel yakni menganut melawan hukum formil dan melawan hukum
materiil. Hal tersebut bermakna arti melawan hukum secara luas tidak
hanya yang telah diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi saja
¢) Unsur “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi “
Unsur tersebut menjadi dasar niat dilakukannya korupsi, hal ini
merupakan unsur subjektif yang harus dibuktikan
d) Unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”
Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-
XIV/2016 tanggal 25 januari 2017 kata “dapat” dinyatakan tidak mengikat.
Dengan kata lain sudah tidak di berlakukan

2. Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Menurut Hukum Islam
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Didalam Al-Quran dan Hadist pebuatan korupsi dapat dibagi menjadi

beberapa peristilahan diantaranya:

a)

b)

d)

Ghulul (Penghianatan)

Secara istilah ghulul diartikan sebagai penghianatan yang
dilakukan secara tersembunyi atau bekhianat dalam pembagian harta
rampasan perang atau dalam harta yang lain
Riswah (Suap-Menyuap)

Secara terminology riswah adalah tindakan memberikan harta atau
sejenisnya untuk membatalkan hak milik orang lain maupun bertujuan
mendapatkan milik orang lain yang dilakukan tanpa adanya prosedur
terlebih dahlulu
Sariqah (Pencurian)

Secara sederhana sarigah dapat didefinisikan sebagai upaya
mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang dilarang.
Khianat

Secara umum khianat berarti orang yang tidak menepati janji dan
tidak bisa memlihara dengan baik amanah yang telah diberikan
kepadanya.

Dengan kata lain dalam hukum Islam korupsi mengandung beberapa

bagian seperti yang telah dijelaskan diatas, bagian — bagian tersebut dapat

pula disebut unsur diantaranya:
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Berlaku untuk siapa saja, Melawan Hukum/ perbuatan yang tidak
dibenarkan, Merugikan keuangan negara ( Kekhalifan), Untuk diri sendiri

maupun orang lain ( istri )

. Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum Positif

Pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dijelaskan
pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi :

“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara
tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”

Kemudian didalam Pasal 18 ayat 1b Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan bahwa, pembayaran pidana
uang pengganti yang jumblahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta

benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

. Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum Islam

Konsep pengembalian kerugain negara dalam tindak pidana korupsi
diceritakan dalam hadist, dimana diantaranya adalah yang terjadi didaerah
Khaibar. Yang pertama adalah pada kasus tindak pidana korupsi yang
terhadap butiran Mutiara orang Yahudi yang tidak mencapai dua dirham dan
yang kedua adalah kasus korupsi tali sepatu yang akan membawa ke neraka

bila tidak dikembalikan.
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B. Tindakan Yang Merugikan Keuangan Negara Sebagai Tindak Pidana
Korupsi

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP) dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang
hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-
undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa
pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Menurut D. Simon, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang
telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang
dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang
telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Dengan batasan seperti ini, maka menurut D. Simon, untuk adanya suatu
tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun
perbuatan Negatif (tidak berbuat);

b) Diancam dengan pidana ;

¢) Melawan hukum;

d) Dilakukan dengan kesalahan;

e) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab
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Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang
bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah
tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain
yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal
menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk
mendapatkan keuntungan sepihak.

Apabila dilihat dari makna korupsi secara harfiah yaitu sesuatu yang
busuk jahat dan merusak, maka apabila membicarakan tentang korupsi memang
akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi
moral sifat dan keadaan yang busuk jabatan dalam instansi atau aparatur
pemerintah penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor
ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam
kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Baharuddin Lopa merumuskan tindak pidana korupsi sebagai berikut:

Tindak pidana korupsi adalah svatu tindak pidana yang dengan penyuapan

manipulasit dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan

atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang
merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang
materil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa
memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi

paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih
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komersiliasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada

keputusan yang bersifat administratif dibidang pelaksanaan pemerintah.

Aswanto mengemukakan bahwa rumusan tindak pidana korupsi adalah
sebagai berikut:
Secara sistematik tindak pidana korupsi terdiri atas kata tindak
pidana/delik dengan kata korupsi. Tindak pidana/delik adalah perbuatan
yang dilarang dalam peraturan perundang- undangan yang disertai dengan
ancaman pidana terhadap siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang
tersebut. Apa bila dua kata tersebut digabung yaitu tindak pidana/delik
dengan korupsi menjadi tindak pidana korupsi dapat diartikan sebagai
berikut. = Rumusan-rumusan  tentang segala  perbuatan  yang
dilarang/diperintahkan dalam undang-undang No. 3 Tahun 1971, yang
kemudian disempurnkan dengan No. 31 Tahun 1999 selanjutnya di ubah
dengan UU No. 20 Tahun 2001, tentang korupsi, dirumuskan dalam Pasal
2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11, 12, 12B, 13, 15,16, 21,22, 23 dan 24. (Dari
pasal- pasal tersebut diatas ada 44 rumusan tindak pidana korupsl UU No.
7 Tahun 2006.
Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat efektivitas yang
merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan
kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau

istimewa yang dipunyai seseorang didalam jabatan umum yang patut atau

119



menguntungkan diri  sendiri maupun orang yang menyuap sehingga
dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya
yang berhubungan dengan hukum pidana acaranya.

Adapun pengertian tindak pidana korupsi dalam UU Nomor 31 Tahun
1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dirumuskan dalam
pasal 2 ayat (1) adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan negara atau pereckonomian negara, sedangkan dalam
pasal 3 tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu  korporasi
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara.

Merugikan keuangan negara merupakan salah satu unsur untuk dapat
dikatagorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana
tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang
perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana.
Perkembangan dalam penerapan pengertian merugikan Keuangan Negara tersebut
tidak terlepas dan peraturan-peraturan yang terkait dengan pengertian Keuangan
Negara.

Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara mendefinisikan:
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keuangan negara adalah, “semua hak dan kewajiban negara yang dapat

dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa

barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan
kewajiban tersebut.”

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang
BUMN menyatakan penyertaan negara merupakan kekayaan negara yang
dipisahkan. Arti Pasal ini adalah, pada saat kekayaan negara telah dipisahkan,
maka kekayaan tersebut bukan lagi masuk di ranah hukum publik tetapi masuk di
ranah hukum privat.

Pengertian keuangan negara dalam UU Tipikor juga berbeda dengan UU
Keuangan Negara dan UU BUMN. Dalam bagian Penjelasan Umum UU Tipikor
disebutkan, keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk
apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala
kerugian keuangan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat
lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;

b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha
Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan
Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang

menyertakan modal pihak ke tiga berdasarkan perjanjian dengan negara.”

% Emerson Yuntho, dkk, Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak
Pidana Korupsi, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014), hlm. 28.
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Sedangkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan
perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas
kekeluargaan, ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada
kebijakan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan
memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan
rakyat.
UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20
Tahun 2001 yang saat ini berlaku tidak mendefinisikan serta mengatur secara
tegas dan pasti mengenai apa yang dimaksud dengan kerugian negara. Definisi
kerugian negara diatur dalam peraturan yang lain seperti Undang- Undang Nomor
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat 22 menjelaskan
“Kerugian negara/dacrah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang,
yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai.”
Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur dari
kerugian negara yaitu:
1) Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang
berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/ atau nilai yang seharusnya.
2) Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya

atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan
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jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan

demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa

potensi terjadinya kerugian.
3) Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun

lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 sebagaimana di kemukakan di atas, dapat dilihat bahwa konsep yang dianut
adalah konsep kerugian negara dalam arti delik materiil. Suatu perbuatan dapat
dikatakan merugikan kecuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian
negara yang benar-benar nyata. Hal ini berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) UU
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001
yang menjelaskan bahwa kerugian negara dalam konsep delik formil dikatakan
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penjelasan Pasal 2
ayat (1) menerangkan: “Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa
“merugikan keuangan ncgara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa
tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi,
cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan
dengan timbulnya akibat.”
Bahwa ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam

Pasal 2 ayat (1) memang merupakan delik formil, juga ditegaskan dalam
penjelasan umum UU Nomor 31 tahun 1999 yang menerangkan: “Dalam undang-

undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana

123



formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil
yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan
kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan
tetap dipidana.”

Dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam
Pasal 2 yat (1) sebagai delik formil, maka adanya kerugian negara atau
perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan
delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya
tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang- undang.”

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses
pemeriksaan suatu perkara pidana. Tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah
untuk menemukan suatu kebenaran materiil, kebenaran yang dikatakan dengan
logika hukum. Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar
ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya
dalam putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti
yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan
kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan
dari dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan (dengan
alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang yakni dalam pasal 184

KUHAP) maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum.

% R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2008), hlm. 27-28.
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Yahya Harahap dalam mendefinisikan Pembuktian adalah ketentuan-
ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang
dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada
terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti
yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan
kesalahan yang didakwakan.

Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti
memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran,
melaksanakkan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Secara konkret
kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:

a) Bagian kegiatan pengungkapan fakta;
b) Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum.

Di dalam bagian pengungkapan fakta, alat-alat bukti diajukan ke muka
sidang oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum atau atas kebijakan
majelis hakim untuk diperiksa kebenarannya. Proses pembuktian bagian pertama
ini akan berakhir pada saat ketua majelis mengucapkan secara lisan bahwa
pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai (Pasal 182 ayat (1) huruf a
KUHAP). Setelah bagian kegiatan pengungkapan fakta telah selesai, maka
selanjutnya Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan majelis hakim
melakukan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum. Oleh
Jaksa Penuntut Umum pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam surat

tuntutannya (requisitoir). Bagi Penasehat Hukum pembuktiannya dilakukan dalam
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nota pembelaan (pledooi), dan akan dibahas majelis hakim dalam putusan akhir
(vonnis) yang dibuatnya.

Proses pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan titik sentral di
dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan
pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk
menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di
dalam sidang pengadilan

Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti
memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran,
melak-sanakan, menandakan, menyak-sikan dan meyakinkan.

Masalah pembuktian sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu
perkara pidana sehingga pembuktian ini benar-benar harus dilakukan secara
cermat dan perlu diperhatikan terlebih lagi dalam kasus tindak pidana korupsi,
karena korupsi mempunyai implikasi yang luas dan mengganggu pembangunan
serta menimbulkan kerugian negara yang seclanjutnya dapat berdampak pada
timbulnya krisis diberbagai bidang.

Apabila membahas mengenai unsur “dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara” yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001,
seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa ketentuan tentang tindak pidana
korupsi yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) memang merupakan delik formil,

juga ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
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yang menerangkan: “Dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi
dirumuskan secara tegas sebagai rumusan secara formil. Hal ini sangat penting
untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-
undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku
tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.” Dengan
dirumuskannya tindak pidana korupsi sebagai delik formil, maka adanya kerugian
keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi,
karena delik formil merupakan delik yang dianggap telah selesai dengan
dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-
undang serta tidak perlu menunggu adanya akibat yang ditimbulkan. Dengan
demikian, agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak
pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), tidak perlu adanya
alat-alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian
keuangan negara atau perekonomian negara.

Pada waktu membahas unsur “dapat menimbulkan suatu kerugian™ dari
Pasal 263 ayat (1) KUHP, P.A.F. Lamintang dengan mengikuti pendapat dari
putusan Hoge Raad tanggal 22 April 2007 dan tanggal 8 Juni 1997,
mengemukakan pembentuk undang- undang tidak mensyaratkan keharusan
adanya kerugian yang timbul, melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian
seperti itu, bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang

kemungkinan timbulnya kerugian tersebut.
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Dengan berpedoman dengan apa yang telah dikemukakan oleh P.A.F
Lamintang seperti tersebut diatas, maka agar seseorang dapat dinyatakan bersalah
telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat
(1), sudah cukup jika terdapat alat-alat bukti yang dapat membuktikan
kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara,
bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan
terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut.”®

Dalam uji maateriil terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, mengenai
unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam
pertimbangan  hukumnya  menyebutkan: = Menimbang bahwa  dengan
memperhatikan seluruh argument yang disampaikan = oleh semua pihak
sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU
PTPK, maka persoalan pokok yang harus dijawab adalah:

1) Apakah pengertian kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang
pengertiannya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) bahwa dengan
penambahan kata “dapat” tersebut menjadikan tindak pidana korupsi dalam
Pasal 2 ayat (1) a quo menjadi rumusan delik formil;

2) Apakah dengan pengertian sebagaimana dijelaskan pada butir 1 tersebut di

atas, frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”,

% Ibid., hlm 27-28.
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yang diartikan baik kerugian yang nyata (actual loss) maupun hanya yang
bersifat potensial atau berupa kemungkinan kerugian (potential loss),
merupakan unsur yang tidak perlu dibuktikan atau harus dibuktikan;
Menimbang bahwa kedua pertanyaan tersebut akan dijawab dengan
pemahaman bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK
menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan, bukan saja
karena perbuatan tersebut “merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara secara nyata”, akan tetapi hanya “dapat” menimbulkan kerugian saja pun
sebagai kemungkinan atau potential loss, jika unsur perbuatan tindak pidana
korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan ke depan pengadilan. Kata “dapat”
tersebut harus dinilai pengertiannya menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut
di atas, yang menyatakan bahwa kata “dapat” tersebut sebelum frasa "merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara”, menunjukkan bahwa tindak pidana
tersebut merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup
dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya
akibat. Karena itu Mahkamah dapat menerima penjelasan Pasal 2 ayat (1)
sepanjang menyangkut kata ’dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara”;
Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat, kerugian yang terjadi dalam
tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk
dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa,

akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian diajukan
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dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi,
akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian
telah mendorong antisipasi atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga
menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut. Dalam
hal tidak dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan
yang dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa kerugian negara dapat terjadi,
telah dipandang cukup untuk menuntut dan memidana pelaku, sepanjang unsur
dakwaan lain berupa unsur memperkaya dir1 atau orang lain atau suatu korporasi
dengan cara melawan hukum (wederrechtelijk) telah terbukti. Karena, tindak
pidana korupsi digolongkan oleh undang- undang a quo sebagai delik formil.
Dengan demikian, kategori tindak pidana korupsi digolongkan sebagai delik
formil, di mana unsur-unsur perbuatan harus telah dipenuhi, dan bukan sebagai
delik materil, yang mensyaratkan akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul
tersebut harus telah terjadi. Kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan
negara atau pereckonomian negara”, dapat dilihat dalam arti yang sama dengan
kata “dapat” yang mendahului frasa “membahayakan keamanan orang atau
barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang”, sebagaimana termuat
dalam Pasal 387 KUHP. Delik demikian dipandang terbukti, kalau unsur
perbuatan pidana tersebut telah terpenuhi, dan akibat yang dapat terjadi dari
perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tersebut, tidak perlu harus telah

nyata terjadi;
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Menimbang bahwa menurut Mahkamah hal demikian tidaklah
menimbulkan ketidakpastian hukum (onrechtszekerheid) yang bertentangan
dengan konstitusi sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Karena, keberadaan
kata “dapat” sama sekali tidak menentukan faktor ada atau tidaknya
ketidakpastian hukum yang menyebabkan seseorang tidak bersalah dijatuhi
pidana korupsi atau sebaliknya orang yang melakukan tindak pidana korupsi tidak
dapat dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam
melindungi hak seseorang, hubungan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan
negara” tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim: (1) nyata-nyata
merugikan negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang
terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi
delik formil. D1 antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan
yang “’belum nyata terjadi”, tetapi dengan mempertim-bangkan keadaan khusus
dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan
bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi. Untuk mempertim-
bangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara
logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah
dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli
dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.

Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa

kata ”dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian
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negara”, kemudian mengkualifikasikan-nya sebagai delik formil, sehingga adanya
kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus
nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa
unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun
sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus
ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya. Faktor kerugian, baik secara nyata atau
berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan
dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4,
bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang
meringankan. Oleh karenanya persoalan kata dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) UU
PTPK, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak
hukum, dan bukan menyangkut konstitusi-onalitas norma;

Menimbang dengan demikian Mahkamah berpen-dapat bahwa frasa
”dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, tidaklah
bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana
dimaksudkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang ditafsirkan sesuai
dengan tafsiran Mahkamabh di atas (conditio- nally constitutional);

Menimbang bahwa oleh karena kata “dapat” sebagaimana uraian pertim-
bangan yang dikemukakan di atas, tidak dianggap berten-tangan dengan UUD

1945, dan justru diperlukan dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi,
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maka permohonan Pemohon tentang hal itu tidak beralasan dan tidak dapat
dikabulkan.®”’

Dari pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,
dapat pula diketahui bahwa untuk dapat memenuhi unsur “dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara” tidak perlu benar-benar telah
menderita kerugian, akan tetapi unsur kerugian negara harus tetap dibuktikan dan
harus dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi serta

penghitungan tersebut harus ditentukan oleh seorang ahli dibidangnya.

. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Cenderung Bersifat Represif
1. Interelasi Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Dalam
Penanggulangan Korupsi

Semakin maraknya kasus tindak pidan korupsi (TPK), semakin
meningkatkan upaya penindakan-penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak
hukum, baik Kejaksaan, Kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK). Upaya penindakan seakan berbanding lurus dengan tindak pidana korupsi;
artinya, semakin gencarnya upaya penindakan, justru TPK juga semakin
meningkat, baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu, upaya
penindakan tidak banyak membawa hasil yang menggembirakan yaitu pemulihan
kerugian keuangan negara, bahkan sebaliknya, energi bangsa ini banyak terkuras

habis untuk menangani kasus TPK yang tidak kunjung selesai.

97 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, him. 70-72.
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Upaya penindakan yang banyak menghabiskan energi bangsa dengan hasil
yang kurang optimal serta tidak menimbulkan efek jera, menyadarkan pada
beberapa pakar untuk beralih strategi pemberantasan TPK dengan lebih
meningkatkan pendekatan pencegahan (preventif) daripada penindakan (represif).
TPK tidak sekedar kejahatan kriminal biasa yang disebabkan karena kelemahan
sistem hukum dan administrasi kelemahan, tetapi TPK sudah lebih merupakan
suatu penyakit kejiwaan baik yang menyerang pada perorangan (individual),
kelompok (organisasi) dan bahkan sudah menjadi penyakit sosial masyarakat.
Maka upaya pencegahan TPK harus melibatkan unsur kejiwaan seseorang,
kelompok maupun sosial masyarakat dengan melakukan suatu analisis
penyimpangan perilaku, sebagai upaya pencegahan agar kejahatan TPK tidak
sempat terjadi. Upaya preventif ini menjadi tugas seluruh masyarakat dan bangsa
Indonesia serta tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum.

Perbuatan menyalahgunakan wewenang, memiliki karakter ganda yakni di
satu sisi masuk kategori tindakan maladministrasi dan di sisi lain masuk dalam
kategori perbuatan yang dapat dipidana. Artinya, perbuatan korupsi sendiri
sebagai bentuk perbuatan maladministrasi dalam kacamata hukum administrasi
mengandung irisan dalam permasalahan menyangkut perbuatan penyalahgunaan
wewenang, merugikan keuangan negara, sedangkan tindakan korupsi lain seperti
penggelapan, pemerasan, suap, gratifikasi dsb merupakan domain eksklusif
penindakan pidana. Apabila disederhanakan perbuatan korupsi terdiri dua

spektrum utama yakni satu berkarakter administrasi (terutama isu penyalahgunaan
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wewenang dan isu kerugian keuangan negara) dan selebihnya berkarakter pidana
murni (perbuatan melawan hukum pidana, pemerasan, suap, gratifikasi dan
sebagainya.

Oleh karena itu, pendekatan hukum administrasi dan pendekatan hukum
pidana tidak pernah bisa dipisahkan dalam mengkaji dan menegakan hukum
terkait permasalahan penyalahgunaan wewenang. Inilah salah satu alasan
mengapa pembangunan hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi
harus terintegrasi dan bersinergi dengan berbagai agenda pembangunan hukum
bidang lain, serta harus dilakukan secara berkelanjutan. Baik pendekatan hukum
pidana dan hukum administrasi saling mempengaruhi, sehingga pencegahan/
pemberantasan korupsi harus dibangun secara simultan, sinkron, dan terpadu.

Memperhatikan Agenda kebijakan pembangunan pemerintah dalam
jangka menengah (2015-2019), masalah pentingnya harmonisasi antara
pendekatan ' administrasi dan  pendekatan pidana khususnya dalam
pencegahan/pemberantasan korupsi tampak belum menjadi perhatian khusus dari
pemerintah. Dalam agenda kebijakan pembangunan hukum, pemerintah hanya
mengindentifikasi pentingnya revisi: (a) Revisi Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP); (b)
Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer); (c) Revisi dan

Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan mengenai Aparat Penegak Hukum;
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(d) Revisi UU terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (e)
Pembentukan Peraturan Pelaksana UU Sistem Peradilan Pidana Anak.”®

Padahal sebagaimana sudah diprediksi oleh berbagai pihak, kehadiran
Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) akan mempengaruhi
persinggungan penegakan hukum pidana khususnya di bidang pemberantasan
korupsi.”® Kehadiran UUAP sendiri dimaksudkan pemerintah dan parlemen salah

satunya adalah untuk memperkuat fungsi pencegahan, melengkapi pendekatan

% Lihat selengkapnya lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku II, Agenda
Pembangunan Bidang (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, 2014). Schubungan dengan hal ini, pembangunan hukum yang terdapat dalam
agenda RPJMN 2015-2019 yang perlu dievaluasi dan diproyeksikan kembali adalah: (1) menghadirkan
kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga;
(2) membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) membangun Indonesia dari pinggiran
dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (5) meningkatkan
kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya
saing di pasar Internasional schingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa
Asia lainnya; (7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; (9) memperteguh kebhinekaan dan
memperkuat restorasi sosial Indonesia.

% Indonesia, Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang No. 30
Tahun 2014 (LNRI tahun 2014 Nomor 292, TLN No. 5601). Pada sebuah seminar yang membahas
RUUAP, Prof. Valerine J.L. Kriekhoff menanggapi pemaparan Prof. Eko Prasojo, Mag. Rer.Publ
bahwa para hakim pidana harus mengetahui materi (R)UUAP, karena terdapat pertautan hukum pidana
dan hukum administrasi, agar dapat dipedomani hukum administrasi sebagai prioritas pertama untuk
mengkualifisir tindakan pemerintah apakah sesuai hukum atau tidak, sebelum dialihkan ke peradilan
umum. Kemudian setelah UUAP disahkan, kembali diadakan seminar oleh IKAHI di Hotel Mercure
pada tahun 2015, pada saat itu Prof. M. Solly Lubis, S.H. mengusulkan dengan keberadaan pasal 21
UUAP agar pasal 3 UU Tipikor direvisi, guna menghindari persilangan atau tumpang tindih yuridiksi
peradilan (antara Peratun dengan Pengadilan Tipikor) dalam pengujian penyalahgunaan kewenangan
yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Usulan seperti ini jelas mengundang reaksi penolakan
dari para pihak yang skeptis, untuk tidak mengatakan apatis, terhadap maksud dan tujuan pembentukan
UUAP dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan. Dengan nada sinis beberapa kelompok
justru menilai dibalik pasal-pasal UUAP terselip pasal-pasal perlindungan koruptor karena korupsi
dianggap akan diselesaikan secara administratif. Kegiatan Diskusi dan Temu Ilmiah Bimbingan Teknis
Dalam Rangka HUT Dwi Dasawarsa Peratun Di Jakarta Tgl. 31 Maret s/d 02 April 2011
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penal (pendekatan represif) sehingga agar tidak semua kesalahan administratif
dipukul rata sebagai perbuatan korupsi dalam kacamata UU Tipikor.

Melihat dokumen resmi agenda pembangunan hukum yang akan
dijalankan pemerintah dalam jangka waktu menengah tersebut di atas, menjadi
kontradiktif dengan pernyataan Prof. Romli Atmasasmita,'”® yang menyatakan
terdapat perubahan arah politik hukum terkait penegakan hukum dalam
pemberantasan korupsi di Indonesia, dimana upaya pencegahan Kkorupsi
didudukkan sama pentingnya dengan penindakan korupsi. Maksudnya adalah
agar hukum pidana dikembalikan kepada khittahnya sebagai senjata pamungkas
atau sebagai upaya terakhir yang harus dipergunakan dalam upaya penegakan
hukum sesuai dengan asas “ultimum remedium”. Tentu pemerintah masih bisa
mengakselirasi atau menyesuaikan kebijakan hukum ke depan dengan
perkembangan yang berlangsung. Oleh karena itu, semestinya putusan MK No.
25/PUU-X1V/2016 dapat dijadikan momentum untuk kembali mengharmonisasi
garis demarkasi antara pertanggung-jawaban pidana dan pertanggung-jawaban
administrasi  sebagaimana  telah  dirintis  Undang-Undang  Administrasi
Pemerintahan dan undang-undang lain yang terkait. Artinya, dalam pembahasan

revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sedang berlangsung

100 Romli Atmasasmita. “Penyalahgunaan Wewenang Oleh Penyelenggara Negara: Suatu

Catatan Kristis Atas UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Dihubungkan
Dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional dalam rangka
HUT IKAHI Ke-62 dengan tema “Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Menguatkan atau
Melemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi”, Hotel Mercure, Jakarta, tanggal 26 Maret 2015, hal. 6-
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dan konon kabarnya akan segera disahkan, desain hukum pidana sebagai
instrumen ultimum remedium agar tetap menjadi perhatian pemerintah dan
parleme dalam aspek pemberantasan korupsi administrasi (penyalahgunaan
wewenang). Ius constituendum Kitab UndangUndang Hukum Pidana diharapkan
tidak bertentangan dengan UUAP dan kebijakan hukum lain yang sudah berusaha
merintis jalan pendekatan administrasi sebagai instrumen primum remedium
dalam isu-isu penyalahgunaan wewenang oleh aparatur pemerintahan. Sehingga
tidak terulang kembali masa-masa ketika kesalahan administrasi dipukul rata
sebagai perbuatan pidana.'®!

Sehubungan dengan hal tersebut, Prof. Addink'®* mengungkapkan: “The
administrative law instruments can be used in a much more effective and direct
way than the penal law mechanisms, which in general take a long time, often
several years. “...there are more corruption cases than penal law court decisions
on corruption; the administrative law approach in corruption policy was

underestimated for a long time”.

101 Meskipun KPK kelihatan tidak setuju dengan putusan ini, karena sebagaimana dikatakan
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, putusan MK yang menghapus kata “dapat” dalam pasal 2 dan pasal
3 UU Tipikor telah mempersulit pencegahan terhadap timbulnya kerugian negara. Dengan adanya
putusan itu, penegak hukum baru bisa mengusut kasus korupsi ketika telah timbul kerugian negara,
dengan kata lain negara harus merugi terlebih dahulu baru penegak hukum bisa mengusut kasus
tersebut. Putusan MK Jadi Masalah Serius, Media Indonesia, Rabu 22 Februari 2017. Kekuatiran
seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi, karena apabila UUAP diterapkan secara konsisten, serta
didukung dengan keberhasilan reformasi birokrasi yang digalakan oleh pemerintah, maka setiap
potensi penyimpangan maupun tindakan maladministrasi oleh aparatur pemerintahan akan dapat
ditekan seminimal mungkin.

102 G.H. Addink & J.B.J.M. ten Berge, “Study on Innovation of Legal Means for Eliminating
Corruption in the Public Service in the Netherlands”, Vol. 11.1 ELECTRONIC JOURNAL OF
COMPARATIVE LAW, (May 2007), http://www.ejcl.org/111/article] 11-1.pdf, diakses 27 Desember
2022.
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Dari pernyataan tersebut di atas dapat dipahami dikaitkan dengan
alineaalinea sebelumnya bahwa manakala sanksi pidana bersifat ultimum
remedium dengan sendirinya akan terbuka ruang bagi penerapan sanksi
administrasi mendahului sanksi pidana sebaliknya manakala sanksi pidana
bersifat primum remedium, penerapan sanksi administrasi tidak mendapat tempat.
2. Ratio Legis Pendekatan Administrasi Dalam Pemberantasan Korupsi

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari administrasi pemerintahan,
kesalahan administratif dapat saja terjadi karena adanya salah kira (dwaling)
atau karena kekeliruan yang tidak disengaja sehingga tidak dapat disamakan
dengan perbuatan korupsi yang dilakukan secara aktif (sengaja) dengan
adanya mens rea (niat jahat) dan perbuatan (actus reus). Dalam konteks inilah
UUAP hadir untuk membedakan pertanggung-jawaban pidana dan
pertanggung-jawaban secara hukum administrasi. Lebih khusus lagi, terkait
masalah penyalahgunaan wewenang, berdasarkan UUAP, Peratun adalah
lembaga peradilan yang memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa ada
tidaknya dugaan penyalahgunaan wewenang.'®

Keberadaan sarana pengujian penyalahgunaan wewenang dalam
UUAP memberikan ruang perlindungan hukum dari ancaman kriminalisasi
kebijakan bagi pejabat pemerintahan atas keputusan atau tindakan yang

dibuatnya. Jika sebelumnya, seorang pejabat yang diduga menyalahgunakan

183 Indonesia, Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang No. 30
Tahun 2014 (LN tahun 2014 Nomor 292, TLN No. 5601). Pasal 21
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wewenang (terutama terkait korupsi) ditetapkan sebagai tersangka langsung
diperiksa di hakim pidana maka melalui sarana ini, pejabat ybs dapat
mengajukan permohonan kepada Peratun terlebih dahulu untuk memeriksa
dan memastikan ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang
dalam keputusan dan/atau tindakan yang telah diambil.!*

Ketentuan tersebut memberikan perlindungan terhadap administrasi
pemerintahan yang sesuai dengan asas pre sumptio iustae causa (vermoeden
van rechtmatigheid), di mana dalam asas ini mengandung makna bahwa setiap
tindakan penguasa sclalu harus dianggap sah (rechmatig) sampai dinyatakan
sebaliknya. Dalam konteks ini, sarana hukum tersebut di atas kurang lebih
sama maksudnya dengan prinsip business judgment rule yang dikenal sebagai
paramater dalam menentukan apakah keputusan/tindakan korporat merupakan
suatu perbuatan kriminal atau tidak. Pengujian ada tidaknya penyalahgunaan
wewenang melalui Peratun sebenarnya dijadikan acuan oleh penegak hukum
lain, sehingga ketentuan pasal 21 UUAP seyogianya dapat meringankan
beban aparat penegak hukum seperti kepolisian, termasuk pihak KPK yang
dapat memohon pengujian mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang oleh
pejabat pemerintah. Terkait hal ini, Muhammad Yasin dkk menyatakan ketika
hakim Peratun menyatakan ada tidaknya penyalahgunaan wewenang, maka

putusan Peratun dapat digunakan untuk dijadikan sebagai pertimbangan untuk

104 Zudan Arif Fakrulloh. “Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan”,
Seminar Nasional, HUT IKAHI Ke-62, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 26 Maret 2015, him. 13.
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menentukan  dan  “menjatuhkan” pidananya saja, karena  aspek
penyalahgunaan wewenang sudah diuji sebelumnya oleh pihak lain.'%

Sejalan dengan pendapat tersebut, relevansi pengujian penyalahgunaan
wewenang di Peratun menurut Sudarsono adalah karena fokusnya
penyalahgunaan wewenang atau kewenangan dalam perbuatan Tipikor itu
hakikatnya dilakukan oleh orang yang berwenang atau mempunyai
kewenangan. Manakala tidak berwenang tidak akan terjadi penyalahgunakan
wewenang.!® Lebih lanjut disampaikan olehnya, bahwa pelaksanaan fungsi
pemerintahan ini diatur UUAP, schingga jika terjadi pelanggaran fungsi
pemerintahan termasuk penyalahgunaan wewenang perlu diujikan dulu ke
Peratun. UUAP telah menguraikan dengan jelas lingkup penyalahgunaan
wewenang, jenis-jenisnya dan lain-lain, sedangkan tipikor tidak mengaturnya
secara rinci. Harusnya mengikuti UUAP yang lebih rinci mengatur. Menurut
pandangan Sudarsono tersebut, pengujian penyalahgunaan wewenang harus
didahulukan melalui Peratun, penyidikan tipikor menyusul kemudian. Namun
pandangan seperti ini ditanggapi berbeda oleh pihak lain yakni dipandang
sebagai sebuah langkah mundur, atau bila tidak, dianggap jalan memutar

penegakan hukum dalam pemberantasan tipikor. Bahkan berpotensi menjadi

105 Muhammad Yasin dkk, Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan, (Jakarta: Universitas Indonesia — Center for Study of Governance and Administrative
Reform (UI-CSGAR), 2017), hlm. 107-109.

106 Dani Elfah dkk, “Titik Singgung Kewenangan Antara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan

Pengadilan Tndak Pidana Korupsi Dalam Menilai Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang”, (Jakarta:
Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknis Mahkamah Agung RI, 2016), him. 67.
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tempat bersembunyi para tersangka koruptor,'”” untuk berkilah dari proses
peradilan pidana. Seolah dipahami proses peradilan administrasi sebagai alat
cuci efektif untuk membersihkan diri dari tuduhan dan pemidanaan
penyalahgunaan wewenang karena dimungkinkan penyelesaian dengan cara
menyelesaikannya dengan pengembalian kerugian negara secara administratif.
Padahal dari norma hukum pidana ditegaskan bahwa pengembalian kerugian
negara yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang tidak menjadi
alasan penghapusan unsur kesalahan dan pengabaian atas pemidanaannya.'%®
Fungsi pengawasan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur
pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam rangka memperkuat
akuntabilitas pemerintahan. Ketentuan pasal 21 UUAP sebenarnya menjadi
selaras dengan pasal 385 UU Pemda yang memperkuat fungsi pengawasan
internal pemerintahan, khususnya di lingkungan pemerintahan daerah. Dalam

ketentuan tersebut, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan

107 Andi Nirwanto, “Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca undang-Undang
Administrasi Pemerintahan)”. Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional HUT IKAHI Ke 62
di Hotel Mercure Ancol Jakarta pada tanggal 26 Maret 2015, hlm. 2

108 Dani Elfah, Op. Cit. Berbeda dengan kedua arus pendapat berbeda di atas yang berpihak
pada salah satu konsep dan kewenangan salah satu peradilan dalam menentukan dan menilai ada atau
tidak adanya penyalahgunaan wewenang. Terdapat pandangan lain bahwa antara Peratun dan
Pengadilan Tipikor sesungguhnya mempunyai kompetensi yang berbeda dan tidak perlu
dipersinggungkan karena konteks penyalahgunaan wewenang yang menjadi objek masing-masing
adalah berbeda. Hal ini dinyatakan oleh Yulius, bahwa tidak ada konflik norma antara Pasal 21 UUAP
maupun Pasal 3 UU. Tipikor, karena baik Peratun maupun Pengadilan Negeri (Pidana/Tipikor)
menjalankan fungsinya masing-masing. Meskipun dimungkinkan adanya satu permasalahan hukum
diselesaikan di kedua lembaga peradilan tersebut, akan tetapi keduanya mempunyai aspek pengujian
yang berbeda sehingga tidak saling mencampuri atau menguji putusannya. Yulius. “Perkembangan
Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat dari Perspektif
Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)”. Jurnal
Hukum dan Peradilan Volume 4 Nomor 3 November 2015, hlm. 377. Senada dengan pendapat Yulius,
Nirwanto menyatakan bahwa domain Peratun dalam rangka memeriksa
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penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi daerah
kepada APIP dan/atau aparat penegak hukum. APIP wajib melakukan
pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat.
Selain itu, aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan
yang disampaikan oleh masyarakat, setelah terlebih dahulu berkoodinasi
dengan APIP atau lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi
pengawasan. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya
penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan
kepada APIP. Sebaliknya, jika berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan
bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut
diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.'%

19 Selain selaras dengan ketentuan pasal 385 UU Pemda, ketentuan pasal 21 UUAP, juga
melengkapi rangkaian norma dalam UU Perbendaharaan Negara maupun UU Keuangan Negara yang
pada pokoknya telah mengatur mekanisme pertanggungjawaban administrasi dengan
pertanggungjawaban pidana dalam pengelolaan keuangan negara oleh para subyek hukum yang
dimaksud. Sebagai contoh, dalam Pasal 58 UU. No. 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang
isinya menentukan dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem
pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Berdasarkan UU tersebut, pada
prinsipnya diatur bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar
hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan  ketentuan
perundangundangan yang berlaku. Demikian pula, UU. No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara telah
menentukan setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau
melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara
diwajibkan mengganti kerugian. Pada prinsipnya, ganti rugi tersebut dilakukan melalui penuntutan
oleh setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera
melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan
kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.
Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan. Sedangkan, pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan
bendahara ditetapkan oleh pimpinan kementerian atau lembaga atau kepala daerah. Selain itu, BPK
menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan
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Berdasarkan UUAP, hasil pengawasan intern aparat pemerintah
tersebut berupa: (1) tidak terdapat kesalahan; (dilakukan tindak lanjut dalam
bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan; (2) terdapat kesalahan administratif; atau (3) terdapat
kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.''’
Apabila hasil pengawasan intern pemerintah menemukan kerugian keuangan
negara akibat kesalahan administratif namun bukan karena didasari oleh
adanya penyalahgunaan wewenang, maka dilakukan pengembalian keuangan
negara oleh Badan Pemerintahan sebaliknya apabila kerugian negara
diakibatkan kesalahan administratif yang didasari adanya penyalahgunaan
wewenang, maka dalam jangka waktu sepuluh hari, pengembalian kerugian

negara dilakukan oleh pejabat pemerintahan.!!!

kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang
merugikan keuangan negara/daerah. Dalam rangka menjamin prinsip keadilan kepada Bendahara yang
bersangkutan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan BPK dimaksud.
Pengaturan mengenai tata cara penyelesaian kerugian negara atau daerah tersebut ditetapkan lebih
lanjut oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah.

119 Tndonesia, Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang No. 30
Tahun 2014 (LN tahun 2014 Nomor 292, TLN No. 5601). Pasal 20

1 Lihat keterangan ahli Pemohon Indra Perwira, yang menyatakan bahwa perhitungan 10 hari
dalam pasal 20 dan 21 UUAP harus dimaknai secara sistematis. Alasannya menurut ahli tersebut
bahwa pasal 20 menyatakan antara lain, jika ditemukan kesalahan administrasi yang menimbulkan
kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan wewenang, maka dilakukan pengembalian kerugian
negara dalam jangka waktu paling lama 10 hari sejak diterbitkannya hasil pengawasan. Sementara
menurut Perma Nomor 4/2015, rangkaian proses mulai dari penerimaan perkara, pemeriksaan, sampai
terbitnya putusan pengadilan dapat menempuh waktu tiga bulan. Belum terhitung jika ada banding.
Oleh karena itu waktu 10 hari dalam UU AP dapat ditafsirkan sebagai jangka waktu pejabat
administrasi untuk mengajukan atau tidak permohonan pembuktian unsur penyalahgunaan wewenang.
Hal ini penting disampaikan agar nanti tidak terjadi, begitu masa 10 hari terlampaui dan pejabat
administrasi itu belum mengembalikan kerugian keuangan negara, padahal dia telah mengajukan
permohonan ke peradilan administrasi, lantas dia diperiksa penyidik dengan alasan kerugian negara.
Halaman 33 Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016
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Perbedaan pembebanan pihak yang harus mengembalikan kerugian
keuangan negara ini apabila adalah didasari prinsip bahwa kesalahan
administratif menjadi tanggung-jawab jabatan (in casu badan/lembaga)
sedangkan apabila kesalahan disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang,
sebagai sebuah tindakan maladministrasi, maka pribadi pejabat pemerintahan
itu sendiri yang harus bertanggung-jawab. Perbedaan pembebanan
pertanggung-jawaban pribadi dan jabatan dalam UUAP ini sejalan dengan
doktrin kesalahan dalam jabatan sebagai suatu kesalahan yang masih di dalam
lingkup pekerjaan (buiten de kring van zijn bevoegheid; within the course of
his duties) sedangkan kesalahan pribadi merupakan perbuatan melanggar
hukum yang dilakukan di luar lingkup pekerjaan (buiten de kring van zijn
bevoegheid/beyond the course of his duties).!!

3. Tantangan Harmonisasi Hukum dan Konsolidasi Hukum Administrasi

Seiring dengan politik hukum ke depan dengan sedang disusunnya
RUU Sistem Pengawasan Internal, putusan MK tersebut mendorong
optimalisasi fungst Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP), ke
depan fungsi dan peran APIP akan semakin signifikan dan strategis, karena
mereka menjadi garda terdepan untuk menentukan ada tidaknya
penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara. APIP akan

semakin diharapkan mampu menentukan unsur kerugian keuangan negara

2 Tatiek Sri Djatmiati, “Maladministrasi Dalam Konteks Kesalahan Pribadi dan Kesalahan
Jabatan, Tanggung-Jawab Pribadi dan Tanggung-Jawab Jabatan”, dalam Philiphus M. Hadjon dkk,
Hukum Administrasi dan Good Governance (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010), hlm. 88-90.
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secara riil (nyata), karena putusan MK telah mensyaratkan bahwa unsur
kerugian keuangan negara, tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential
loss) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss)
vide Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, untuk dapat diterapkan dalam
tindak pidana korupsi. Untuk mengefektifkan usaha penegasan pertanggung-
jawaban administrasi dan pidana, dikaitkan dengan maksud dan tujuan UUAP
maupun putusan MK tersebut di atas, Penulis berpendapat masih terdapat
sejumlah tantangan dalam membangun konsolidasi hukum administrasi dan
hkum pidana khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi. Tantangan
dan permasalahan dimaksud adalah sbb:

Pertama, Harmonisasi Pengertian Kerugian Keuangan Negara. Dalam
konteks hukum administrasi, makna kerugian keuangan negara harus bersifat
nyata dan telah terjadi, hal ini mengacu kepada UUAP dan UU
Perbendaharaan Negara dan putusan MK No. 25/2016. Kriteria kerugian
keuangan negara seperti ini mengandung tantangan tersendiri karena akan
menghadapi kendala dengan sifat pembuktian kerugian keuangan negara
dalam hukum pidana yang selama ini menganut kerugian yang bersifat

potensial.!'3 Sebagaimana dikemukakan oleh Theodorus M. Tuanakotta'!*

113 Disamping itu juga menyajikan perbedaan pengertian kerugian keuangan negara dalam sudut

pandang hukum administrasi (dalam hal ini UU Perbendaharaan Negara), dimana nilai kerugian yang
dituntut sebesar kerugian yang terjadi, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Sifat kerugiannya
adalah nyata dan pasti (telah terjadi). Sedangkan dalam hukum pidana (dalam hal ini UU Tipikor):
nilai kerugiannya yang dituntut maksimum sebesar kerugian yang terjadi. Sifat kerugiannya adalah
nyata telah terjadi atau berpotensi untuk terjadi. Theodorus M. Tuanakotta, Menghitung Kerugian
Keuangan Negara dalam Tindak Pidana korupsi, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 89-91.
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bahwa dalam kasus tipikor, kesederhanaan makna kerugian yang ‘nyata dan
pasti’ tidak akan pernah diterapkan. Lebih lanjut disampaikan olehnya ciri
tipikor, khususnya yang berjumlah besar dan melibatkan penyalahgunaan
wewenang, adalah benturan kepentingan (conflict of interest), persekongkolan
(collusion), dan kesepakatan dimana “segala sesuatunya diatur”.!'> Terkait hal
tersebut, Nirwan D. Dewanto mengemukakan satu point penting dari rumusan
konvensi anti korupsi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dalam The United
Nations Convention Against Corruption ‘UNAC’ tahun 2003 adalah tidak ada
satu pun ketentuan yang memasukan kerugian keuangan negara sebagai unsur
pasal korupsi.. UNCAC cenderung lebih memfokuskan pada penyuapan
(bribery), penggelapan (embezzlement) dan penyembunyian (concealment)
serta pencucian hasil kejahatan (laundering of proceeds of crime) sebagai
perbuatan terlarang yang dianggap merupakan delik korupsi. Tidak
dimasukannya unsur kerugian keuangan negara sebagai delik sudah
seharusnya menjadi perhatian pemerintah, mengingat selama ini pembuktian
terhadap unsur kerugian keuangan negara menjadi persoalan tersendiri dalam
praktik penegakan hukum di Indonesia. Begitu pula halnya dalam tataran
legislasi, unsur kerugian keuangan negara telah diartikan secara beragam

sehingga menimbulkan multi tafsir dan ketidakpastian hukum.!!

114 Theodorus M. Tuanakotta, Ibid.

115 Tbid

16 D, Andhi Nirwanto, Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Persfektif Tindak
Pidana korupsi, (Semarang: Aneka Ilmu, 2013), hal. 24. Namun apa yang disampaikan D. Andhi
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Kedua, Harmonisasi Ketentuan Pengembalian Kerugian Negara.
Sebagaimana disyaratkan dalam UU Perbendaharaan Negara, UUAP bahwa
kerugian keuangan negara akibat kesalahan administratif yang disertai
penyalahgunaan wewenang akan dikenakan sanksi kewajiban pengembalian
kerugian negara. Namun menjadi pertanyaan apakah ketentuan ini sebenarnya
tidak akan bertentangan dengan prinsip non-double jeopardy yang kurang
lebih artinya dalam konteks ini ‘penghukuman ganda’ jika dikaitkan dengan
UU Tipikor menganut pandangan bahwa pengembalian kerugian negara tidak

7

akan menghapus -~ pemidanaan.!'” Maksudnya adalah apabila proses

Nirwanto tidak sepenuhnya dapat diterima oleh karena seperti disampaikan oleh Prof. Andi Hamzah
dalam konvensi anti korupsi PBB justru dikenal istilah trading of influence. Adapun unsur-unsur
“trading of influence” yang diatur dalam pasal 18 The United Nations Convention Against Corruption
tersebut adalah sbb: (1) Menjanjikan, menawarkan atau memperkirakan kepada seorang pejabat publik
atau orang lain secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya (tidak
layak) agar pejabat publik itu atau orang itu (menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau
diperkirakan dengan maksud untuk memperoleh dari penguasa (authority) administrasi atau publik,
suatu keuntungan yang tidak semestinya (layak) bagi penganjur yang asli tindakan itu atau orang lain;
(2) Permintaan (solicitatiton) atau penerimaaan oleh seorang pejabat publik atau orang lain, secara
langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang tidak layak untuk dirinya sendiri atau orang lain
agar pejabat publik atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau diperkirakan dengan
maksud memperoleh dari penguasa (authority) administrasi atau publik dari negara suatu keuntungan
yang tidak layak. Delik ini lebih luas dari delik penyuapan, karena menyangkut “penyalahgunaan
pengaruh yang nyata atau diperkirakan” (real or supposed influence), bukan “berbuat atau tidak
berbuat” (sesuai dengan kemauan pemberi suap). Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui
Hukum Pidana Nasional dan Internasional, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hal. 226. Bahkan
menurut Kristian dan Yopi Gunawan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan
fungsi (abuse of function) sebagaimana diatur dalam pasal 26 UNCAC identik dengan tindak pidana
korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan dalam hukum positif Indonesia. Kristian dan
Yopi Gunawan, Tindak Pidana Korupsi, Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan
The United Nations Convention Against Corruption (UNAC), (Bandung: Refika Aditama, 2015), hal.
192

17 Menurut W. Riawan Tjandra, UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara sejatinya juga
telah mengatur secara proporsional wilayah administrasi pertanggungjawaban anggaran dan tindak
lanjut penanganannya secara hukum jika sungguh-sungguh ditemukan indikasi terjadinya tindak
pidana korupsi dalam penggunaan anggaran. Pejabat yang bertanggung jawab di bidang anggaran tetap
diberikan waktu yang memadai untuk melakukan rekonsiliasi administratif dan hak untuk mengajukan
keberatan atas penetapan pembebanan kerugian negara/daerah jika ditemukan adanya inkonsistensi
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administrasi akan dikedepankan dan diikuti dengan kewajiban pembayaran
ganti rugi bagaimana hal ini akan efektif apabila setelah proses administrasi
akan dilanjutkan proses pidana, sementara dalam proses pidana, pengembalian
kerugian negara tidak akan menghapuskan pidananya. Berdasarkan rumusan
pasal 4 UU Tipikor, apabila hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara,
pelaku tipikor tetap dapat diajukan ke pengadilan dan tetap dapat dipidana.
Tipikor dianggap telah selesai (voltoid) dengan dipenuhinya unsur-unsur
perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal yang
didakwakan.!'® Selain itu dalam ketentuan pasal 64 ayat (2) UU. No. 1/2004
Tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa: “Putusan pidana tidak

membebaskan dari tuntutan ganti rugi”’. Persoalan mendasar di dalam sistem

dalam pelaporan penggunaan anggaran daerah. Namun dalam tataran teknisimplementasi di lapangan,
apa yang disampaikan oleh W. Riawan Tjandra terscbut ternyata tak semudah yang dibayangkan. W.
Riawan Tjandra, Inovasi, Diskresi, dan Korupsi, harian Kompas edisi 22 September 2015. Dikaitkan
dengan rumusan pasal 2 dan 3 UU Tipikor dimana kerugian negara masih dianut bersifat potensial,
Hernold Ferry Makawimbang menguraikan permasalahan ambiguitas temuan yang bersifat
administratif yang substansinya kerugian keuangan negara. Ambiguitas tersebut dalam arti
inkonsistensi penyajian laporan sehingga menimbulkan pengertian yang bermakna lain atau multi
interpretasi atas laporan yang digunakan BPK dalam judul laporan hasil pemeriksaannya.
Dikemukakan olehnya hal ini disebabkan beberapa hal antara lain: (1) Terminologi indikasi merugikan
keuangan negara; (2) Terminologi perbuatan melanggar hukum dan memperoleh keuntungan yang
tidak wajar. Lebih lanjut dikemukakan oleh Hernold Ferry Makawimbang dampak dari formulasi
temuan BPK yang ambigu tersebut adalah menciptakan ketidakjelasan, ketidaktegasan dan
inkonsistensi. Istilah dalam judul dan kesimpulan akibat, mempengaruhi rekomendasi dan treatment
penyelesaian tindak lanjut. Dampak lainnya, menjadi tidak jelas antara wilayah administrasi
“kesalahan administrasi” dengan “perbuatan pidana” yang merugikan keuangan negara”, sehingga
permasalahan yang sama dapat terjadi berulang-ulang karena dianggap bukan masalah yang serius.
Sementara di satu sisi hal tersebut dapat langsung dieksekusi oleh aparat penegak hukum, karena
klasifikasi temuan tersebut sudah masuk pada “perbuatan pidana”, sehingga beralasan jika aparat
penegak hukum dapat mengambil alih langsung permasalahan yang dianggap administratif. Hernold
Ferry Makawimbang, Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam
Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang (Yogyakarta: Thafa Media, 2015) hal. 150-156

118 Ramelan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disampaikan pada
pelatihan teknis yustisial Hakim yang diselenggarakan oleh Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung RI,
25 Juli 2000 s/d 5 September 2000, sebagaimana dimuat dalam Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi,
(Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007) hal. 113-114
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hukum nasional adalah bahwa hubungan antara hukum administrasi dan
hukum pidana berkembang dalam kerumitan yang cenderung membawa
ketidakpastian hukum. Dalam sistem hukum Indonesia hampir setiap
pelanggaran administrasi diikuti dengan ancaman pemidanaan. Persoalannya
adalah pola hubungan sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam hukum
Indonesia tidak jelas polanya: apakah saling melengkapi atau saling berdiri
sendiri (interdependent). Akibat ketidakjelasan ini terjadi fenomena
kriminalisasi kebijakan dalam pemberatasan tipikor maupun tumpang tindih
hukum pidana dan hukum administrasi dalam persoalan-persoalan hukum
yang menyangkut isu-isu administrative penal law. Berbeda halnya dengan
negara-negara di Uni Eropa yang mengenal dua pola yang mengatur
hubungan antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana, pola pertama
mengakui keberadaan sanksi administrasi namun tidak mengensampingkan
sanksi pidana atau disecbut low degree of differentiation, dan pola kedua
dimana keberadaan sanksi administrasi harus dipisahkan tegas dari sanksi
pidana atau disebut high degree of differentiation.''’

Ketiga, harmonisasi kebijakan legislasi baik secara vertikal dan

horizontal. Patut dipertanyakan bagaimana hubungan antara pasal pasal 12

119 Lihat selengkapnya Oswald Jansen (ed), Administrative Sanctions In The European Union,
(Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia, 2013). Bandingkan dengan Romli Atmasasmita,
“Penyalahgunaan Wewenang Oleh Penyelenggara Negara: Suatu Catatan Kritis atas UU RI Nomor 30
Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dihubungkan Dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi”, Makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional dalam rangka H.U.T. IKAHI Ke-62 dengan
tema “Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Menguatkan atau Melemahkan Upaya
Pemberantasan Korupsi”, Hotel Mercure, Jakarta, tanggal 26 Maret 2015
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UU. No. 15/2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa dalam rangka pemeriksaan
keuangan dan/atau kinerja, BPK melakukan pengujian dan penilaian atas
pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (atau dalam hal ini
APIP)."?° Dengan ketentuan seperti ini apakah tidak akan terdapat
kemungkinan perbedaan pendapat antara hasil penilaian eksternal dengan
internal atau perbedaan pendapat antara hasil pengawas eksternal dengan
putusan badan peradilan.'>! Sebagai ilustrasi jikalau hasil penilaian APIP yang

menyatakan terdapat penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan

120 penjelasan Pasal 12 UU. No. 15/2004: “Pengujian dan penilaian dimaksud termasuk atas
pelaksanaan sistem kendali mutu dan hasil pemeriksaan aparat pemeriksa intern pemerintah”.
Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-Jawab Keuangan
Negara, Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 (LNRI Tahun 2004 No. 66, TLN No. 4400).

121 Dalam RUU KUHP, tindak pidana jabatan yang terkait dengan perbuatan-perbuatan koruptif
dilebur ke dalam tindak pidana korupsi, sehingga tindak pidana jabatan adalah minus tindak pidana
korupsi (hanya yang terkait dengan pelaksanaan jabatan, misalnya penolakan atau pengabaian tugas
yang diminta, paksaan dan penyiksaan, penyalahgunaan jabatan/kewenangan). Terkait dengan konsep
kodifikasi, seluruh materi hukum pidana materiecl yang tercantum dalam Undang-Undang tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam RUU KUHP ke dalam bab tersendiri,
dengan ketentuan tetap memperhatikan masa transisi yang dianut dalam RUU KUHP dengan memberi
kesempatan pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan dengan KUHP baru. Badan Pembinaan
Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Draft Naskah
Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
(Jakarta: BPHN, 2015) hal. 251 dan 252. Dalam bab mengenai kejahatan jabatan ini maka perbuatan
perbuatan terlarang yang dilakukan oleh pejabat tersebut digolongkan atas perbuatan-perbuatan yang
merugikan kepentingan umum, keuangan Negara dan kepentingan individu. Tindak pidana yang
merugikan keuangan Negara ialah, tindak pidana korupsi atau tindak pidana yang bersifat koruptif,
seperti menerima suap, gratifikasi, menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena
jabatannya, memalsu buku/daftar untuk kepentingan pemeriksaan administrasi. Pegawai negeri yang
dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa sesecorang untuk melakukan, tidak melakukan atau
membiarkan sesuatu kejahatan korupsi tersebut. Untuk menghindari kesimpangsiruan antara rezim
hukum administrasi dan hukum pidana sebagaimana selama ini terjadi maka perumusan tindak pidana
jabatan dalam RUU KUHP perlu melibatkan kajian dan pendapat para ahli hukum administrasi.
Artinya terdapat permasalahan menyangkut titik batas antara delik-delik yang termasuk kejahatan
jabatan (ambtsmisrijven) dan atau pelanggaran jabatan (ambtsovertre-dingen) dengan delik-delik
pidana administrasi (administrative penal law). Kaidah hukum administrasi yang memiliki ancaman
hukum pidana sebagai pidana khusus diluar KUHP.
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negara dan kemudian setelah diuji di Peratun ternyata Peratun menyatakan
sebaliknya dalam arti tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang
merugikan keuangan negara, namun dalam pemeriksaan eksternal oleh BPK,
hasil temuan APIP tersebut tetap dinyatakan benar sehingga tidakah akan
terdapat pertentangan antara putusan pengadilan dengan hasil penilaian BPK,
demikian pula sebaliknya. Selain itu, permasalahan berikutnya adalah hasil
pemeriksaan dari apparat pengawasan intern pemerintah dapat berupa terdapat
kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara karena
adanya unsur penyalahgunaan wewenang. Konsekuensinya bagi pejabat
pemerintahan yang melakukan kesalahan administratif yang menimbulkan
kerugian keuangan negara karena adanya penyalahgunaan wewenang,
dikenakan kewajiban mengembalikan uang ke kas negara/daerah. Berdasarkan
ketentuan pasal 21 UUAP, apabila Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
merasa kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan aparat pengawasan
intern pemerintah, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat
mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan
agar Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan dinyatakan ada atau
tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang.!?? Terlepas apakah pejabat
pemerintahan  yang dinyatakan menyalahgunakan wewenang dan

menimbulkan kerugian keuangan negara mengajukan permohonan

122 Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian
Penyalahgunaan Wewenang, Perma No. 4 Tahun 2015, Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1267.
Pasal 3
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sebagaimana dimaksud pasal 21 UUAP, tentunya benar tidaknya si pejabat
pemerintahan melakukan penyalahgunaan wewenang akan sangat ditentukan
putusan badan peradilan (PTUN dan PTTUN). Yang menjadi pertanyaan
ketika permohonan si pejabat pemerintahan dikabulkan oleh badan peradilan,
artinya ia secara hukum tidak terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang
yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Sebaliknya, seandainya
permohonannya ditolak, maka bagi si pejabat tersebut akan berlaku
mekanisme sanksi administratif sebagaimana dimaksud UUAP dan PP. No.
48/2016. Jenis sanksi administratif yang dikenakan bagi pejabat pemerintahan
yang melakukan penyalahgunaan wewenang karena merugikan keuangan
negara akan dikenakan sanksi administratif berat. Namun berdasarkan pasal
35 PP. No. 48/2016, disebutkan bahwa:
“Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan keberatan terhadap
keputusan pejabat yang berwenang mengenakan Sanksi Administratif,
Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dapat mengajukan permohonan
kepada pengadilan tata usaha negara untuk menilai ada atau tidak ada
unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau
Tindakan”.
Dengan kata lain pejabat yang dikenakan sanksi administratif berat
masih dapat mengajukan upaya hukum ke PTUN, pertanyaannya adalah
apakah upaya hukum yang digunakan mengikuti mekanisme pasal 21 UUAP

jo. Perma No. 4/2015 atau mengajukan gugatan biasa di luar mekanisme pasal
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21 UUAP jo. Perma No. 4/2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian

Penyalahgunaan Wewenang'??

D. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Tidak Sebanding dengan Jumlah
Kerugian yang dikorupsi
Upaya untuk memberantas praktik korupsi telah dilakukan oleh pemerintah sejak
dahulu. Tidak hanya lembaga-lembaga independen yang dibentuk oleh
pemerintah untuk memberantas korupsi, namun peraturan perundang-undangan
tentang korupsi juga sudah banyak diberlakukan. Beberapa undangundang yang
pernah diberlakukan, yaitu;
a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan
Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;
¢) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; dan
d) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.
Berbagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk itu, semuanya

merupakan bagian dari upaya untuk menyelamatkan keuangan atau

123 Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian
Penyalahgunaan Wewenang, Perma No. 4 Tahun 2015, Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1267.
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perekonomian negara dari tindak pidana korupsi. UU Tipikor dibentuk dengan
tujuan untuk menyelamatkan keuangan negara serta mewujudkan masyarakat
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pemerintah merasa
bahwa perbuatan para pelaku tindak pidana korupsi sudah menghambat
pembangunan nasional, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan
pembangunan nasional yang menuntut pengeluaran negara seefisien mungkin,
sedangkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.
31 Tahun 1999, memandang bahwa tindak pidana korupsi merupakan
pelanggaran terhadap hakhak sosial ekonomi masyarakat secara luas, sehingga
digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa.'?*

Dalam upaya untuk menyelamatkan dana pembangunan nasional, UU No.
31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001
diharapkan mampu untuk mencegah terjadinya kerugian negara serta dapat
mengawasi penyelenggaraan negara agar tetap bersih dan berwibawa
sebagaimana diamanatkan oleh rakyat melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat
di dalam TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998. Kedua tujuan tersebut saling

berhubungan erat, keuangan negara tidak terlepas dari tanggung jawab

pemerintah, oleh karena itu aparat pemerintah harus bersih dan berwibawa.!®

124 Ade Paul Lukas, “Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana
Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto)”, Jurnal Dinamika
Hukum, Vol. 10, No. 2 Mei 2010, hal. 81-92.

125 Tbid.

155



Salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara adalah
dengan menerapkan pidana uang pengganti. Jika dilihat dari undang-undang
korupsi yang ada semua menerapkan pidana uang pengganti. Pengaturan pidana
uang pengganti dalam UU No. 3 Tahun 1971, diatur bahwa pembayaran uang
pengganti jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang
diperoleh dari korupsi.'?® Kelemahannya bahwa dalam undang-undang tersebut
tidak secara tegas menentukan kapan uang pengganti itu harus dibayarkan, dan
apa sanksinya bila pembayaran tidak dilakukan. Hanya dalam penjelasan Pasal
tersebut dinyatakan, apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi,
berlakulah ketentuan-ketentuan tentang pembayaran denda. Denda merupakan
pidana pokok yang dicantumkan bersamasama dengan pidana penjara atau
pidana perampasan kemerdekaan.

Kelemahan hukum yang terdapat dalam UU No. 3 Tahun 1971 kemudian
dikoreksi dalam UU Tipikor. Dalam UU Tipikor, ketentuan mengenai
pembayaran uang pengganti sudah lebih tegas, telah ada pembatasan waktu yaitu
apabila tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita
oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.'?’” Sementara
jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar

uang pengganti, maka dipidana berupa pidana penjara yang yang lamanya tidak

126 Pasal 34 huruf ¢ UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
127 Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor.
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melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan pidana tersebut sudah
ditentukan dalam putusan pengadilan.'?8

Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu
UU No. 20 Tahun 2001 tetap mempertahankan jenis pidana tambahan ini.
Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa terhadap pelaku
tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran
uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda
yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Pengaturan pidana tambahan dalam KUHP berupa pencabutan hak-hak
tertentu; perampasan barang-barang tertentu; dan pengumuman putusan
hakim.'”” Dalam hal ini perampasan barang yang dimaksud adalah barang-barang
kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja
dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Perampasan atas barang-barang yang
disita sebelumya, diganti menjadi pidana kurungan, apabila barang-barang itu
tidak diserahkan, atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim, tidak
dibayar.!3® Perbedaannya dengan UU Tipikor, lamanya pidana pengganti dalam
KUHP paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.'3!

Dalam penanganan perkara korupsi yang dimulai dari penyidikan,

dilanjutkan dengan penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan,

128 Pasal 18 ayat (3) UU Tipikor
129 Pasal 10 huruf b KUHP.
130 Pasal 41 ayat (1) KUHP.
131 Pasal 41 ayat (2) KUHP.
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kemudian apabila sudah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,
maka sebagaimana Pasal 270 KUHAP kejaksaan melaksanakan putusan
pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni pidana pokok penjara dan
pidana tambahan berupa pembayaran uang denda dan uang pengganti, dimana
penagihannya berada pada tanggung jawab pihak kejaksaan sebagai pelaksana
putusan (eksekutor) peradilan.

Kondisi tersebut oleh kejaksaan dianggap sebagai upaya pengendalian
tuntutan pidana kurungan sebagai pengganti kewajiban membayar uang
pengganti. Adapun pengendalian tuntutan pidana tambahan tersebut, menurut
pedoman tuntutan jaksa berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor:
003/A/AJ/2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana
Korupsi, dalam lampiran disebutkan bahwa terdakwa dituntut kurungan sebagai
pidana pengganti adalah minimal setengah dari tuntutan pidana pokok berupa
pidana penjara yang dituntut oleh jaksa penuntut umum.

Khusus untuk pelaksanaan penyelesaian tindak pidana korupsi yang
diputus pengadilan berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971, Jaksa Agung
mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung (Perja) RI No. PER-020/A/JA/07/2014
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus
Pengadilan Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Perja tersebut dikeluarkan karena penyelesaian uang pengganti

yang harus dibayar oleh terpidana belum terselesaikan berdasarkan UU No. 3
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Tahun 1971, yang tidak mengatur sanksi bagi terpidana yang tidak membayar
uang pengganti dan tidak bersifat subsidair/ pengganti.!3?

Terdapat perbedaan antara pidana denda dan pidana uang pengganti.
Pidana denda sebagai salah satu jenis pidana pokok yang ketiga di dalam hukum
pidana Indonesia, pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orangorang
dewasa. Ancaman pidana denda sebagai pidana pokok, dijatuhkan secara
alternatif dengan pidana penjara dan pidana kurungan ataupun akumulatif secara
bersama-sama.!*’

Bila denda tidak dibayar oleh terpidana, maka akan dikonversi dengan
pidana kurungan tambahan. Sementara pidana pembayaran uang pengganti akan
dapat dieksekusi secara perdata oleh pihak Kejaksaan berupa sita eksekusi
seluruh harta benda milik terpidana yang tidak mengindahkan amar putusan
untuk membayar seluruh uang pengganti senilai jumlah nominal dalam vonis.

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) model pembebanan yang selama ini
diterapkan oleh hakim yang memutus perkara korupsi untuk mengembalikan
kekayaan negara yang telah dikorupsi. Model pembebanan tersebut terdiri atas

pembebanan tanggung-renteng dan pembebanan secara proporsional.'**

a) Pembebanan tanggung-renteng'>

132 K onsiderans Menimbang Perja No. PER-020/A/ JA/07/2014.

133 Syaiful Bakhri, Pidana Denda Dinamikanya dalam Hukum Pidana dan Praktek Peradilan,
Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016, hal. 2.

134 Guntur Rambey, “Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui
Pembayaran Uang Pengganti dan Denda”, De Lega Lata, Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah
Sumatera Utara, Volume I, Nomor 1, Januari-Juni, 2016, hlm. 137-161.

135 Ibid.
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b)

Tanggung-renteng (tanggung-menanggung bersama) yang lebih
dikenal dalam ranah hukum perdata, adalah cara terjadinya suatu perikatan
dengan jumlah subjek yang banyak. Dalam konteks hukum perdata, dikenal
ada 2 (dua) bentuk tanggung-renteng yakni aktif dan pasif. Tanggung-renteng
dapat dikatakan aktif apabila jumlah pihak yang berpiutang (kreditur) lebih
dari satu, dan sebaliknya, tanggung-renteng pasif terjadi apabila jumlah pihak
yang berutang (debitur) lebih dari satu.

Dengan model tanggung-renteng, majelis hakim dalam putusannya
hanya menyatakan para terdakwa dibebani pidana uang pengganti sekian
rupiah dalam jangka waktu tertentu. Majelis hakim sama sekali tidak
menghiraukan bagaimana cara para terdakwa mengumpulkan sejumlah uang
pengganti tersebut, entah itu ditanggung sendiri oleh salah satu terdakwa atau
urunan dengan porsi tertentu. Sesuai dengan spirit yang melatarbelakangi
konsep pemidanaan uang pengganti, negara hanya peduli bagaimana uang
negara yang telah dikorupsi dapat kembali lagi.

Pembebanan secara proporsional'>®

Pembebanan secara proporsional adalah pembebanan pidana uang
pengganti dimana majelis hakim dalam amarnya secara definitif menentukan
berapa besar beban masingmasing terdakwa. Penentuan jumlah uang
pengganti tersebut didasarkan pada penafsiran hakim atas kontribusi masing-

masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi terkait.

136 Tbid.
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Berbeda dengan model proporsional, model tanggung-renteng
berpotensi memunculkan masalah. Pertama, penerapan model ini dapat
memunculkan sengketa perdata di antara para terdakwa. Hal ini sangat
mungkin terjadi karena dengan hakim tidak menetapkan beban uang
pengganti kepada masing-masing terdakwa, terdakwa dapat saja saling
menuding dan mengklaim mengenai berapa beban yang harus ditanggung.
Bahkan, tidak menutup kemungkinan perselisihan ini akan bermuara kembali
di pengadilan, apabila salah satu atau kedua pihak mengajukan gugatan
perdata. Alhasil eksekusi pidana uang pengganti kemungkinan akan berlarut-
larut dengan dalih menunggu putusan pengadilan atas gugatan perdata yang
diajukan salah satu terpidana.'’

Dalam pelaksanaannya, kedua model tersebut diterapkan secara acak
tergantung penafsiran hakim. Ketidakseragaman ini kemungkinan besar
terjadi karena tidak jelasnya aturan yang ada. Berdasarkan sifat masingmasing
model, model proporsional memang yang paling minim memiliki potensi
masalah yang akan muncul."®

Berdasarkan hasil penelitian, ada perbedaan persepsi di antara penegak
hukum. Surhatta, Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi

Selatan mengatakan, tidak semua kasus dikenakan pembayaran uang

pengganti karena tergantung kontribusi pelaku terhadap kasus korupsi yang

137 Tbid.
138 Tbid.
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terjadi, tidak selalu menikmati uang hasil korupsi. Perbedaan persepsi dengan
jaksa disampaikan oleh Rostansar, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Sulawesi Selatan, bahwa jaksa mempertanggungjawabkan kerugian terhadap
terdakwa secara tanggung renteng tetapi hakim tidak karena kalau salah satu
terdakwa sudah membayar maka terdakwa lain terbebas dari kewajiban
membayar uang pengganti.

Namun, M. Siregar, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah,
mengatakan sanksi pidana pembayaran uang pengganti selalu dikenakan
terhadap pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan hasil yang dinikmati
oleh masing-masing, tidak boleh tanggung renteng. Perbedaan lain
disampaikan oleh Nurhidayah, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan,
bahwa Jaksa tidak menuntut uang pengganti, tetapi memaksimalkan penyitaan
aset di awal. Disita terlebih dahulu, sehingga setelah putusan pengadilan,
jaksa tidak mencari lagi uang pengganti, langsung dilelang. Penyitaan aset
merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau
mencegah larinya harta kekayaan. Harta kekayaan inilah yang kelak
diputuskan oleh pengadilan, apakah harus diambil sebagai upaya untuk
pengembalian kerugian keuangan negara atau sebagai pidana tambahan
berupa merampas hasil kejahatan.

Apabila pelaku tidak mampu membayar uang pengganti kerugian
keuangan negara, maka pelaku melaksanakan pidana penjara (subsider), tetapi

tetap menjadi piutang negara. Sedangkan apabila pelaku tidak mau membayar,
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hartanya tetap disita atau rekeningnya diblokir. Dalam praktik, yang disita
adalah harta benda yang diperhitungkan untuk membayar uang pengganti.
Harta benda yang dimaksudkan adalah harta yang diperoleh dari uang hasil
korupsi. Menurut Barda Nawawi Arief, ada kelemahan dalam ketentuan
tersebut, yaitu tidak menimbulkan efek jera karena jumlah harta yang disita
sama dengan harta yang diperoleh dari hasil korupsi, seharusnya harta
kekayaan yang disita. Harta kekayaan dapat ditafsirkan termasuk harta yang
telah ada sebelum terjadinya korupsi. Selain itu, dalam hal pelaku tindak
pidana korupsi adalah korporasi, ketentuan tersebut sulit diberlakukan.

Ketentuan pidana penjara subsider atau pidana kurungan pengganti
apabila pelaku tidak mampu membayar uang pengganti, dapat menutup
kesempatan negara untuk memperoleh kembali kerugian keuangan negara
akibat korupsi. Oleh karena itu, Mahkamah Agung RI mengambil sikap,
dalam banyak putusan hanya menjatubkan putusan uang pengganti tanpa
pidana penjara subsider sebagai cara untuk memaksa terdakwa
mengembalikan uang negara.

Guntur Rambey dalam artikelnya menyebutkan, bahwa eksekusi uang
pengganti tidak memerlukan gugatan tersendiri. Pidana uang pengganti adalah
satu kesatuan dengan putusan pidana yang dijatuhkan majelis hakim.
Wewenang eksekusi setiap putusan pidana ada pada jaksa penuntut umum,
termasuk pidana uang pengganti. Apabila eksekusi uang pengganti

menggunakan gugatan tersendiri maka akan bertentangan dengan pelaksanaan
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pemidanaan.'®® Jumlah kerugian keuangan negara yang kembali pada
umumnya lebih kecil dari jumlah uang yang dikorupsi. Hal ini antara lain
disebabkan karena kadangkala hakim menghitung sendiri jumlah kerugian
keuangan negara, dan jaksa kesulitan untuk membuktikan kerugian keuangan
negara di persidangan.

Di samping itu, adanya pidana penjara subsider, mengakibatkan
pengembalian kerugian keuangan negara tidak optimal. Untuk mengatasi
belum maksimalnya pengembalian kerugian keuangan negara, ada beberapa
pendapat yang dikemukakan. Dari kalangan akademisi, Nyoman Sarikat Putra
Jaya, Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan
Said Karim, Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin, mengatakan, perlu mekanisme perampasan aset dalam rangka
pemulihan kerugian keuangan negara akibat suatu tindak pidana. Menurut
Said Karim, KUHAP yang menggunakan pendekatan in personam dirasakan
kurang maksimal menjangkau penanganan aset terkait tindak pidana.
Orientasi pada perolehan aset saat ini, tidak lagi pada penghukuman pelaku
tetapi bagaimana memutuskan akses pelaku tindak pidana dengan aset
mereka. Rezim perampasan aset tanpa tuntutan pidana tidak dikenal dalam
KUHAP karena perampasan aset tidak sebagai legal terms melainkan sebagai

wujud perbuatan fisik merampas aset yang terkait dengan tindak pidana.

139 Guntur Rambey, “Pengembalian...” hal. 137-161
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Nyoman Sarikat Putra Jaya mengatakan, perlu dibentuk UU
Perampasan Aset. Dalam UNCAC yang telah diratifikasi oleh Indonesia,
terdapat konsep perampasan aset. Dalam UU Perampasan Aset yang akan
dibentuk, perlu diatur bahwa perampasan aset tidak melalui jalur pengadilan,
untuk mempersingkat waktu.

Perampasan seluruh harta dan aset hasil tindak pidana korupsi, dinilai
oleh Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, akan memberikan efek jera,
sehingga diharapkan tidak ada lagi koruptor yang dengan enaknya masih
menikmati hidup dengan sisa tabungan hasil korupsi saat dibebaskan dari
penjara. Di samping memberikan efek jera, penyitaan harta dan aset hasil
korupsi akan dimanfaatkan untuk menambah kekayaan negara.

Perampasan scluruh harta dan aset hasil tindak pidana korupsi yang
dimiliki terpidana di samping penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku
dilihat dari teori tentang tujuan pemidanaan adalah sesuai dengan teori
absolut, bahwa pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu
pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran
dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa teori menganggap sebagai dasar hukum dari
pidana atau tujuan pemidanaan adalah alam pikiran untuk pembalasan

(vergeldings).'4?

140 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung:
Alumni, 1984), him. 17.
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Pada teori absolut atau pembalasan: a. Tujuan pidana adalah semata-
mata untuk pembalasan; b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya
tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk
kesejahteraan masyarakat; c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk
adanya pidana; dan d. Pidana melihat kebelakang ia merupakan pencelaan
yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau
memasyarakatkan kembali si pelanggar.'*!

Dalam UU Tipikor ketentuan mengenai pengembalian kerugian
keuangan negara telah diatur. Pengaturan pembayaran uang pengganti, bahwa
terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan
berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya
sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jumlah
pidana pembayaran uang pengganti ditentukan dalam surat dakwaan, namun
dalam praktiknya kadang timbul perbedaan persepsi di antara jaksa dan
hakim, terkait pembebanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Ada dua
model pembebanan yang dikenal yaitu model pembebanan tanggung renteng
dan pembebanan secara proporsional. Kedua model tersebut diterapkan
tergantung penafsiran hakim.

Apabila pelaku tidak mampu membayar uang pengganti kerugian
keuangan negara, maka pelaku melaksanakan pidana penjara subsider.

Sehingga jumlah kerugian keuangan negara yang kembali pada umumnya

141 Ibid., hal. 61.
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lebih kecil dari jumlah uang yang dikorupsi. Hal ini juga disebabkan karena
kadangkala hakim menghitung sendiri jumlah kerugian keuangan negara, dan
jaksa kesulitan untuk membuktikan kerugian keuangan negara di persidangan.
Dengan demikian, pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat
optimal.

Pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil korupsi berupa
uang pengganti kerugian keuangan negara perlu ditingkatkan jumlahnya.
Selain itu, aset/harta kekayaan pelaku perlu dirampas, disita, dan dilelang
menurutu aturan yang berlaku, sebagai pengganti kerugian keuangan negara.
Untuk itu, UU Perampasan Aset perlu dibentuk sebagai dasar hukum

perampasan aset dari hasil korupsi.
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BAB IV
KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SERTA PENGEMBALIAN

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SAAT INI

A. Kelemahan dalam Segi Substansi Hukum
1. Pengaturan sanksi pidana tindak pidana korupsi masih lemah

Pengaturan sanksi pidana terhadap orang sebagai pelaku tindak pidana
korupsi yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan mengenai
pemberantasan tindak pidana korupsi sudah cukup luas ruang lingkupnya.
Dapat dikatakan aturan yang berlaku di Indonesia sudah mampu
mengakomodir sanksi pidana bagi setiap pelaku tindak pidana korupsi yang
dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, penegak hukum,
dan siapa saja dalam jabatannya yang merugikan keuangan negara. Hanya
saja, dapat dikatakan bahwa sanksi pidana yang diterapkan masih cukup
ringan dan belum mampu memberikan efek jera. Pengaturan sanksi pidana
yang cukup ringan ini akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi, dan
memberikan kesan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana
korupsi jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan kejahatan pidana

biasa.
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Penerapan hukum di Indonesia cenderung masih lemah serta hanya
tajam dan runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Tiga hal yang menyebabkan
lemahnya penerapan hukum di Indonesia yaitu, profesionalitas hakim, sanksi
pada beberapa peraturan perundangundangan, dan kesadaran masyarakat.
Dalam hal profesionalitas, tidak sedikit hakim di Indonesia yang masih
dipertanyakan kualitas dan integritas moralnya. Ironisnya, tidak sedikit hakim
di Indonesia yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
Pada dasarnya penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi sesuai
dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Letak permasalahan bukan pada
penerapan hukumnya, tetapi pada pengaturan sanksi yang tercantum dalam
peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang mengakibatkan lemahnya

Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan
meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah
dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar
birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana.
Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang
yang berpunya saja yang akan dapat layanan baik karena mampu

menyuap.'*> Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial,

142 Readings in Comparative Analysis, ed. 2, New Jersey: Transaction Books, hlm. 541; Gerald
M. Meier dan James E. Rauch, 2005, op.cit., him. 536.
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ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang
menyebabkan jatuhnya para birokrat.!*
a) Hambatan Pemberantasan Korupsi
Upaya melakukan pemberantasan korupsi bukanlah hal yang
mudah. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas
korupsi, tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan
korupsi. Operasi tangkap tangan (OTT) sering dilakukan oleh KPK,
tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum juga sudah
cukup keras, namun korupsi masih tetap saja dilakukan. Bahkan ada
pendapat yang menyatakan bahwa yang kena OTT adalah orang yang

“sial atau apes”. Hambatan dalam pemberantasan korupsi dapat

diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Hambatan Struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-
praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat
penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana
mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: egoisme
sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana
sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa
memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta

berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang

13 Tunku Abdul Aziz, Fighting Corruption: My Mission, (Kuala Lumpur: Konrad Adenauer
Foundation, 2005), him. 60.
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2)

3)

terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan; belum
berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif; lemahnya koordinasi
antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; serta
lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positif
dengan berbagai penyimpangan dan inefesiensi dalam pengelolaan
kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik.
Hambatan Kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan
negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam
kelompok ini di antaranya: masih adanya “sikap sungkan” dan
toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat
penanganan. tindak pidana korupsi; kurang terbukanya pimpinan
instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku
korupsi, campur tangan cksekutif, legislatif dan yudikatif dalam
penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk
menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif
(masa  bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya
pemberantasan korupsi.

Hambatan Instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari
kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan
perundangundangan yang membuat penanganan tindak pidana
korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam

kelompok ini di antaranya: masih terdapat peraturan perundang-
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undangan yang tumpang tindih!** sehingga menimbulkan tindakan
koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi
pemerintah; belum adanya “single identification number” atau suatu
identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM,
pajak, bank, dll.) yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan
oleh setiap anggota masyarakat; lemahnya penegakan hukum
penanganan korupsi; serta sulitnya pembuktian terhadap tindak
pidana korupsi.

4) Hambatan =Manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari
diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen
yang baik (komitmen vyang tinggi dilaksanakan secara adil,
transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana
korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam
kelompok ini di antaranya: kurang komitmennya manajemen
(Pemerintah) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; lemahnya
koordinasi baik di antara aparat pengawasan maupun antara aparat
pengawasan dan aparat penegak hukum; kurangnya dukungan
teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; tidak
independennya organisasi pengawasan; kurang profesionalnya

sebagian besar aparat pengawasan; kurang adanya dukungan sistem

144 Peraturan perundang-undangan yang mengandung celah KKN adalah yang rumusan pasal-
pasalnya ambivalen dan multi-interpretasi serta tidak adanya sanksi yang tegas (multi-interpretasi)
terhadap pelanggar peraturan perundangundangan.
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dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, serta tidak
memadainya sistem kepegawaian di antaranya sistem rekrutmen,
rendahnya “gaji formal” PNS, penilaian kinerja dan reward and
punishment.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, telah dan sedang

dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut.

1)

2)

Mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang
berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat
sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat luas
mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu
dan tanpa dibebani biaya ekstra/ pungutan liar. Langkah-langkah
prioritas ditujukan pada: (a) Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik;
(b) Peningkatan Kinerja Aparat Pelayanan Publik; (c) Peningkatan
Kinerja Lembaga Pelayanan Publik; dan (d) Peningkatan Pengawasan
terhadap  Pelayanan Publik, dengan kegiatankegiatan prioritas
sebagaimana terlampir dalam matriks.

Memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan-
kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber
daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas
Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya
manusia serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal

yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi
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3)

4)

di bidang ekonomi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada: (a)
Penyempurnaan  Sistem  Manajemen Keuangan Negara; (b)
Penyempurnaan Sistem Procurement/ Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah; dan (c) Penyempurnaan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Negara, dengan kegiatan-kegiatan prioritas.

Meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam
pencegahan korupsi. Tujuannya adalah untuk menegakan prinsip “rule of
law,” memperkuat budaya hukum dan memberdayakan masyarakat
dalam proses pemberantasan korupsi. Langkah-langkah prioritas
ditujukan pada: (a) Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat;
dan (b) Penyempurnaan Materi Hukum Pendukung.

Tampaknya memasukan ke lembaga pemasyarakatan (penjara) bagi
koruptor bukan merupakan cara yang menjerakan atau cara yang paling
efektit untuk memberantas korupsi. Apalagi dalam praktik lembaga
pemasyarakatan justru menjadi tempat yang tidak ada bedanya dengan
tempat di luar lembaga pemasyarakatan asal nara pidan korupsi bisa
membayar sejumlah uang untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas
yang tidak beda dengan pelayanan dan fasilitas di luar lembaga
pemasyarakatan. Oleh karena itu, muncul istilah  lembaga
pemasyarakatan dengan fasiltas dan pelayanan mewah. Melihat pada
kondisi seperti ini, maka perlu dipikirkan cara lain agar orang merasa

malu dan berpikir panjang untuk melakukan korupsi. Cara yang dapat
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5)

dilakukan antara lain adanya ketentuan untuk mengumumkan putusan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas kasus korupsi melalui
media masa. Ketentuan ini selain untuk memberikan informasi kepada
publik juga sekaligus sebagai sanksi moral kepada pelaku tindak pidana
korupsi. Selain itu, perlu juga ditambah sanksi pencabutan hak kepada
terdakwa kasus korupsi. Hal ini sangat penting untuk memberikan
pembelajaran bahwa pengemban jabatan publik adalah pribadi yang
bermoral dan berintegritas tinggi.

Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus
dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk
memberantas korupsi. SDM penegak hukum harus berasal dari orang-
orang pilihan dan mempunyai integritas tinggi. Sudah saatnya diakhiri
terjadinya ego sektoral atau ego institusional di antara lembaga penegak
hukum. Negara juga perlu memikirkan bagaimana agar tingkat
kesejahteraan bagi para penegak hukum itu baik, tidak berkekurangan
dan menjadi penegak hukum yang bersih. Bagaimana bisa bersih, kalau
sapu yang digunakan untuk membersihkan adalah sapu kotor.

Guna memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi, dan

memperkuat sanksi pidana bagi tindak pidana korupsi diperlukan adanya
penguatan pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001. Upaya penguatan pengaturan sanksi pidana ini dapat dimulai
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dari merevisi peraturan perundang-undangan terkait dengan sanksi pidana
terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dan membenahi Lembaga
Kehakiman sehingga mampu menjatuhkan sanksi pidana yang sesuai dengan
tindakan yang dilakukan si pelaku, serta besarnya jumlah kerugian negara.
Guna menghilangkan stigma yang berkembang di Masyarakat
mengenai penerapan hukum di Indonesia yang hanya tajam dan runcing ke
bawah tetapi tumpul keatas, diperlukan adanya penguatan penegakkan
hukum oleh lembaga penegak hukum, khususnya dalam hal mempersiapkan
hakim yang memiliki integritas moral dalam memutus suatu perkara, sanksi
yang tegas disetiap peraturan perundangundangan, dan membangun
kepercayaan ditengah masyarakat agar kebiasaan main hakim sendiri bisa
diminimalisir. Tidak dapat dipungkiri bahwa aturan yang tegas dapat

mempengaruhi penerapan hukum yang lebih maksimal.

. Regulasi Tindak Pidana Korupsi masih berorientasi pada pidana
penjara bukan pada pengembalian kerugian

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diundangkan sebagai bentuk
perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana
yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa salah satu kelemahan dari Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu tidak adanya aturan peralihan maka

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ditambahkan bab khusus
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mengenai ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan menegaskan bahwa
tindak pidana yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
diundangkan, dapat diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak jauh
berbeda dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan hanya
menambahkan rumusan beberapa pasal saja. Contohnya dalam Pasal 5, Pasal
6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 hanya mengacu pada pasal-pasal dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 disebutkan langsung unsur-unsur yang terdapat dalam masing-
masing pasal Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang diacu.

Sebagai contoh, rumusan Pasal 5 UndangUndang Nomor 31 Tahun
1999 hanya menyebutkan “setiap orang yang melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana...”. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, rumusan Pasal 5
tersebut lebih diperjelas dengan menyebutkan “setiap orang yang memberi
atau menjanjikan sesuatu kepada...”. Dari contoh tersebut dapat terlihat
bahwa pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 lebih diperjelas guna mencegah adanya multitafsir.

Pengaturan sanksi tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana

korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
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sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

dibedakan menjadi beberapa jenis korupsi. Diantaranya yaitu sebagai

berikut:'#

g)
h)

a)

b)

Tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara;

Tindak pidana korupsi penyuapan aktif;

Tindak pidana korupsi penyuapan pasif atau menerima suap;
Tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan;

Tindak pidana korupsi pemerasan;

Tindak pidana korupsi perbuatan curang;

Tindak pidana korupsi menerima gratifikasi;

Tindak pidana korupsi diluar UndangUndang Antikorupsi; dan

Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Tindak Pidana Korupsi Merugikan Keuangan Negara

Termasuk dalam kelompok tindak pidana ini yaitu, tindak pidana
korupsi merugikan keungan negara secara melawan hukum, dan tindak
pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Hal ini diatur dalam
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tindak Pidana Korupsi Penyuapan aktif

145 Sridjaja, Pradjonggo Tjandra, Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi.
(Jakarta: Indonesia Lawyer Club, 2010).hlm. 112-154.
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d)

e)

Jenis tindak pidana penyuapan aktif ini diatur dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, dan Pasal 13 UndangUndang
Nomor 20 Tahun 2001. Dalam ketiga pasal tersebut dibedakan antara
tindak pidana korupsi dalam hal memberi suap kepada pegawai megeri
atau penyelenggara negara, tindak pidana korupsi memberi suap kepada
hakim atau advokat, dan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji
kepada pegawai negeri.
Tindak Pidana Korupsi Penyuapan Pasif atau Menerima Suap

Jenis tindak Pidana korupsi ini dibedakan menjadi tindak pidana
korupsi dalam hal menerima suap oleh pegawai negeri atau penyelenggara
negara, dan tindak pidana korupsi dalam hal menerima suap oleh hakim
atau advokat. Hal ini dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 5 ayat (2),
Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a, b, dan ¢ Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001.
Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan

Tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan dikelompokkan
menjadi tindak pidana korupsi penggelapan uang atau surat berharga oleh
karena jabatan, tindak pidana korupsi memalsukan buku-buku atau daftar
khusus untuk pemeriksaan administrasi, dan tindak pidana korupsi
menggelapkan atau merusak alat bukti.

Tindak Pidana Korupsi Pemerasan
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Jenis tindak pidana korupsi pemerasan dikelompokkan menjadi
tindak pidana korupsi memaksa orang lain menyerahkan atau mengerjakan
sesuatu, tindak pidana korupsi membuat pegawai negeri atau
penyelenggara negara lain seolah-olah mempunyai utang pada pelaku, dan
tindak pidana korupsi membuat orang lain diluat pegawai negeri dan
pegawai negara lain seolah-olah memiliki utang.'4¢

f) Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Curang

Jenis tindak pidana korupsi perbuatan curang dikelompokkan
menjadi tindak pidana korupsi perbuatan curang dalam pemborongan,
leveransir, dan rekanan; Tindak pidana korupsi perbuatan curang atas
tanah; dan Tindak pidana korupsi perbuatan curang dalam hal pengadaan
barang dan jasa. 14 Pelaku tindak pidana korupsi perbuatan curang
diancam dengan sanksi pidana yang berbeda dalam setiap jenis tindak
pidana korupsi yang dilakukan.

g) Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi

Tindak Pidana korupsi dalam hal menerima gratifikasi dibedakan
berdasarkan besaran nilai yang diterima. Dalam hal ini, dibedakan antara
menerima gratifikasi bernilai sepuluh juta rupiah atau lebih, dan menerima

gratifikasi bernilai kurang dari sepuluh juta rupiah. Pengelompokkan

146 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta:
Chandra Pratama, 2002), him. 62-63
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gratifikasi berdasarkan besaran nilai yang diterima mempengaruhi sanksi
pidana yang dapat dikenakkan kepada si pelaku.'*’
h) Tindak Pidana Korupsi diluar Undang-Undang Antikorupsi
Tindak pidana korupsi diluar UndangUndang Antikorupsi
mencakup setiap perbuatan atau tindakan pelanggaran terhadap ketentuan
Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini diatur
dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Artinya, Undang-
undang tersebut membuka kemungkinan adanya penambahan jenis tindak
pidana korupsi di kemudian hari.
1) Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi
Jenis tindak pidana ini hanya dapat dijatuhi sanksi apabila
sebelumnya telah terjadi tindak pidana korupsi. Jenis tindak Pidana lain
yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi
tindakan merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberi
keterangan atau memberikan keterangan palsu, pelanggaran beberapa
ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perkara korupsi,
dan saksi membuka identitas pelapor.'*®
Keempat hal tersebut diatas tidak dapat berdiri sendiri karena

berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan. Perihal

merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, pelaku diancam pidana

147 Hari Sasangka, Komentar Korupsi, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 36.
148 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 BAB III
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penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama dua belas tahun, serta
pidana denda paling sedikit seratus lima puluh juta rupiah dan paling
banyak enam ratus juta rupiah.'#’

Perihal tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu,
pelaku diancam dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan
paling lama dua belas tahun, serta pidana denda paling sedikit seratus lima
puluh juta rupiah dan paling banyak enam ratus juta rupiah. Sanksi ini
dapat dijatuhi bagi siapa saja yang tidak memberi keterangan atau yang
memberi keterangan palsu, Bank yang tidak memberikan keterangan
rekening tersangka saksi atau ahli yang memberikan keterangan palsu atau
tidak mau memberi keterangan, dan orang yang memegang rahasia jabatan
tetapi tidak mau memberikan keterangan atau memberikan keterangan
palsu.'>°

Perihal pelanggaran beberapa ketentuan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dalam perkara korupsi, pelaku diancam pidana penjara
paling singkat satu tahun dan paling lama enam tahun, serta pidana denda
paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak tiga ratus juta

rupiah. Ketentuan ini tidak dapat berdiri sendiri, karena dikaitkan dengan

149 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 21.
150 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 22.
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tindakan korupsi yang dilakukan melanggar beberapa pasal dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana.!!

Perihal saksi membuka identitas pelapor, pelaku dapat dipidana
penjara paling lama tiga tahun, serta pidana denda paling banyak seratus
lima puluh juta rupiah. Hal ini berkaitan dengan perlindungan pelapor
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hal ini diterapkan dalam
penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.'>?

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas terkait dengan pengaturan
sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dapat terlihat bahwa
ruang lingkup = tindak pidana korupsi - cukup luas. Peraturan
perundangundangan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
sudah mengakomodir sanksi pidana bagi setiap pelaku tindak pidana
korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara,
penegak hukum, dan siapa saja dalam jabatannya yang merugikan
keuangan negara.

Ironisnya, dalam beberapa sanksi pidana yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, memberi kesan lebih

menguntungkan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara,

151 Komisi Pemberantasan Korupsi, Peranan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, diakses melalui: http://birohukum.pu.go.id/pustaka/arsip makalah/5.pdf Pada Tanggal 28
Desember 2022 Pukul 20:30 wib.

152 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 24
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dibandingkan dengan pelaku tindak pidana korupsi lainnya. Contohnya,
kasus korupsi yang dilakukan oleh Dr. Bahtiar Chamsah yang menjabat
sebagai menteri sosial periode 2001-2009, hanya divonis pidana penjara
satu tahu delapan bulan dengan pidana denda lima ratus juta rupiah.'>3

Contoh lainnya yaitu, kasus korupsi dalam bentuk mengambil
uang perjalanan dinas tetapi tidak melakukan tugas dinas yang dilakukan
oleh HM Natsir bin Djakfar yang merupakan anggota DPRD Propinsi
Sumatera Selatan, hanya divonis pidana penjara satu tahun, dan percobaan
selama dua tahun.'’* Kedua contoh tersebut memperlihatkan masih
lemahnya pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi
yang melakukan penyalahgunaan jabatan, khususnya penyelenggara
negara.

Dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak
pidana korupsi di Negara lain, Indonesia cenderung menjatuhkan sanksi
pidana minimum. Di Hongkong, pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi
pidana penjara dengan diikuti pidana denda dan pidana administrasi.'>> Di

India, pelaku tindak pidana korupsi, hukumannya ditambah dengan pidana

Heru Margianto, Bachtiar Chamsyah Divonis 1,8 Tahun, diakses melalui:

https://nasional.kompas.com/read/2011/03/22/1143328 4/Bachtiar.Chamsyah.Divonis.1.8.tahun, Pada

Tanggal 28 Desember 2022 Pukul 14:03.

134 Putusan Mahkamah Agung Nomor 905/P1ID/2006.

155 Aulia Milono, Formulasi Pedoman Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Penyelenggara
Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Arena Hukum Volume 7, Nomor 1,
2014, hlm. 120.
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tambahan.!*® Di China semua penyelenggara negara dijatuhi hukuman
mati jika didapati melakukan tindak pidana korupsi.'”’” Di Korea Selatan,
pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi pidana berat.!>®

Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa dalam hal memberantas
tindak pidana korupsi di Indonesia, masih banyak hal yang perlu dibenahi.
Mulai dari merevisi peraturan perundang-undangan terkait dengan sanksi
pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dan membenahi Lembaga
Kehakiman sehingga mampu menjatuhkan sanksi pidana yang sesuai
dengan tindakan yang dilakukan si pelaku, serta besarnya jumlah kerugian
negara. Dan, dapat dikatakan bahwa Pengaturan sanksi pidana yang
termuat dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 cukup dikatakan
masih ringan. Dapat dikatakan bahwa sanksi pidana yang diterapkan
belum mampu memberikan efek jera, dan upaya penyelamatan keuangan
negara juga masih terhambat. Hal ini terbukti dari masih banyaknya
kasus-kasus korupsi yang terjadi dan belum terselesaikan. Oleh sebab itu
diperlukan adanya penguatan sanksi pidana dalam Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001.

156 Tbid., hlm. 121.

157 Anonim, Diakses melalui: http://www.china.org.cn/english/government/207319.ht Pada
Tanggal 27 Desember 2022, Pukul 14:25.

158 Aulia, Op.Cit, hlm. 124.
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Seiring berjalannya waktu, penerapan hukum dirasakan semakin
tumpul. Hal ini senada dengang ucapan Bapak Presiden Joko Widodo
yang menyatakan bahwa : “hukum masih dirasa cenderung tajam dan
runcing ke bawah dan tumpul ke atas”.!” Pernyataan tersebut, sesuai
dengan fakta yang ada di Negara ini. Contohnya, banyak kasus pencurian
sederhana seperti sandal, merica, kayu, dan lain sebagainya divonis
dengan hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan hukuman
yang diterima oleh para koruptor.

Sebagai suatu peraturan yang sifatnya memaksa, hukum harus
dilengkapi dengan sanksi. Artinya hukum yang merupakan suatu
peraturan jika tidak dilengkapi dengan sanksi yang tegas, hukum akan
tumpul dan hanya bersifat anjuran, sedangkan saksi tanpa hukum yang
mengaturnya akan semena—mena karena tidak ada peraturan yang menjadi
filosofi sanksi tersebut. Hukum dan sanksi tidak dapat dipisahkan karena
hukum akan tajam apabila sanksinya tegas di dalam peraturan tertulis
yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada si pelaku.

Guna mencapai tujuan hukum vyaitu keadilan, kepastian dan
kemanfaatan, maka diharapkan para penegak hukum mampu menerapkan

hukum secara maksimal. Sebagaimana konsep penerapan hukum yang

159 Fabian Januarius, Jokowi: Hukum Masih Dirasa Tajam Kebawah, Tumpul Keatas”, diakses
di:
https://nasional.kompas.com/read/2016/10/11/15495311/jokowi.hukum.masih.dirasa.tajam.ke.bawah.t
umpul.ke.atas pada tanggal 27 Desember 2022 pukul 18:11.
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dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa dalam menerapkan
hukum erat kaitannya dengan penemuan hukum oleh Hakim. Artinya,
Hakim berperan penting dalam melakukan interpretasi hukum,
argumentasi, dan konstruksi hukum sehingga penerapan hukum tidak
hanya tajam kebawah, tetapi juga tajam keatas. Profesionalitas hakim
memainkan peranan penting dalam penerapan hukum, dan tentunya harus
dilengkapi dengan peraturan perundangundangan yang menjadi landasan
hakim dalam membuat keputusan terhadap suatu perkara.

Penulis menilai ada tiga hal yang menyebabkan lemahnya
penerapan hukum di Indonesia. Ketiga hal tersebut yaitu, profesionalitas
hakim, sanksi pada beberapa peraturan perundang-undangan, dan
kesadaran masyarakat. Dalam hal profesionalitas, tidak sedikit hakim di
Indonesia yang masih dipertanyakan kualitas dan integritas moralnya.
Ironisnya, tidak sedikit hakim di Indonesia yang melakukan
penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Selanjutnya dalam hal sanksi, beberapa peraturan perundang-
undangan sudah mengatur sanksi dengan tegas, sedangkan peraturan
perundang-undangan lainnya dinilai masih kurang tegas. Contohnya,
perihal pencurian memiliki sanksi yang tegas dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), sebaliknya sanksi untuk tindak pidana
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korupsi yang diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jauh lebih lemah. '’

Selanjutnya perihal kesadaran masyarakat, terjadi gejala main
hakim sendiri dengan membunuh, menyiksa atau membakar setiap pelaku
kejahatan yang ada disekitar mereka. Sebagian disebabkan oleh ungkapan
kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap kinerja penegak hukum yang
makin lama makin diragukan integritasnya dan tidak tegas dalam
pengeksekusian si pelaku. ¢!

Oleh sebab itu, penerapan hukum di Indonesia akan sulit
berkembang jika tidak dilengkapi dengan penegak hukum, khususnya
hakim yang memiliki integritas moral dalam memutus suatu perkara,
sanksi yang tegas disetiap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran
masyarakat untuk menaati dan bertindak sesuai dengan aturan hukum

yang ada.

160 Danar Dono, Pencuri Sandal Seharga Rp 50rb Dihukum 5 Tahun, Koruptor Pencuri Uang
Rakyat ~ Milyaran  Rupiah  Dihukum  Berapa  Tahun?, 2015, Diakses  melalui:
https://www.kompasiana.com/donodanar35/pe ncuri-sandal-seharga-rp-50rb-dihukum-5-
tahunkoruptor-pencuri-uang-rakyat-milyaranrupiah 55359d676ea834d608da42d6, Pada Tanggal 27
Desember 2022 Pukul 14:53.

16! Yulianta Saputra, Main Hakim Sendiri Sebagai Bentuk Ketidakpercayaan Masyarakat
Terhadap (Penegakan) Hukum, 2018, Diakses melalui:
http://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/01/13/main-hakim-sendiri-sebagai-bentuk-
ketidakpercayaanmasyarakat-terhadap-penegakan-hukum/ , Pada Tanggal 27 Desember 2022 Pukul
14:58. 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
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3. Rumusan sanksi pengembalian Kkerugian keuangan negara tidak
sebanding dengan jumlah kerugian negara
Menurut UU Tipikor, korupsi merupakan jenis tindak pidana yang
sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan
menghambat pembangunan nasional. Adanya kerugian keuangan negara
merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi, namun UU Tipikor
tidak memberikan definisi tentang kerugian keuangan negara. Yang ada
hanyalah penjelasan tentang keuangan negara sebagaimana pada penjelasan
tentang keuangan ncgara pada penjelasan undangundang tersebut, yaitu:
“Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara
dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk

di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban

yang timbul karena:

(a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat
lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;

(b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum,
dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang
menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan

Negara.”!6?

162 penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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Dari penjelasan definisi keuangan negara tersebut, dikaitkan dengan
kerugian yang berarti menanggung atau menderita rugi, sesuatu yang dianggap

3 serta merugikan adalah menjadi rugi

mendatangkan rugi, seperti kerusakan,'®
atau berkurang.'%* Definisi kerugian keuangan negara tersebut sangat luas.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kerugian
negara atau daerah adalah: “Kekurangan uang, surat berharga dan barang yang
nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai.”!% Pengertian yang sama tercantum dalam UU No. 15
Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa “kekurangan uang, surat
berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan
melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”!¢

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur
kerugian negara yaitu: a. kerugian negara merupakan kekurangan keuangan
negara berupa uang, surat berharga, dan barang milik negara; b. kekurangan
dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya; dan c. kerugian
tersebut sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

Dalam Penjelasan Pasal 32 UU Tipikor disebutkan bahwa: Yang dimaksud

dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang

163 H. Jawade Hafidz Arsyad, “Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”, hal.

173, sebagaimana dikutip oleh Suhendar, Konsep Kerugian Keuangan Negara, Malang: Setara Press,
2015, hal. 142.

164 R. Wiyono, “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, hal. 41,

sebagaimana dikutip oleh Suhendar, Konsep Kerugian Keuangan Negara, Malang: Setara Press, 2015,
hal. 142.

165 Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004.
166 Pasal 1 angka 15 UU No. 15 Tahun 2006.
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sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang
berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Adapun instansi yang berwenang
menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), yang memiliki kewenangan konstitusional, sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2006 dan Surat Edaran Mahkamah
Agung No. 4 Tahun 2016. Sedangkan instansi lainnya, seperti Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat
Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan
keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya
kerugian keuangan negara.'®’

Penjelasan Umum UU Tipikor menyebutkan bahwa keuangan negara
adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang
tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan
segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan,
pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat
pusat maupun di daerah; dan (b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan
pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah,
yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau

perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan

negara, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah

167 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan.
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kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas
kekeluargaan maupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada
kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan
memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan
rakyat. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor memidana setiap orang yang secara melawan
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan
Pasal 3 UU Tipikor memidana setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004, dapat
diketahui bahwa konsep yang dianut yaitu konsep kerugian negara dalam arti
delik materiil, bahwa perbuatan atau tindakan dapat dikatakan merugikan
keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar
nyata, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dijelaskan bahwa kerugian
negara dalam konsep delik formil, dikatakan “dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara”. Namun, dengan adanya Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 dengan menghilangkan makna kata “dapat”

dalam unsur “dapat merugikan keuangan negara”, maka UU No. 15 Tahun 2006,
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UU No. 1 Tahun 2004, dan UU Tipikor adalah sejalan dan sinkron dalam
memaknai unsur kerugian negara.'®

Terhadap kerugian keuangan negara ini, UU Tipikor baik yang lama yaitu
UU No. 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu UU No. 31 Tahun 1999 jo UU
No. 20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu
harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (Asset Recovery). Sehingga
penanganan perkara korupsi di masa mendatang, tidak lagi berorientasi pada
kerugian negara dan pemberian hukuman badan pada pelaku semata, tetapi lebih
diorientasikan kepada pengembalian aset negara.'®’

Besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi sangat
tidak sebanding besar pengembalian keuangan negara akibat korupsi.
Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut harus dilakukan dengan cara
apapun yang dapat dibenarkan menurut hukum agar dapat diupayakan seoptimal
mungkin. Prinsipnya, hak negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan
rakyat.!7

Upaya untuk memberantas praktik korupsi telah dilakukan oleh

pemerintah sejak dahulu. Tidak hanya lembaga-lembaga independen yang

dibentuk oleh pemerintah untuk memberantas korupsi, namun peraturan

168 Suhariyono Ar., “Catatan Kecil Terkait Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”,

Makalah, FGD Pembuatan Proposal Penelitian Individu tentang Pengembalian Kerugian Keuangan
Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 23 Februari 2018.

169 Abdul Muis Jauhari, “Fungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara RI dalam Tindak Pidana

Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia”, Ringkasan Disertasi,
Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung, 2016,
hal. 4-5.

170 Ibid.
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perundang-undangan tentang korupsi juga sudah banyak diberlakukan. Beberapa

undangundang yang pernah diberlakukan, yaitu:

a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan
Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;

b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;

¢) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; dan

d) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk itu, semuanya
merupakan bagian dari upaya untuk menyelamatkan keuangan atau
perekonomian negara dari tindak pidana korupsi. UU Tipikor dibentuk dengan
tujuan untuk menyelamatkan keuangan negara serta mewujudkan masyarakat
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pemerintah merasa
bahwa perbuatan para pelaku tindak pidana korupsi sudah menghambat
pembangunan nasional, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan
pembangunan nasional yang menuntut pengeluaran negara seefisien mungkin,
sedangkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.

31 Tahun 1999, memandang bahwa tindak pidana korupsi merupakan
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pelanggaran terhadap hakhak sosial ekonomi masyarakat secara luas, sehingga
digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa.!”!

Dalam upaya untuk menyelamatkan dana pembangunan nasional, UU No.
31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001
diharapkan mampu untuk mencegah terjadinya kerugian negara serta dapat
mengawasi penyelenggaraan negara agar tetap bersih dan berwibawa
sebagaimana diamanatkan oleh rakyat melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat
di dalam TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998. Kedua tujuan tersebut saling
berhubungan erat, keuangan negara tidak terlepas dari tanggung jawab
pemerintah, oleh karena itu aparat pemerintah harus bersih dan berwibawa.!”

Salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara adalah
dengan menerapkan pidana uang pengganti. Jika dilihat dari undang-undang
korupsi yang ada semua menerapkan pidana uang pengganti. Pengaturan pidana
uang pengganti dalam UU No. 3 Tahun 1971, diatur bahwa pembayaran uang
pengganti jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang
diperoleh dari korupsi.'”® Kelemahannya bahwa dalam undang-undang tersebut
tidak secara tegas menentukan kapan uang pengganti itu harus dibayarkan, dan

apa sanksinya bila pembayaran tidak dilakukan. Hanya dalam penjelasan Pasal

tersebut dinyatakan, apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi,

71 Ade Paul Lukas, “Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana
Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto)”, Jurnal Dinamika
Hukum, Vol. 10, No. 2 Mei 2010, hal. 81-92

172 Tbid.

173 Pasal 34 huruf ¢ UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

195



berlakulah ketentuan-ketentuan tentang pembayaran denda. Denda merupakan
pidana pokok yang dicantumkan bersamasama dengan pidana penjara atau
pidana perampasan kemerdekaan.

Kelemahan hukum yang terdapat dalam UU No. 3 Tahun 1971 kemudian
dikoreksi dalam UU Tipikor. Dalam UU Tipikor, ketentuan mengenai
pembayaran uang pengganti sudah lebih tegas, telah ada pembatasan waktu yaitu
apabila tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita
oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.!’* Sementara
jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar
uang pengganti, maka dipidana berupa pidana penjara yang yang lamanya tidak
melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan pidana tersebut sudah
ditentukan dalam putusan pengadilan.'”>

Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu
UU No. 20 Tahun 2001 tetap mempertahankan jenis pidana tambahan ini.
Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa terhadap pelaku
tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran
uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda
yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pengaturan pidana tambahan dalam

KUHP berupa pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu;

174 Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor
175 Pasal 18 ayat (3) UU Tipikor.
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dan pengumuman putusan hakim.!”® Dalam hal ini perampasan barang yang
dimaksud adalah barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari
kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

Perampasan atas barang-barang yang disita sebelumya, diganti menjadi
pidana kurungan, apabila barang-barang itu tidak diserahkan, atau harganya
menurut taksiran dalam putusan hakim, tidak dibayar.!”” Perbedaannya dengan
UU Tipikor, lamanya pidana pengganti dalam KUHP paling sedikit satu hari dan
paling lama enam bulan.'”®

Dalam penanganan perkara korupsi yang dimulai dari penyidikan,
dilanjutkan dengan penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan,
kemudian apabila sudah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,
maka sebagaimana Pasal 270 KUHAP  kejaksaan melaksanakan putusan
pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni pidana pokok penjara dan
pidana tambahan berupa pembayaran uang denda dan uang pengganti, dimana
penagihannya berada pada tanggung jawab pihak kejaksaan sebagai pelaksana
putusan (eksekutor) peradilan.

Kondisi tersebut oleh kejaksaan dianggap sebagai upaya pengendalian
tuntutan pidana kurungan sebagai pengganti kewajiban membayar uang
pengganti. Adapun pengendalian tuntutan pidana tambahan tersebut, menurut

pedoman tuntutan jaksa berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor:

176 Pasal 10 huruf b KUHP.
177 Pasal 41 ayat (1) KUHP
178 Pasal 41 ayat (2) KUHP.
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003/A/AJ/2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana
Korupsi, dalam lampiran disebutkan bahwa terdakwa dituntut kurungan sebagai
pidana pengganti adalah minimal setengah dari tuntutan pidana pokok berupa
pidana penjara yang dituntut oleh jaksa penuntut umum.

Khusus untuk pelaksanaan penyelesaian tindak pidana korupsi yang
diputus pengadilan berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971, Jaksa Agung
mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung (Perja) RI No. PER-020/A/JA/07/2014
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus
Pengadilan Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Perja tersebut dikeluarkan karena penyelesaian uang pengganti
yang harus dibayar oleh terpidana belum terselesaikan berdasarkan UU No. 3
Tahun 1971, yang tidak mengatur sanksi bagi terpidana yang tidak membayar

uang pengganti dan tidak bersifat subsidair/ pengganti.'”

B. Kelemahan dalam Segi Struktur Hukum
1. Penegakan Hukum cenderung pada penjatuhan sanksi pidana penjara
a) Kepolisian
Data penanganan kasus korupsi Kepolisian sebagaimana
disampakan Direktur III/Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri Brigadir
Jendral Yose Rizal — selama tahun 2004 -2008 tercatat 647 kasus berhasil

dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), 73 kasus yang

179 K onsiderans Menimbang Perja No. PER-020/A/ JA/07/2014.
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dihentikan penyidikannya (SP3) dan sebanyak 1.037 kasus masih dalam
proses penyelidikan atau penyidikan. Dari kasus korupsi yang disidik
Kepolisian terjadi kerugian negara sedikitnya Rp 9,83 triliun dan US$3,1
juta.'®® Pada tahun 2009, dari 427 perkara yang berhasil diselesaikan, 204
perkara nilai kerugian negaranya Rp 455 miliar. Sedangkan untuk tahun
2010 sebanyak 231 dari 277 perkara berhasil diselesaikan dan berhasil
menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp339 miliar.!'¥!

Sayangnya data-data yang disampaikan Polri tidak pernah
dipublikasikan atau disampaikan secara lengkap kepada publik. Sehingga
wajar saja banyak kalangan meragukan kebenaran dan kualitas
penanganan kasus korupsi yang dilakukan Polri. Hal ini juga diperkuat
dengan hasil pemantauan ICW terhadap penanganan kasus-kasus korupsi
yang ditangani oleh Polri khususnya Mabes Polri dan Polda Metro Jaya
selama kurun waktu 2003-2009.

Dari pemantauan ICW setidaknya terdapat sejumlah persoalan
terkait kinerja Polri dalam penanganan kasus korupsi. Pertama, kasus
korupsi kelas kakap cenderung di-peties-kan. Meskipun terdapat kasus
yang berhasil dilimpahkan ke kejaksaan dan divonis bersalah oleh

pengadilan seperti dalam kasus korupsi pembobolan BNI Cabang

180 Lukman Nur Hakim, Korupsi rugikan negara sedikitnya Rp9,83 triliun, dapat diakses
melalui https://kabar24.bisnis.com/read/20221228/16/1612963/ppatk-endus-pencucian-uang-hasil-
korupsi-senilai-rp813-triliun

181 Taela Zahra, Polri Selamatkan Uang Negara Rp399 Miliar, dapat diakses melalui:
http://nasional.inilah.com/read/detail/1102642/polri-selamatkan-uang-negara-rp339-miliar
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Kebayoran (Andrian Woworuntu dkk), namun saat ini sedikitnya 17
kasus korupsi kelas 'kakap' yang tidak jelas penanganannya atau
'dipetieskan' meskipun pihak Kepolisian telah menetapkan sejumlah
tersangka. Beberapa kasus korupsi bahkan sudah mulai disidik sejak 2003
namun hingga saat ini tidak jelas perkembangannya. Disebut tidak jelas
atau di'peties'’kan karena kasus korupsi tersebut tidak pernah dilaporkan
diSP3 atau telah dilimpahkan ke kejaksaaan atau pengadilan.

Kedua, hambatan perizinan bagi pemeriksaan Kepala Daerah dan
anggota dewan. Selain kinerja yang buruk, persoalan ekternal yang
muncul dalam penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh Kepolisian
adalah mengenai perizinan terhadap pemeriksaan Kepala Daerah dan
anggota dewan. Dalam kurun waktu 2006-2008 terdapat sedikitnya 40
kasus korupsi yang melibatkan Kepala Daerah dan anggota dewan
ditangani oleh Polri (Mabes Polri maupun Polda) terhambat karena
persoalan perizinan.

Ketiga, adanya korupsi dalam penanganan kasus korupsi. Proses
penanganan kasus korupsi di Kepolisian juga diwarnai praktek korupsi
suap. Hal ini dapat dilihat dari penanganan kasus korupsi pembobolan
BNI Cabang Kebayoran Baru yang melibatkan Andrian Woworuntu dkk.
Sejumlah perwira polisi telah menerima suap dari pihak-pihak yang

terkait dengan kasus korupsi tersebut. Indikasi suap kepada aparat
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Kepolisian juga dapat dilihat dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap 15 rekening perwira Kepolisian.

Keempat, kualitas penanganan perkara yang sangat diragukan.
Salah satu indikatornya adalah banyaknya kasus yang disupervisi dan
bahkan diambil-alih KPK. Sejak 2005, sedikitnya terdapat 90 kasus
korupsi yang ditangani oleh Kepolisian di seluruh Indonesia telah
disupervisi KPK. Lima kasus korupsi yang ditangani Kepolisian Daerah
(Polda) kemudian diambil alth KPK.

Beberapa kasus diantaranya adalah kasus korupsi pelaksanaan
pembangunan Bandara Samarinda — Kutai Kartanegara Tahun 2003, 2004
dan 2005, yang melibatkan Syaukani, Bupati Kutai Kertanegara. Kasus
ini diambil-alih dari Polda Kalimantan Timur. Kasus lainnya adalah
korupsi dana APBD di Kabupaten Kendal, melibatkan Bupati Hendri
Budoro, yang diambil alith dari Polda Jawa Tengah.

Indikator lain yang dapat menunjukkan adanya persoalan
mengenai kualitas penanganan kasus korupsi oleh Kepolisian adalah
dengan munculnya sejumlah kasus 'bolak-balik' perkara dari Kepolisian
ke Kejaksaan dalam tahap pra-penuntutan. Masalah seperti ini seringkali
muncul dalam penanganan kasus korupsi di daerah. Seperti dalam kasus
korupsi pembangunan jalan Rawu di Serang yang baru tuntas setelah

bolak balik sebanyak tiga kali dari Polda Banten ke Kejati Banten.
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b) Kejaksaan

Setali tiga uang dengan Polri, kinerja Kejaksaan dalam upaya
pemberantasan korupsi di Indonesia juga dinilai belum optimal. Data
Kejaksaan Agung RI menyebutkan sejak tahun 2004-2008 sebanyak
3.641 kasus korupsi telah disidik Kejaksaan.Kejaksaan Agung
menyatakan pada tahun 2009 ada 1533 perkara korupsi masuk ke
penyidikan dan uang negara yang diselamatkan mencapai Rp 4,8 triliun.
Sedangkan data terakhir tahun 2010 menyebutkan Kejaksaan berhasil
menangani kasus korupsi sebanyak 2.296 perkara dan menyelamatkan
potensi kerugian negara sebesar Rp 4,5 triliun.

Namun jika dicermati kembali secara kualitas tidak banyak kasus
korupsi kelas kakap (big fish) baik dari segi aktor maupun jumlah
kerugian negara yang berhasil diproses hingga pada tahap penuntutan.
Penanganan perkara korupsi Bantuan Likuiditas Bantuan Indonesia
(BLBI) yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 150 triliun sejak
tahun 1998 hingga tahun 2010 tidak kunjung selesai. Selain BLBI, ICW
mencatat terdapat 40 kasus korupsi kelas kakap yang ditangani Kejaksaan
belum jelas perkembangannya.'8?

Kejaksaan juga masih bersikap kompromi terhadap kepentingan

politik. Kejaksaan hanya tegas terhadap pelaku korupsi yang tidak

182 Indonesia Corruption Watch, 40 Kasus Korupsi Kakap Tertunggak, Jumat, 17 Juli 2009
dapat diakses melalui https://www.antikorupsi.org/id/article/icw-40-kasus-korupsi-kakap-tertunggak
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memilki handicap politik. Sedangkan terhadap mereka yang memiliki
dukungan kuat secara politis, cenderung melemah. Sejumlah kasus
korupsi kelas kakap dan kasus yang melibatkan Kepala Daerah dari partai
politik yang berkuasa cenderung lambat seperti dalam kasus korupsi yang
melibatkan Awang Farouk (Gubernur Kaltim) dan juga Agusrin
Najamuddin (Gubernur Bengkulu).

Sejumlah kasus korupsi kakap bahkan dihentikan penyidikannya
(SP3) seperti dalam kasus korupsi BLBI yang melibatkan Gordianus
Setio L, Sjamsul Nursalim, Kasus Timor Putra Nasional Tommy
Soeharto, kasus pengadaan kapal VLCC dengan tersangka Laksamana
Sukardi, Arifi Nawawi, Alfred Rohimone, kasus korupsi di PT Asabri
yang melibatkan Tan Kian, dan kasus korupsi di KBRI Thailand yang
melibatkan Muhammad Hatta Djumantoro Purbo, dan Suhaeni.

Kegagalan yang sama juga dialami pada saat pengembalian aset
hasil korupsi berupa uang pengganti. Hingga tahun 2007 dari total jumlah
uang pengganti yang harus dieksekusi oleh Kejaksaan sebesar Rp 11,034
triliun dan US$ 301,45 juta yang baru tertagih Rp 4,153 triliun dan USD
189 ribu (40%). Sedangkan berdasarkan catatan BPK, yang belum dapat
ditagih lebih dari separuhnya atau sebesar Rp 6,9 triliun dan USD 111,9
juta.

Pengelolaan uang pengganti kerugian negara yang sudah

dieksekusi juga perlu mendapat perhatian khusus. Kejaksaan seringkali
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mengklaim 6 telah berhasil menyelamatkan uang negara dalam jumlah
besar.

Namun, data Departemen Keuangan menunjukkan jumlah uang
yang disetorkan jauh lebih kecil dari yang sudah disetorkan.
Pemberantasan korupsi yang digulirkan oleh pemerintah juga tidak diikuti
dengan perbaikan sistem atau reformasi di institusi kejaksaan. Sama
halnya dengan Kepolisian, Kejaksaan pun terhambat masalah izin
pemeriksaan dalam penanganan perkara korupsi yang melibatkan Kepala
Daerah dan anggota dewan.

Komisi Pemberantasan Korupsi

Tidak dapat dipungkiri bahwa KPK telah menjadi garda terdepan
pemberantasan korupsi. Meskipun dengan sejumlah catatan, kinerja yang
ditunjukkan KPK setidaknya telah membangun kepercayaan publik
tentang adanya lembaga penegak hukum yang secara serius melakukan
pemberantasan Korupsi.

Khusus tahun 2010, Laporan akhir tahun KPK menyebutkan
dalam bidang penindakan jumlah kasus ditingkat penyelidikan (52 kasus),
penyidikan (62 kasus), penuntutan (55 kasus), perkara incraacht (34
perkara) dan eksekusi (35 perkara). Sedangkan uang negara yang
diselamatkan Rp 175 miliar.

Hasil evalusi yang dilakukan ICW selama 2010 menunjukkan

bahwa kinerja KPK kenyataannya memiliki sejumlah catatan baik positif
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maupun negatif. Kinerja KPK yang dapat dinilai sebagai catatan positif
antara lain KPK sudah mulai menangani kasus korupsi di sektor yang
dikehendaki masyarakat (korupsi politik, korupsi peradilan, korupsi
perbankan) meskipun hasilnya belum maksimal. KPK juga mulai
memberikan perhatian untuk menangani korupsi daerah. Tercatat 26
kasus di daerah yang ditangani KPK. Terakhir, kinerja KPK masih
didukung penuh Pengadilan Tipikor. Dari 45 kasus yang dilimpahkan ke
pengadilan, seluruhnya divonis bersalah, meskipun dengan tingkat
hukuman badan yang bervariasi.

Dari sisi aktor dan nilai kerugian negara, terjadi peningkatan
kasus kasus korupsi setiap tahunnya. Selama tahun 2010 terdapat 3
mantan pejabat yang pernah menjadi menteri yang ditetapkan sebagai
tersangka.

Anggota DPR menjadi aktor yang paling banyak ditetapkan
tersangka oleh KPK, dilanjutkan dengan aktor lainnya, berlatar belakang
direktur swasta/pengusaha, pegawai kementrian/lembaga dan pejabat
tinggi kementrian.

Sedangkan catatan kritis yang bisa digarisbawahi, kemampuan
KPK Jilid II masih sebatas membongkar kasus namun belum dapat
menuntaskan. Sedikitnya terdapat 10 kasus korupsi yang ditangani KPK
tidak menjerat pelaku secara tuntas. Umumnya yang dijerat adalah pelaku

dilapangan, bukan aktor utama.
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Penindakan KPK juga melemah ketika berhadapan dengan pelaku
yang memiliki latar belakang aparat penegak hukum, politisi, pengusaha
besar, atau pihak lain yang mendapatkan dukungan politis serta
menteri/anggota kabinet yang masih aktif. Misalnya kasus suap dalam
pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia, yang dilaporkan Agus
Condro, diduga karena melibatkan politisi dari partai besar maka
kasusnya baru berjalan setelah dua tahun dilaporkan. Bahkan terdapat
beberapa tersangka yang lebih dari 1 tahun belum diproses sama sekali.

Pada aspek lain, kriminalisasi terhadap 2 Pimpinan KPK (Bibit
dan Chandra) memiliki pengaruh negatif terhadap penangan perkara di
KPK. Jaksa KPK juga dinilai belum maksimal melakukan penuntutan.
Rata-rata tuntutan jaksa KPK di pengadilan Tipikor hanya 5 tahun 7
bulan penjara. Padahal untuk memberikan efek jera, tuntutan terhadap
koruptor sebaiknya diberikan secara maksimal.

KPK juga belum optimal menggunakan UU Tipikor untuk
menjerat pelaku korupsi. Terbukti sepanjang tahun 2010, KPK tidak
menggunakan pasal-pasal yang berkaitan dengan perbuatan curang dan
benturan kepentingan dalam pengadaan. Dalam penuntutan terjadi selisih
yang besar antara potensi kerugian negara dengan tuntutan uang
pengganti/denda.

d) Pengadilan
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Rendahnya keseriusan dan komitmen lembaga pengadilan untuk
memberantas korupsi di negeri ini. Karena seperti pada tahun-tahun
sebelumnya, lembaga pengadilan dalam hal ini, Pengadilan Umum
hingga Juli 2009 secara keseluruhan ternyata memberikan kontribusi
besar terhadap makin melemahnya upaya pemberantasan korupsi.

Meskipun Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A. Tumpa
ketika awal dilantik (15/1), menyatakan akan berkomitmen dengan
pemberantasan korupsi. Namun faktanya pengadilan umum memberikan
perubahan siginifikan bagi dukungan terhadap agenda pemberantasan
korupsi. Baik MA maupun Pengadilan Umum dibawahnya (Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri), kenyataaanya masih menjadi institusi
yang berlaku ramah terhadap para pelaku korupsi. Minimnya dukungan
pengadilan terhadap upaya pemberantasan korupsi dapat dilihat dari hasil
pemantauan ICW terhadap fenomena vonis kasus korupsi di Pengadilan
Umum sejak 2005 hingga Semester 1 2010. Dari 857 kasus korupsi yang
terpantau, dengan jumlah terdakwa 1965 orang, rata-rata terdakwa
divonis bebas/lepas mencapai hampir separuhnya (49,57%) sedangkan
yang divonis bersalah hanya 50,43 %.

Selain vonis bebas, terjadi tren terdakwa yang divonis ringan
sesuai batas minimal penjatuhan pidana yang ditentukan oleh Undang-
Undang Korupsi, bahkan dibawah 1 tahun penjara. Berdasarkan Pasal 3

dalam UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001, disebutkan bagi pelaku
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korupsi yang terbukti bersalah maka dijatuhi pidana penjara paling sedikit
1 tahun penjara dan paling banyak 20 tahun penjara. Misalnya saja pada
tahun 2009, tercatat dari 69 terdakwa yang divonis bersalah, paling
dominan (sebanyak 28 terdakwa atau lebih sepertiganya) divonis hanya 1
tahun penjara bahkan kurang dari setahun. Dalam hal ini terlihat bahwa
hakim cenderung menjatuhkan pidana pada batas minimal yang
ditentukan. Bahkan terdapat dua koruptor yang hanya di vonis 3 bulan
penjara seperti terjadi Pengadilan Negeri Sumbawa dan Bengkulu. Jika
ini dibiarkan oleh Ketua MA, bukan mustahil dimasa mendatang para
hakim banyak menjatuhkan vonis dibawah satu tahun atau hanya
beberapa bulan penjara saja.

Fenomena hukuman percobaan dalam perkara korupsi tiap tahun
juga meningkat. Selama 2009 -2010 ditemukan adanya 9 koruptor yang
divonis dengan hukuman percobaan. Umumnya mereka dijatuhi vonis 1
tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Dengan kondisi ini maka
dapat dipastikan terdakwa tidak perlu menjalani hukuman meskipun
dinyatakan bersalah. Terkesan ada upaya “pensiasatan” hukum yang
dilakukan oleh hakim pengadilan dalam penjatuhan vonis. UU Tipikor
hanya mengatur mengenai batas minimum hukuman yaitu 1 tahun penjara
namun tidak mengatur apakah seseorang koruptor dapat dihukum dengan
hukuman percobaan. Meskipun dinilai kontroversial, faktanya MA saat

ini bahkan tengah mempertimbangkan pemberian vonis hukuman
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percobaan untuk perkara tindak pidana korupsi. Pertimbangannya,
menurut Wakil Ketua MA Abdul Kadir Mappong (24 Mei 2009), dalam
memutuskan hukuman percobaan terhadap terdakwa perkara korupsi,
hakim lebih memperhatikan asas keadilan hukum.

Kondisi di